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PENDAHULUAN

Tepdt i hcm E buidn ddn i tahlm beieidh 1er_]admya 1rdg,edi H Seplember o

L ?:7061 wiacif up:emz}e}) yang menghancurkan menara kembar I'Ifm/d Trade ¢ emei;

_'._}(WIL) oan i\anror Depanemen Pertahanan Nas:ouai AS d1 Pentagon yaltu

:"'_mn;,;,al {)i\mbez \)0 _i:a;,ed; tiu i\emhdii bemian;, dan 1tntegad1 dx Indonbma

R :ytum di Bdh ydu\a:, merupdkdn 1i<on panwlbata Jmemaswnai indonema Pemenntah

_:_dan rakyat termama pzhak aparat keamanan dan Polrx saat nu tersenmk meﬁgenm :
:'_:.aktiwtas tcnousme yang, memdkan i\orbdn Jiwa dan haria .yang tldai\ sedikit.
bedlklmya tercatat ada 184 orang yang menmggal duma yang sebaglan adalah
- '-'.-Wdr,g;d ne}:,ara d.smg ddn 300 01’&110 Tuka beral dan imgau Pada baal yang harapir
-bersamaan ter) ad: Ju;_,a ledakzul di depan kantor Konsulat Jendral Filipina di

x Manado Juga d: honsu}at AS da chon Bah
| Aksa terorisme d1 Le;@xan Bali menunbuii\an dampak yang. sangat buruk bagi
keberadaan indoi]esia di mata dunia internasional. Beberapa negara mengutuk
akst icisebut sebagat perbuatan yang keji dan tidak berkeprikemanusiaan. Dampak

langsung kejadian itu adalah beberapa negara melarang warga negaranya untuk

berpergian ke Indonesia dan ada beberapa yang membatalkan jadwal penerbangan
ke Indonesia. Dampak yang sangat dirasakan oleh Indonesta juga dan seg
ckonomi adalah laju pertumbuhan  ekonomi Indonesia khususnya bidang

pariwisata, investasi dan perdagangan menjadi terhambat. Tetapi lebih jauh dari
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o -ﬁu adahh masalah kepercayaan bang,sa bangsa iam bahwa Indonesza bukanlah T -

o I_ '- '_ne&,ara yang, arnan sepem yané, d}deng:ungjkan oieh pemenmah RI temyata kurang

- 'benar_ ddanya e

"__;-tersada:t bahwa aktmtas teronsme tehh menggejala dl Indonesm Jauh sebelum'
L ztu L,ejadlan tersebut teiah terjaci: zmtara lam pada tangg,qi I Agustus 200{) tﬁl‘_}ﬂdl_ |

e peiedakan bom d1 kedxaman Dubes F}hpma peledakan bom d1 malam natal yang -

| _”terjadl secara serentak di berbag,al kota dan peiedakaan di Plaza Atnum Senen di
. Jakarta. Sehmusnya pemermtah dalam hal ini Polri bela;ar dari peng,alaman untuk
't_etap sxaga untuk_menangkai -spgaia macam bentuk dan_ al_m_vatas terorisme i
'Indohésia. : /. | | | |

Atas .tragedii tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah melalui
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) No.1 Tahun 2002
tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan pemberlakuan Peraturan
Peme_r_intah Pengganti Undang- Undang (Perpu) No.2 tahun 2002 tentang
Pemberiakuan Perpu No.1 tahun 2002 untak penyidikan, penuntutan terhadap para
pelaku peristiwa peledakan bom di Bali.

Dalam mengusut kasus tersebut, pemerintah dalam hal ini Polri dan

departemen terkait mangadakan kerjasama internasional karena terorisme adalah

__ Indonesxa yang' dlkatakan oleh pemermtah bebas dan__tﬁr__ nsme alxlumya'
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permasalahan global. Beberapa bulan sebelumnya Indonesia, Fihpma dan
Malaysia telah bersepakar mengadakan persetujuan bersama mengenai anti
terorisme vyang ditandatangani oleh ke-3 Menlu negara-negara tersebut pada

tanggal 7 Mei 2002 di Malaysia. Kerangka kerjasama itu antara lain mencakup
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ot Jak:

suk sa

1 mer




: Tenggara sehmg,ga sudah selayaknya Indonesm mengadakan keljasama tzdalx_" |

o é_hanya ch tmgkat regonai saga teiapi _]led da tmgakat miemasmnal jll‘}:,a bepem

dl ’b:dang, mveshg,a& k’lSUS bom Bairﬁntara Poi_'

ngan kepoiislan da"__Ab _(FB}) dan Austrah_____:

'.:'_-'_.'E\epohman dari Jerman Jepang, Inggns Belan(ha Baru yang umumnya merupakan -
U negara—negara yaufr 1116:113&1(11 korban peiedakan bom d1 Bah Upaya Ler;asama '

-'-._"'antara Poln dengan kepohsmn asmgj membawa hasai yang cukup bazk yakm

G dengan ditangkapnya para peiaku bom bah yakm imam Samudra sebagal

E 'texsangka utama T emngjkap dalam pemenksaan bﬁhwa ia Ju.g;i telhbat dalam
oo -pek:dakan -bom_ maiam_ _natai_ di .E_ai_am serta terlibat  dalam ._berbagm aksi
'pefafﬁﬁzékén_di sejum}a_h_ to_ké_ di '!‘an.g.e_rarzx_g._'. d | |
Be_:r._:c_ias.z_irkanl péinerjksaan, [imam -Sam_udra dan rekan-rekannya dapat diketabw
secara jelas bahwa kejahatan tef_sebut berkaitan dengan kejahatan perampokan
" yan_g_.diiakukannya uniuk men.dapai, peledakan bom di Bali, la juga pernab tinggal
di Afgahistan selama kurang lebih 2,5 tahun séhingga fidak teriutup kemungkinan
ia terlibat jaringan terorisme internasional. Hal im memerlukan ﬁengusutan yang
lebih cermat melalui tukar-menukar informasi dengan kepolisian dan intelijen
asing.

Upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia melalul kerjasama dengan

negara-negara di ASEAN imi merupakan suatu upaya yang menunjukkan
keserinsan dalam menegakkan hukum dan memerangi terorisme di Indonesia serta

menciptakan keamanan dan  stabilitas i kawasan Asia Tenpgara. Masalah

Y Polisi Indonesia Makin Diakui Dunia Iniernasional, Kompas Cyber Media, 12 September 2003

deng,an kepohslan':-_ S

'(AFP) serta'.;::_". e




._ te1 onsme"sesung,guhnya bukanla‘n 'tanggung 'Jawab ndonesn seir ata' meiamkan oy

: h._masyar__at mtemasmna_ ar aaksx 1er0nm 'wrjad' i\apan"saja melewau_'_"f“_ ;

Pohce”{@rg,amzanon (ICP@ Interpoi jRegu)na} e

‘dari -_--intemanonai Cnmmal_._

_SEAN} 1eiah men;aambll 1ang, ah l.mg,kah eiekui bmk yang bersﬁat prevennf

.aupun reperm. § reventit a ddaid’ﬂ dung,dn mclakukdn peﬁukaran :

:_; ..1nforma31 mengenaa .1r.10.dus.operand1 kelompok—k@lompok yang daduga peiaku.
- :::f:'keymatan : teronsme 'd; ABEAN kecenderung,an muncuinya kejahatfm'
| '.transnasmndl dan terbenmknyd perg,eralc.an i\elompok kelompok pelaku ke;ahatan _
- f' -I_Secara represzt yaltu meiakukan peﬁangjkapan orangﬂorang yang dlduga terkait
den,gdn tlag,cdl telsebut dan menyeiesalkdn kasusnya sesua: pmsedur hukum yang
'_'-::berlaku cian memel :kba data keuanggan am keiompok yang, dnndmaszkan sebag:,ai

A peiaku kejahatan teromme | | |
_ Pada tanggai 9 12 September 2(}03 dz Pthpma dladakm pertemuan AAF AN
Chn,j.s L’)}‘ Nanonal Pohce (ASEANAPOL) yanfr Re—‘73 Pertemuan sebeiulmaya
tahun yang latu berlan;_,sung, pada bulan Mei 2002 di Kamboja. Ada banyak topik

: yang, dlbahdb dalam perlemudn dl Filipina tersebutl yang dikuti 109 peserta dan

10 negara di _-As_ra Tenggara dan para peninjau dari Sekretaniat Internafional

Criminal  Australian Federal Police Organization (ICPO)-Interpol, Luropol,
Sekretariar ASEAN, Police (AEP), New Zealand Police, dan Korean National

Police. Konferensi ini tebil didominasi pembahasan bagaimana semua kepolisian

* Kerjasamer ASEAN dalam Upaye Nasional Menuju Peran untuk memerangi Terorisme Melalui
Pemberantasan Pencucion Uang don Penvehmdupar Senjata, Diveklorat Kerjasama ASEAN
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Januari 2003, him. 20




o memerangz teronsme yang sudah men;adi musuh bersama selam masalah«masalah

= pcrda;,ang:an ;:,elap narkouka, cyber crimes, ke}ahamn bzdang ekonorm

_'.j_penya"iahgtmaan do"kumen per331a11an yang meng,arah pada kejahatan.-_'_.__'

: -__f-"'-:transndsmimi Dam pertemucm un dihalapkan segaia mdcam bentuk ddll aktmtds-' o

P teronsme dapat dltangkal dan setlap kabumya dapat dmn;,kap ag:ar ndak texjadi_ |

| 'lagl aktlv:tas teronsme d1 kawasan ASEA’\E khususnya dan duma pada :

o '_m_nuﬁmya._

' -I_B. PERUMUSAN MASALAH
| 'Ba_dasman lutar belakang masalah tersebut, dapat ditarik permasalaban
po"k.ok sebagal berikut : Bagaimana pengaruh kerjasama ASEANAPOL-POLRI
dalam memerangi terorisme di Indonesia pasca peledakan bom di Bali 7
C. TINJAUAN PUSTAKA

“Pemaknaan dan definist mengenal terorisme Dbermcam-macam  Karena
memiliki perspelktif dan latar belakang yang berbeda-beda sehingga tidak ada
pengertian vang baku mengenai makna terorisme. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan

dalam usaha mencapai suatu tujuan {teratama pada) praktik-prakuk tindakan

teror sedangkan menurut Kamus Hukum Indonesia, terorisme adalah perbuatan

jahat yvang umumnya dityjukan kepada negara yang tujuannya menalut-nakuti

? Konferensi ke-23 ASEANAPOL di Filipina, Kompas Cyber Media, 13 September 2003
* Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, him. 939




bentuk teror terhadap oranguorang teﬁentu/ kelompok orang/ ma%yzu akat iuas

E ;_.'_o'raﬂg-bi‘ahg ___Itentu keio:11p0k~kelo1npok iel tentu aiaupun maayazakat tenemu .

- untuk Euj Lian pohtikD ;

| Sedemgkan Menurut I&OIWGH&I PBB 1937 terormne adaiah begalanbeutuk tindak"_; o

-""-’hejahamn ycmg dnmukan ian;,bung: Lupada ne;,ara dengan maksud menmptakan' =

:..Menurut Shacter teronsme nuemasaona] adalah termasuk dalam kategorl.
. Imernanonal C nmes deﬁgan alasan bahwa konvensl—konvenm mengenaj bentuk— |
bentulx tmdahar} yang terbolan;;, daiam nndakan 1eronsme telah menyatakan
'sebaoai “Cnmes O)‘ Imematzom[ (,nmes” & Menurut M. WISG dalam bukunya.
: _'::yang bex judul Perspeuwe amf A ppmauhes in Basﬁoﬁm Imernammaf Criminal

| Law Juga menggoiongkan terousmc mtemahionai bebagaj ha!ah satu bentuk
E Imernanona! C rimes’. Meﬂurut Bassmum Inrernatwnai [,mnes* is any conduct
. .wh_fc_;h is d_e.s*_ignaied .as: ¢ -zi.'rr.':z;e. in -a multilateral ._co_i_wemipn with a significant
g ni;rnber bf Sfals;j péﬁrm:; fo it pm.v.id.ed the ins.tmme.m. cénfafns one of the ten
penal chargcleristic. Hal diatas mengandung arti bahwa terorisme mternasional

adalah perbuatan sebagai kgjahatan dalam konvensi multilateral, namun menurut

* Mamzah, Andi, Kamus Hulum Indonesia, Ghalia, Jakarta, 1986, him, 581

“Thontowi, Jawshir, Hudoam Internasional Indonesia, Madyen Press Yogyakarta, April 2002, him,
19

7 Kotonel 1nf F, Paulus, Loudewijk, dalam diktat Terorisme

8 Schacter, Oscar, Infernational Law in Theory and Practice, L Dordrecht ; Martinus Nijhofl

~ Publishers, 1991, him. 268

Y Wise M. dalam Romli Artasasmita, Peagamtar Hukum Pidana Internsional, Jakarta : PT Eresco,
1993, him. 55




: '-'c'J.'s-'_'-' a '.'.c;k)n.ﬂituiing_' an -

:*_prohrbn prevem pmsecwe pumsf? on ﬁae f:ke
' 3 ) ( r:mmahzanon aj Ihe pmawubea r,onducr
4 _ | L?z_e& or right pro.gecu:e; |
s -Di;t)_()}}@h/;i(‘) .p'in_wfxi_v ihe_;::.roks'c."bed _crmdzzci;.
6 _ :D_u.i;v or r;’g}’qi_m eﬁimdf!e; _
7.__ _D;n.y. or r:gln 7 ;:.()r)per.rm_z i.n_. prosecution, pimis/_rmerri (including Judical
: .c::.s'.s'i.s'rance in penal proceecfiﬁg;
8. Establishment of criminal juirdictional bases;
9. ch)’”erenc;: to the esthablishment of an international criminal court;
- 10 Llimination of the defence of superior orders;™°
Menurut Romli Arta Sasmita pengertian Bassiouni diatas terlalu sempit
karena hanya dibatasi olel tindakan kejahatan yang telah diatur dalam konvensi
international saja. Sedangkan menurutnya dilihat dari perkembangan dan asal-usul

tindak kejahatan intenasionsl maka eksistensi tindak kejahatan  intenasional

e

konven31 yang dem:kmn haruslah sebuah konven31 yang mempunym s*alah satu_ 3 cend

2 %Imphm recogmuon oj fhe pena! naizn e of the act by es!ab!tahmg a dzety 10 '_

tersebut dapat dibedakan menjadi

0 Jac it




1 deak kejah'itan mtemaswnal yang berasal dali keb}asaan yang_._

il ber}\embang, dalam px ajn.ﬂi\ Hukum Entemas;onal {cmroma}y miematzonaf

111ternas1onal yang berasal dan &onvens;-Kouvenm s

o zlntemaamnal (wbag,&imana aempltny& dcfmm Bmioum) :

E 3 ._:deak ke}ahatan mtemasmnai yang lahxr dam bcj&iﬁﬂ pc1kembmgm o

konvensx unuigenal HAM

Menurut Perpu No 1 Tahun 2002 dalam bab 1 keientuan uinum pasal I ayat 1

menyatakan bahw& Iina’ak pidana ferorisme. ada!ah _sega!a perbualan yang
' -memenuhf UDSUP. umw tindak pzdana sesuci dengan ketentuan a’aiam Peraturan
PL’}TIE} m!ah Penggann UnddmO- Undang ini. Dalam pasal 6 dn:iyatakan bahwa

: txndak pidana terorisime dikenakan kepada

.senap orang vang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut

" lerhadap -orang secara meluas atay menimbulkan korban yang

bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan alau hilangnya

- nyawa orang lain-dan harta benda orang lain atau mengakibatkan

- kerusakan atau kehancuran-ferhadap obyek-obyek vital yang strategis

atau lngkungan  hidup  atau - fasilitas  publik  atau fasilitas

internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkal 4(empat) wahm dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun.

Dijelaskan lebih fanjut dalam pasal 5 perpu ini bahwa
tindak pidana ferorvisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ~inidikecualilern dari tindak pidana

o

politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tincdak pidana politik,
tindek pidana dengan motif politik, dan fma‘ak pidana dengan lufuan
politik, vang menghambat proses eksts cadisi.!!

Y Warte Perundang-Undangan RE NO.2002/kamis, 24-10-2002, him. 1B-3
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Dalam rangka memerangt telo;usme pememntah Indonesm melam I’oln

B ﬁmmmlﬂu kewenangml umuk mencegah dan menyelesa:kan semap masa!ah o

. teror;sme d1 Indonesza Daiam pasal 13 ayat 1-3 UU ‘\Io’) Tahun 200’) tentang '

_' I{epohsian Nes.a;

= 'iNegara Repubhk Indonesxa adalah

.:- _: memehhara keamanan dan ketéruban masyarakat

: ’? menegakkan hukum dan ” .
| .fl_'.._:-:g_,;._...mem_bf;n_l:ca:;.__. perlmd_u_l}gan, 'p_{::ngz’iybman dan  pelayanan kepada

masyafakat b i o

e ':'L‘ebih-.tegasrdij_elaskanfdalam pasal 15-7ayat 2 huruf h UU No.2 Tahun 2002
_menyatakan bahwa K polman Negara Republik indonesia berwenang melakukan
- kerjasama dengan -kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberanteas
kejahatan internasional yang di dalam penjelasannya tercantum jelas bahwa yang
dimaksud - dengan - kejahatan internasional adalah  kejahatan tertentu yang
- disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkotika, uang
palsu, . perdagangan manusia dan juga termasuk didalamnya adalah masalah
terorisme. -

Untuk menyelesaikan masalah terorisme ini, karena menyangkut kejahatan

lintas negara (transnational crimes ), maka Polri mengadakan kerjasama melalui

perjanjian’ yang ‘bersitat  bilateral, multilateral, dan internasional dengan tetap
berpegang teguh pada kaidah-kaidah hukum internasional. Dalam pasal 15 pasal 2
huraf j menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang

mewakili pemerintah Indonesia dolam organisasi kepolisian internasional. Dalam

_epubhk indonesza mcnyatakdn tugas polcok I{epohsian”-_ B
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" ini penulis berusaha meneliti kerjasama ASEANAPOL-POLRI dalam memerangi

- terorisme dengan mempersempit ruang dan waktunya yaitu di Indonesia dan pasca
- peledakan bom di Bali dengan harapan kejadian atan tindak terorisme tidak terjadi
+lagi dankita dapat hidup damai sesuai ‘dengan tujuan nasional negara Republik

- Indonesia

D, TUJUAN PENELITIAN

IL

Tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini mencakup 2 bal, yaitu :
Tujuan Obyektif

Penelitian int bertujuan untuk mengetahw sejauh mana pengaruh pertemuan
ASEANAPOL sebelum dan sesudah peledakan bom di Bali dalam memerangi
terorisme i Asia Tenggara dan bagaimana peran ASEANAPOL dalam
pencegahan dan penyelesaian kasus terorisme di Indonesia,

Tujuan Subyektif

Tujuan sabyektif dari penelitian ini adalab untuk memperoleh semua data
vang berhubungan dengan obyek yang diteliti, dalam rangka penyusunan
penulisan hukum unfuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan di

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

METODE PENELITIAN
Data yang dicari adalah data yang berupa norma dan fakta vang berkaitan
kerjasama ASEANAPOL-POLRI dalam memerangi terorisme di Indonesia

pasca peledakan bom di Bali yang terdapat dalam artikel-artikel, surat kabar,




BAB H

PEMBAHASAN

A TEROR!SME "
' 1 Ruang ngkup.'i‘ez.-onsrhe =
| Terc.Jf. ‘;ddiah fenomma ycmg Lukup tua ddldm bf:_]dfdh Mendk.ut»nakun
I_.-menganc:dm me!.nbr,n I\L_}Llldn kekerasan atau munbumlh deuga.n makbud
; .menyebarl«.an Tasa takut adaiah taktik-takiik yang suddh me}ekat dalam
pe;uua:ugan Lekuasaan Jauh sehelnm hai-hal-ttu dmamal teror atau
'.‘-‘Ieromme Kata “assassin” mengacu pada gemka:n ddlam pemng, sahib. abab
.ke-ll M’asehz yang mengantisipasi terorisme internasional di era globalisasi
ini. Kata “terror” masuk ke dalam kosakata politis baru pada Revolusi
Perancis. Di akhir abad ke-19, awal abad ke-20 dan menjelang Perang Dunia

F

II “teromm menjadi _ie_}'_(_nik perjuangan revolusi. Misalnya dalam rezim
Stalin pada 193.0-an vang juga disebut “pemerintahan terbr”. Di era perang
dingin “teror” dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir. Istilah terorisme
sendiri pada 1970-an dikenakan pada beragam fenomena dan bom yang

meletus di tempat-tempat publik sampai dengan kemiskinan dan kelaparan.”

Untule lebih dari seperempat abad. para sarfana politik telah mencoba antuk

membuar definisi terorisme, namun belum ada vang berhasit  untuk dapat

diterima secara mantap.

U tlardiman, F Budi Dr.eval | Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi, Imparsial 2003, him. 3
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Keg.)aggalan un tehh menyebabkan berbag:,ax ke}\abux an dan keudakpast}an

' -'.1emang pen;:,eman 1e;0nsme Tnnbuk berbagai pendapal darz para sar_;ana o

-._poiml\ bahwa pengrertnn terousme nn h'myalah masa!ah persepsx D;sam
'-.._Eplhal\ orang mulyebut tu‘ons sedang d1 pk mk lam menganggapnya .sebawal_
| _ pahi*awm Ada juga yang mcngfmggap bahwa texousme adamh semp tindakan
'yang mengunakan kekerasan Golongan lain memformulas;kan dengan pola
p1k1r Haroid Lasweli who qets, when and how” yang sermg_ Juga_dlbareng1
-_de_ngau ancaman dan penggunaan kekerasan, yaitu kekefasan politik dan
idebl_ogi yang kadang—kadang timbul dan menumbuhkan konflik yang sering
dikenal sebagai “terorisme”.

; Menurut “ Oxford English Dictionary”, terorisine mempunyai 2 arti pokok
yaity ; pertama sebagal sistem dari teror yaitu pemerintah yang menggunakan
infimidasi ya;ag ditujukan dan dilakukan oleh partai yang berkuasa di Perancis
selama Revolusi dari tabun 1789-1794 dan kedua sebagai penerapan
metodaemtimidas:  yaitu  suatu  kebijakan yang dimaksudkan untuk
dilaksanakan dengan teror oleh mereka terhadap siapa tindakan iu
ditujukan ',

Menurut Walter Laquer menyebutkan bahwa terorisme dinyatakan sebagai

penggunaan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh suatu kelompok kecil

untuk tujuan-tujuan politik. Sedangkan salah satu definsi yang digunakan oleh
pemeriniah Amerika Serikat adalah bahwa terorisme sebagai suatn tindakan

vang direncanakan secara lebih awal dengan kekerasan yang bermotivasi

' Atmowasito, Sutejo, Terorisme, Pengertian, Bahava, dan Pencegahannva dalam Kejahatan

Berdimensi baru, Cipta Manunggal, Jakarta, 1991, him, 329

¥ hid him, 330
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- politik, dilakukan secara kejam terhadap sasaran non-kombatan oleh

'-_:'-ke'lompok sub-nasional alau oleh suatu negara secara rahasia dan biasanya

i dxtu_;ukan untuk mempem,amln rakyat

Ada beberapd variab{,l yané, menenmkan sualu bentuk dan jems tmdalcan o

. teronsme Im sang.,at dzpengaruhl mengenal ruang dan wakiu terjadmya

~ terorisme di‘berbagai negara, Hal ini yang menyebabkan definisi terorisme di

b_er.b_égm' negafa menjadi berbeda dan sampal saat ini belum ada definisi yang
p_asti dan baku mengenai se:gaia macam hal yang berhubungan dengan
terorisme  termasuk didalamnya penanganannya dalam  bidang  hukum.
Variabel yang dimaksud diatas antar fain adalah penggolongan, bentuk, ciri
dasar, maksud. tujuan, sasaran, bentuk organisasi, pelaku serta semua hal
yang berhubungan dengan terorisine, dil vang akan kita bahas dalam bab ini.
Menurut, penggolongannya, terorisme merupakan bentuk kekerasan politik
atau disebut juga kekerasan sipil. Dalam hal ini kekerasan politik mencakup
suatu spektrum vang sangat luas, mulai dari unjuk rasa atau protes dengan
menggunakan  kekerasan, pemberontakan  spontan dan  sporadis,
pemberontakan berencana dan berlanjut, kudeta, insurjensi, sampai ke
revolusi. Perang (antar negéra) tidak termasuk di dalamnya, yang merupakan

masuk dalam kekerasan militer, tetapi perang saudara {(c/vi/ war) termasuk

dalam pengertian kekerasan polink berbentuk terorisme, termasuk juga

penggunaan atan ancaman penggunaan kekerasan oleh pemerintah terbadap

1 ibjd, Blm. 331




o ;rakyamya sendm (temr;sme neg,,ala/ Lsrate terori.sm) Menurut DR.F :-Budi _
5 Hardnnan bahwa teronsme tennasuk ke dalam kekerasan poims (pohrfcal :

::vroknce} sepem__ kemmhan huru-hara '-.pemberomakan revomsy __gerﬂya :

"-"_-"pcmbantaian f_f-_dil Namﬂtm. --tero’rismc—: 'tldak selalu poims Imsalnva o

' _-_penymzderaa_l oleh seorang psﬂicpat sachstis ataupun arang xseng

Penshwzg pensuwa kekemszm pohnk temtama sangat mencuat da}am

._dasawarsa }960 -an, yang ter_;ad; tidak saja dl negara—negara berkembang

'melamkan _]ug& di negara maju. Antara 1961-1968 kekerasan- kekerasan
_'polmk telah terjadl di 114 negara dari 121 negara yang ada di dunia pada
waktu 1. Dalam tahun 1998 tercatat 856 aksi teroris internasional, tetapi
kcﬁmdima bekwang uejadi 455 pada tahun 1990, mungkin semakin batknya
lkerjasana antar negara dalam membasmi terorisme internasional itu. Setelah
berakhimya perang dingin, berbagai kekerasan polittk dan terorisme, baik
vang domestk maupun internasional, kelibatanmya semakin nienyadi-jadi.
Perang saudara, genocide, etfinic cleansing, terorisme dalam berbagal bentuk,
pemberontalkan, pemboman (World Trade Center New York, Oklahoma),
peracunan (Tokyo), pembantaian, penyanderaan (oleh pejuang checnya),
demonstrasi berdarah, dan sebaginya memenuhi media dunia, batk media

cetak maupun elektronik'”.

Kendala utama memperolel konsensus imengenal terorisme  ialah juga

LYs )

mengenai “kepentingan nasional™ negara-negara {(dan individu-individu tidak

17

3
19

Habib, Hasnan, Yerorisme Internasional dolam Kapia Selekio @ Strategt dan Hubungan
Internasional, 818, Jakarla, 1996 him. 567

Hardiman F BudirDr_et.al, op.oic, hlm. 4

Habib, Hasnan op.cif., hlm. 570
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' 'm_a_,m mmdasdrkan bikdp dan responsmva teﬂladﬁp su*itu kekezasan pohnk _

: .:}'_-'(teronsme} atas hanyq rumusan dei‘ msz Respon it mun;,,km sekah akan

"_'tmlmm a,ualu pemtiwa dhu kf-,lonmok baxlgat menvuhtkdn pEIlCdpdldIl _

o .konsensus mtemasmnal yan;_v, dlperlul\a.n bam Legmt&n mtemasmnal terpadu

meiawan teronsme Contoh perbedaan«perbedaan pandangan negara—negara
B -tf:ntang I’LQ ereium prmes per seﬂuumz perdmnmmz PLO- ixraelm
.T:dak a_da_deﬁms: atau pt‘:ngcr{'ian maupun feorl yang universal mengenai
:'5'.@0}351116.' D1 kalangan para ahli tidek ada juga kesamaan f)aham mengenai
.pihak-_;_)i.hak --:yaﬁg bertugas memberantas atan menanganinya Seperti para
'-p:o]_iti_si, d_ip_i_omaf, penyidik kriminal, penuntut umum, pejabat intelejen,
.pejabai' kecamanan, abli keanxnan industri, satuan  khusus militer, dan
wartawan. Dari segi iy terorisme dapat dipandang dari sudut sosiologi,
: kriminologi, psikiatri, antropologi budaya, agama, psikologi sosial, sgjarah,
ilmu politik (termasuk hubungan internasional dan penyelesaian konflik), dan
hukum. Seorang pakar pernah mencantumkan 109 definisi ynag dirnmuskan
selama kurun waktu 1936 — 1981 dan sejak itu hingga sekarang jumlahnya

pasti sudah bertambah, namun terdapat kesamaan pendapat mengenal ciri-ciri

dasar dart terorisme yaiw

®ibid., hm. 571




o 3;Pcng:,t,kbpiondamn

-.__'ikengenan-"atau ketakui‘ux y&nw melmnpuhkan

Ad‘mva lin.‘atﬂ pcnddddkdn atay kuu&m

kcicmzﬂnm-3".1m'musiéi .-seC£1rei bibt&md{!k yalw_

( teror

terh_a.dfc_lp .

:-Mempunym tujuan pohuk van,s, Jauh leblh luas dari sasaran/ koxban_

[ _Iangsun‘gnva

e e.

Sasaran Ddda umtuwa nonhombatan

Dir cmandkdn ddﬂ dmtrmdpkan beCdI‘d I‘deOﬁdI

Dalam 1an;ﬂha mencapm 1u1uan polmk nu maksud—maksud_ suatu

keiompok melakukan temrisme antara Iam adalah sebagal bemkut

a.

Memneroleh konsesi-konsesi  tertentu, seperti  wuang  tebusan,

' pemb_ebasa_n tahanau {politik), penyebarluasan pesan dan sebagamnya;

Memperoleh  publisitas Twas. Teroris ingin menarik perhatian

& masyarakét luas kepada aspirasi perjuangan dan pengakuan terhadap

eksistensinya sebagai pihak yang Dbersengketa. Karena biasanya
kelompok teroris i kecil maka untuk maksud itu, aksi terorisme vang
dilakukan haruslah cukup dramatik dan menggemparkan;

Menimbulkan kekacavan luas, demoralisasi dan disfungsi sistem

sosial. Ini adalah malsud tipikal dari kaum revolusioner, nihilis dan
anarkis, Tetapi straleginya sering gagal, masyarakat yang sebelumnya
bersimpati dengan fujuan perjuangan kaum disiden itn, akan ikt

membantu penguasa memberantas terorisme yang membabi buta;




d Memanung Ti:.tcﬂldt:-l ddn koutratc,ror dm mmermtdh st,dcmtkzan wpa B

x sehmg 2 memmbulkan SimﬂSl "yang akan mengunmngkan para tex ous_ :

i vang akhxmya bahkan_mungkm dapat menggulmgskan

Ini _adalah mahsud yang __npxka}___f |

- darl. .h;.ldtu pzmenﬁtdh tOtdhtu‘/ fcib.lb;/. dlktdktor/ monohtlk .Term yamz |
. :dﬂakukan oleh pamermtah (.srale 1error:sm) ierhadap Ia}:yatnya sendm :
o _'.bermjuan untuk menancap}san kekuasaan mutiak kepada rakvat Caz‘a
Cind jug,a dmakax oleh DI‘L&HIS&S!-OI‘L&IUS&SI tc—:rom den,gan maksud yang
bdmd ch k(ﬂans_an pdrd dnuu)tdnya |
i -Men;:,hukmn yan;ﬂ beisa]dh atau dzpandang seba‘g,ax simbol dan
sewa_tu yang jahat_/ _s_alah, seperti orang-orang yang tidak se_mjn dengan
fujuan perjﬁangan mereka, bekerja sama dengan penguasa, bergaya
hidup vang bertentangan depngan mereksa, dan sebauamya
Terorisme pol_iti_s_mem_iliki karakteristik sebagi berikut :
- a ’ Merupakan intimidasi yang memaksa; =
b. Memakai pembuﬁwan dan penghancuran secara sistematis sebagal
sarand untuk suatu tujuan tertentu;

Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat

o)

svaraf yakni “bunub satu orang untuk menakuti seribu orang”;

d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun fujuannya

adalah publisitas;

2 ipid., nhm. 573




e Pesan ak51 Itu cukup JGI&S meskl pelaku tldak :;elalu menyatakan dm'
'_ secara personai |

G £ -_.-:"Para nelaku kebanvakan dunotavasu oieh 1deahsme yang cukup keras_ _

.'._-Z_--I_;mlsahwa' “berjudng deml .as_dma dan kemanusnaan -ZHL;I_#;{;()_I‘G_Z _

' .kelomook terons adalah ianaukus yang zuap matt, Teroris tmﬁnaimya
adalah seorang, pnbadx narsistis, dmgm secara emosional, asketis,
. kaku fandtxs dst, 'fme personalitas “prateronis™ i cocok dengan
_geraklan '_t.o-taliter/ sistem tertutup/ sekte dst™.

Tujuan akhir terorisme adalah politik. Apapun latar belakang pstkologik
dan motivasi  personal para pelakunya, namun tujuan  politik  selalu
melandasinya. ia merupakan ciri dasar yang selalu hadir secara konsisten.
Seorang psikolog sosial atau penegak hukum mungkin tidak melihat
perbedaan yang prinsip antara penvanderaan vang dilakukan oleh seorang
kriminal untuk memperoleh uvang tebusan dengan yang dilakukan oleh seorang
teroris internasional yang terkenal, namun bagi seorang ahli anti terorisme
modern, perbedaan itu nﬁxdah dapat dilihat. Tujuan-tujuan politik merupakan
unsur esensial darl terorisme yang membedakan dari tindakan-tindakan
kekerasan kriminal lainnya atau yang dilakukan oleh orang yang terganggu

Jiwanya.

Tujuan politik vang selalu ada it umumnya ditransformasikan ke tingkat
moralita vang lebih tinggi, dengan maksud memperoleh pembenaran

(fustification). Orgainisasi-organisasi modem tidak hanya mengumumkan

22 Hardiman, F Budi Dr, op.cir, him. 3




C :._-_ﬁgiia'n nolmknva__ m'claiiikénf; sekaliszus_ 3'mengaitkanhya : "dengazl suatu_

'-__-_;kebenamn umvexsai _Ba;_,,x an;,;:,ota_ﬂlzbuilah ':"(A{Lamstan dar Paiestma)___

L f".dengan llhad

)

a!wsfota_j PLO-den szan_-nemenuhan

;_kembal: tana?w a1r mereka 3 Tr.uua,x akhtr kelompek temns sa?ah menyalah-

. _:_ guﬂakmz hukum membuat pemenntah 1ak bexdaya dan berada dalam keadaan

o : ftdﬂpa kuasa'

Ty Ujudﬂ —tuj uan taktis teontis valtu

_a. -..'Mempubhi\asﬂ\an suatu alasan lewat ak31 kekejaman karena hanya
| ;lewat akbi semauam il pub11k331 yang cepat dan maw/ dlxnun;:k111ka11
' 'b. | :: Aks: ba!as dendam terhadap rekan atau anggota kelompok
_ .. c . .I{_af__a}_i_sa_tor bagi_ n"x_ﬂlter;s_as_l_ atau_ moblhsam massa;
4 Men_éb.a'r kebencian dan konflik interkomunal;
L 'zv;;_ngm;;guzm{an musub atau kambing hitam,
- f -Ménc'iptakan ﬂdim -panik massa, menghancurkan kepercayaan publik
'wrhadap pemerintahan dan polisi:®
Tujuan twjuan tersebut di atas dicapai dengan bentuk melalulkan
penculikan, pembunuban, pembajakan, pengeboman, peledakan, peracunan,

. D N 3 . . 26
ancaman melalul surat-surat selebaran, intimidasi, dan lain sebagainya™.

o4

tentara merahf (Jepaxag‘)" denéan nencetusan revoius: duma_ bam B

angszﬂdn fdkdir__:.(dmili’iv) dan nempc,roleh*_{}: L

Bemak nyatadari keglatanwerorisme dapar berupy

= Habib, Hasman op.cit., him. 574

* Tanja Viclor L, Terorisme Samua dengan Perampok; dalam Kejaheion Berdimensi Bary, Cipia
Manunggal, Jakarta 1991, him. 371

» Hardiman, ¥ Budi, en.cit, hire 6

% Habib, Hasnan op.cit., him. 573




a. _deakan—tmdakan kekerasan vam_ nmlawan huia.um dan memmbulkan_

. msa takut cemas chri masvamkat

b .'Imdakan-tmdakan 'Dencul:kan _f piembumih'm pembaiakan R

o _-;'-Dembakdian Demveranﬂcm bersuudla terlmdan sasaran tertentu

it c". "deakan-nnd&kan pcnyandelaan penyeiundupan bahan peiedak |
| . sen;ata apx daﬂ peldauanoau nazkomka

. Sasara.n iangsung dan kelomvok teroris ialah memcmtakan teror (suasana/

'kcn_ge__rlan_},_ bulkan pena,hmmurdn Rasa ketakutan yang mencekam dan

fﬁ_k._egeiisah:an_ poh_txk_y_ang d1_t:_mbulkaxmya mereka manfaatkan untuk memaksa

- pemerin_ta_l_a atau penguasa memberi konsesi-konsesi politik yang  sefalan

'd'q_ngan _t_ujuan-t_ujuan ﬁoiitikn}fa. Dilihat dari segi itu maka terorisme pada

._ da_éamya adalah suatu taktik psikologis, atau perang urat syaraf dengan dua

unsur terienfunya yaitu: kengerian dan publisitas. Kengerian itw dapat

b_erkembéing menjadi histeria irasional sepertt yang teriadi dalam mmsim

panas tahun 1985 dan 1986 sewaktn para wisatawan Amerika menghindarn

Fropa sebagai tujuan wisata disebablkan oleh serangkaian peristiwa terorisme

di benua itu yang bermula dengan peristiwa pembajakan pesawat TWA 847
dari Athena ke AS pada bulan Jini 1985

Rasa ngeri hanya akan timbul jika perbuatan terorisme itu diketahui dan

" : 3 4 et L S M 84 -1 AP, SR | X . R b SRS I
EETSIAT T TUES dtatl Jhnd T UIPUUHRGSIR A, IS CHUGUT R dbiGo i Sdag o™ il

mempublikasikannya semaksimal mungkin setelah dilaksanakannyva, adalah

2 gabadan Daan dan Kunarto, Kejahatan Berdimensi Baru, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 318
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pentmg | j;lga. _.Sa.saran ) atau korban, lokasi dan viming - dipilih  dengan
: ;ﬁeﬁimbangan.._ publikasi yang 1‘_1133_{351'1_1a1, Dalam hubun_gan ini, l__kemaju_an
' | '.; teknoiogl .iﬁfoﬁnaﬁka: séﬁg_éi membanm té_z_.‘_éﬁsme ié})ih. giaﬁ__p_ada kemajuan
dunungkml\an .dar.i pelos.ok “ch.mia manép.uﬁ., Pemberitaan media besar-besaran
R ?3135;;61131’ pembantaian Munich pada bufan September 1972 oleh kaum teroris
.l_?‘a_les‘gin.a.yang menimbulkan korban 10 atlet Israel terbunuh pada waktu
; bgrlangsu_ngimya Ohm'pi.ade Munich berperan sangat besar dalam timbulnya
kesadafan masyarakat dunia mengenai terorisme internasional modern. Di
samping itu 1a membangkitkan rasa amarah internasional, dunia juga sadar
bahwa suatu kelompok  kecil mempu memaksa dunia internasional
memusatkan perhatian pada meveka™
Ciri operasional terpenting dari teronisme adalah penggunaan ancaman
kekerasan yang direncanakan. Perdagangan obat bius, senjata, pemalsuan
uang, paspor. dan sejenis lainnya. untuk membelanjai kegiatan-kegiatan
teroris, pada dirinya sendiri bukanlah terorisme, jika tidak terdapat unsur
kekerasan, Sebaliknya menvandera sescorang unfuk memperoleh uang tebusan
guna pendanaan aktivitas terors adalah tindakan teroris oleh karena

penyanderaan selalu melibatkan kekerasan. Adanya unsur kekerasan sebagai

citl dusar erorisine gl g nenbedakan tinddien veroriydar organigasi

2 abib Hasnan op.cit., him. 573
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:udak semua tmdakan yanu‘ bex"Sffatir “g 1akukan ‘:)1'3]1 anis 31 t"’foris“

Teronsme txdak saja merupakan tmdakan kekerasan tam ;uga tmdakan o .'

krumneﬂ Apavun pembendran mora] atau pohnk yang d:kemukakan namun_ e

semua benmk kegiatan terons seiaiu mehbatkan tmdakan kmmma} sepern
) -'_membunuh menyerang menyandera memba:ak membakar, sabotase dan
't_:_ndakan-tmdak_an lain yang keji. S_e_i_n__ua_nya ity merupakan tindakan yang
diancam de_nga.n .hukum_au penjara.. Sifat kriminal dari operasi-operasi teroris
'membedaka;mya daﬁ operasi-operasi gerilya dan insurjensi yang dipandang
sef;a_ga_i aksi muliter, kendati tidak diakui sebagi perang konvensional
Tin@ak_an teroris tidak dapat dibenarkan™
Satu cirt lainnya dari operasi terorisme lalah sifatnya vang tertutup/
rahasia. Justru karena hakikat kekerasan dan kriminalitasnya, maka teroris
selaly bekerja di bawah tanah wntuk menghindari deteksi. Ini berarti bahwa
operasi antl teroris juga harus merupakan operasi intelijen atau rahasia untuk
mengetabul siapa-siapa saja anggotanya dan di mana kemungkinan mereka
akan beraksi. Keterampilan tinggi yang dimiliki oleh banyak organisasi teroris
sekarang ini untuk menghindari deteksi, telah menjadikan penyelidikan

kegiatan kontra teroris menjadi sangat sulit.

Setairdart pads - iceleerasan;  kyiminat, da keralwsizan, wrorisme padd
hakikatnya nonkombatan. Hakikat ini membedakannya dari bentuk perang/

konflik intensitas rendah (fow inrensity conflic) dan bentuk perang tidak

B ibidd, blm 576
k1)) .
ot




teratur/ irregular lainnya yéng melibatkan angkatan perang. Terorisme tidak
mempunyai misi militer, tidak membedakan sasaran-sasaran militer dan sipil,
o fpés_l};ipﬁnj.aadia ml}_uznn&a#ﬁéﬁiﬁh sasa_raﬁ sx_qﬁkombat_an?’l. .. |
- Tldakmudah ine:znbédaik;i_x.;_ élcsi k@iﬁbatan -de_n_gan alsi - nonkombatan,
Oﬁ_yek noﬁkémbatan dapat menjadi sasaran dari kesatuan gerilya bahkan juga
angkatan perang. Sebaliknya obyek kombatan dapat merupakan sasaran
ketompok teroris. Namun kelompok teroris pada umunya tidak mempunyai
ﬂjum-tujuw militer. Sasaran kelompok teroris yang ada dipilih justru untuk
memperluzs dan mempercekam rasa atau suasana teror atau ketakutan™,
Operasi teroris juga refatif murah, Meskipun kadang-kadang ada juga
operasi teroris yang rumit, menggunakan peralatan teknologi canggih, dan
karena itu menjadi mahal, namun ia tetap jauh lebih murah dibandingkan
dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melatih, memelihara dan
melengkapi kekuatan militer konvensional dan modern. Seorang part time
teroris dapat melakukan peledakan bom dengan biaya hanya beberapa dolar.
Bahkan pada peledakan bom yang sangat sophisticated (sampat sekarang),
vaitu sabotase pesawat PAN-AM 103 Lockerbie Skotlandia pada tahun 1988,

menurnt perhitungan fidak lebih dari sekitar SUS 250.000. Faktor biaya murah

ini menjadikan terorisme suaty alternatif yang memiliki daya tarik bagi pihak-

pihak yang tidak memiliki sumber Kéuangan atdu bahKan negard-ncgdra

uantuk menggunakannya sebagai cara yang murali bagi tujuan politiknya.

iocir,
'7 .
¥ Joc.it.
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Em terpeutmg:, dazl 015'&1118331 tuons taiah bahwa tetonsme hampxr s;ialu

dllaiaukan d‘xlam Lelompok—kelompok Jarang ak31 teror d}iakukan hanya

.' -'_:3"seoran;, mdwzdu van;: ndak terﬂabung dalam suatu keiompok helompok- :

Sk _ke}mnpok tuonsmc memberidkukdn pemturan-peratumn kems bdﬁl anggota— i

: 'auugotanya Bm anggota temns menjadl angg,ota dan suatu kelompok

B .mex upakan keban&,gaan Bahkan 1dakalanya keanggotaan itu febih memotivasi

-_scs_eor_ang 'mei_ak‘ukan_ tindakan tero_rzs daripada fujuan politik organisasi.

; Kelbmpok-keiqmpok sel_é}u kecil, atau merupakan suatu kesatuan operasional
kecil dari sﬁam organisasi yang lebih besar. Alasannya ialah bahwa semakin
__'b__esarlsatuml operasional itu, semakin sulit memelihara disiplin anggota dan
.sgm_akin mudah disusupi dori luar untuk melumpuhkan anggota-anggotanya.
Ciri lainnya dari organisasi teroris bahwa ia tidak disusun berdasarkan
loyalitas kepada negara-negara. melainkan berdasarkan kesediaan untuk
melakukan teror demi mengapai fujuan-tujean politik™,

Kelompok teroris tidak dibentuk dan dikendalikan oleh negara, melainkan
muncul dari bawzh masyarakat, tetapi mereka memerlukan bantuan eksternal.
Organisaisaoz"ganisasi teroris tidak mungkin melakukan operasi secara

berlanjut dalam lingkungan vang memusuhi mereka. Mereka memeriukan

pangkalan-pangkalan operasi yang relatit aman, keleluasaan bergerak, tempat-

N

TEPAC PersembD Iy N Vang ™ atnan - (sare - hovensy, enarg - dan surmber
rekruitmen baru. Dalam banyak kasus, keperluan-keperluan itu dipenuli oleh

bantuan dari suatu segmen masyarakat umum, baik di dalam maupun di luar

3 ibid, Wm. 577




: __ ;_jpemnnpnmya berempan dmgm kega}auan perasaanya, atau menentzmg

B sarwat 6\6!15181 bam Felwwsuwmz hzcmp dan operas; kelompok terons
. Bantuan dan Iuax uma datang dari negara—neg:,ma yang bersnnpan den;_,an
: _atau -meﬁveﬁum tlUUﬂll*tll_}L’iﬁH_ poht:k orzzamaSI terons. Beberapa negara,
[ terutdma dalam Peramz Dmgm dldngaap oleh kubu barat sebaszal pembantu
'.itetap, b‘lhkan Jug,,a ada sebagm sponsor dari keiompok kelompok tereris,
' s_epem_ -.L_sb_y_a,_ Syria, Iran, Yemen Selatan, Korea Utara dan Kuba. Libya
i.x_}'is_ah;ya'_ ndak sa)a ditudub membantu organisasi-organisasi teroris Arab
:c_ia_'ll.azﬁ perjuangan mereka terhadap Isracl, tetapi juga menbantu organisasi
t¢_roris IRA dari Irfandia Utara, bankan juga kelompok ekstrim dari organisasi
Moro d Filipina Selatan, kelompok-kelompok gerilya Islam di perbatasan
I\daiay_sia—'l’hai!and, dan scbagaizl},f&35.
Dari segi para pelaku terorisme, jusntikasinya didasarkan atas.
a. Segala cara dibenarkan demi pencapaian tujuan transedental;
b. Kekerasan eksirim  dianggap bersifat katarsis, memberi rahmat,

regeneratif;

_ '::negeu ang bersnnpan dengan tu;uan pohuknya atau dengan para

_'_.pemenntah 'vang merupakan sasaran dan orgmnsw teror:s Hu Bantuaﬁ

o .'=bd;k vdng dlben secara iangsung maupun txdak 1dng5ung adalah L

o , : . -
crPelalonraetetaidesnaksinyadatarmkontels - sejaraly; -divana aksi-itu

merupakan elemen dari sejarah itu sendiri;

e, .
* focit,




d. D_ijei_askan daf_i perspak_tif moral kes¢timpalan ‘mata ganti maia’, ‘gigi
gantl gigl’; dan |

e - Aksi _teg*;o_f _di_pan_d_ang sebagai ‘_k__eja_hatan kecil” dibandingkan dengan

| - ancaman musuhyangmerupakan ‘kejaﬁat_ﬁn agung“ o o |
_ Saiah sam ._-:b._en_ti.ii.( “i%ei.{_er.asz.in. politik yang sering menggunakan terorisme
: ._iaiah perang gerilya, sehingga sering diidentikkan dengan terorisme, Padahal
keduanya saling bcrbeda. Perang gerilya adalah perang (antar negara) yang
-d.il.akukan oleh pihak vang lemah terhadap pihak vang melakukan agresi.
Istilah inilah yang berarti ”ﬁcrang kecil”, pertama kali digunakan oleh pejuang
Spanyoi pada tabon 1810 melawan tentara Napoleon. Perang gerilya biasanya
.dilaktﬂian dalam kerangka strategi yang lebih besar untuk membantu tentara
reguler. Tetapi ia juga dapat berdiri sendin, terutama jika tentara reguler telah
hancur, untuk meneruskan perlawanan. Berbeda dari terorisme vyang
sasarannya ialah nonkombatan, sasaran utama perang gerilya adalah unsur-
un;sur kombatan, yaitu kekuatan militer musuh. Tetapi gerilya juga
menghantam sasaran-sasaran nonkombatan, untuk mengacau ke lambung atau

daerah belakang musuh guna memecah kekuatannya®’.

Perang gerilya walaupun menggunakan kekerasan tujuasnya berbeda.

Tojuan para gerilyawan yaitu mendirikan kekuatan militer yang semula

dengan Kekuatan yang xCCl, untuk dijadikan Kekuatan yang pesar guna
membebaskan suatu daerah, untuk mendirikan pemerintahan dalam daerah

vang dibebaskan tersebut dan secara bertahap mengambil abh kekuasan.

fd loc.it.
3 Habib, Hasnan op.cit., him. 578




'Perang géﬁlya dilakukan di pedalaman _k_are_né _'sangat tid_ak mungkin
B _ melakukannya di daerah pericotwl Hal semacain ni pemah dﬂakukan_
" -'_'_"i--lndonesm d1 bawah pnnpman Jenderal Sudlrman pada masa i\emerdekaan di

_— ;"-.pedd dmau Yoafva}carta Pdra geniydwan bxasanva merdsa bangga d@ngcm :

. 'predrkfzt tersebut Lar ena membenkan gambaran yang posmf sedangkan terons
bjasanya dlkonoiamkan den;_.,an predikat yang negatif. Sangat jarang para
- teroris me_ny:butk_an_dumya_ scbagai _terons’ .
Teror zidaiah suatt cara yang sering digunakan dalam perang gerilya,
Biasanya jika perang telah berlangsung lama, dan pihak agresor semakin
) ganas karvena tidak berhasil mematabkan perlawanan gerilya. Namun, sasaran
‘ufama gerilya tetap kombatan musub. Perang genilya dan gerilyawan diakui
dalam konvensi Jenewa mengenal “ketentuan-ketentuan perang” (Articles of
War), asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian perang gerilya
tidak masuk dalam kategori kel:erasan sipil/ politik. Dalam kekerasan sipil/
politik, adak;alanya kelompok-kelompok teroris bergabung dengan pasukan
atau melakukan gerilya. Ini biasanya terjadi dalam suatu pemberontakan atau
revolusi yang berlanjut menjadi perang saudara, Kedua pihak (pemeriniah dan
pihak disiden) melakukan taktik gerilya dan antigerilya. Tetapi melakukan

taktik gerilya tidak merubah hakikat dari terorisme sebagai kekerasan sipil/

Bt il
politk™

Almov.a@:to, Sulgjo, ep.cii, him. 332
% Habib, Hasnan op.cit., him, 379

r
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B Perkem.bangan T eronsmc dan Hambatan?enangannva. . e

i Perkembangan"l‘eronsme Duma s

Teronsme mtemasmnal adalah bemuk kekerasan ipohnk Vang mehbatkan :

dn uaty. negam a Jugd_ ddpdt d:artﬂ(an sebag?al.

atau wilayah ],ebxh_' ¢

"_'_tmdakan-kekerasan yang dﬂakukan d1 iuar ketemuan d1p10m331 mtemasxonal
--_j-_dan pe: ané, Sebagaj sasaran d]p]hh benda Indup atu man mlsahwa chplomat

| __'"ipejabat pe o gusaha besar pesawai terbang, dan sebagamya dea.kan teror itu

8 -:' dnn0t1v31 oleh kemgmdn mempengdrulu dan mendapatkan perhatlan
s _ masyar&kat dtmla terhadap asplras‘l ymw diperjuzmgkan

lexonsme mtemasronal pada umumnva dﬂ\utuk oI h dunia 113teﬁa51011a1

5 'Namun usaha mengatasuwa udak efektxf Ia bahkan merupa}\an masalah

:tursendm vam_ rumlt kdrena ttdac add Icesdmaan pandangan mengenai

' penanganan iakt_oi_'-taktor_ penyebab  vang sesungguhnya. Terorisme

_mt_emastqnal_ hanyé zejala dari faktor yang berakar jauh lebih dalam. Dalam

: -"I.}ub."utnga'_x_) ini _--ﬂﬁS&hl}fﬁ, perjuangan  rakyat  Palestina memperoleh hak

::.ﬁelne.nu.ﬂgan.dir.i.n?a sendirt dengan mendirikan negara Palestina yang tidak

mendapat dukungan dari Israel dan negara-negara barat lain pada umunya,
tetapi mendapat dukungan dari bagian terbesar negara berkemban o'l

Masalah terorisme internasional tidak dapat dipecahkan hanya melalui

hikum. Ta Tebii merupakan masalah politik.” Glehi Karena i, akan sclalu ada

pihak-pihak fain yang membantv, baik berdasarkan rasa solidaritas dengan

tujuan  perjuangan itu, khususnya dalam rangka perjuangan menuntuf

W toe ir,
W fae it




'_kemurd&k&an mwptm icirma mungkm sesual dengan atau mengxmumgisan

_bam kcpenmwan pahak-plhak ity awdm

"_:I‘erorlsme bukan monopoix ddl! btldtu pdrlcu pohtlk atdu 1deolog,1
S :sép#ﬁj&ng sejardh le‘ié, te}ah terjadi terorlsme te]&h dﬂdkukzm oieh golong,cm e
"Ieksnnn km dan eLsmm k‘m‘m dan Juga oieh golongan agama da.n mereka
yan_g -fanank. Banyak tcronsme .dl_l_aku};an_ ol_eh golongan kiri dan ada b_anyak
;l\eiomuok goiong:an kanan yang besat d; amenka Tengah, Turki, I‘{aha dan
:_ Jerman Barat Ada kelompok terons yang dapat dimasukkan ke dalam
kelompok naszonahs -sgparatis termasuk dldd amnya orang Irlandia Utara
' '__(IRA), B_a_squg Palestina, Armenia, dan berbagai kelompok lainnya yang jauh
b .I_{-:bi'h _efekti_f dan berlangsung lama dibandingkan dengan kelompok-kelompok
‘teforis lainnya. Kelompok ini tidak termasuk kelompok kiri maupun kanan.
Kelompok—k.elompok terorig ini biasanya adalah para nasionalis dan wmumnya
adalah penganut agama yang kuat® Kelompok terorisme dari luar negeri

antara lain
a. Golongan revolusioner ekstrimn kiri seperti Brigade Merah, Trotoakis,

dan Neo Anarkis.

b. Golongan emis atan separatis Nasionalis seperti Tuorkish People

Liberation Army (TPLA) dan Front Liberation Dequebec (FLD).

¢ Golongan UThra Kanail - Seperti Nes Facist Tralia dan Weo ™ Wazi ~dard

Belgia dan Australia.”’

2 Joc.it,
* Atmowasite, Sutejo, foc. i
* Mayjend Pol.(Purny Drs. Daan Sabadan dan Jend. Pol (Pum) Drs. Kunarto, loc.ir, him. 319




‘Menurut skala aksi dan organisasinya, kita masih dapat membedakan
antara terorisine nasional di satu pihak dan internasional di lain pihak®,

' Tabel1

i ~Terorisme:ntra-nasional | Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial

negara tertentyu

Terorisme h_t_temasionai I. drarahkan kepada orang-orang asing dan asset-
aset asing;

2. diorganisasikan  oleh  pemerintah atau
organisasi yang lebih dari suatu negara;

3. bertujuan  untuk - mempengaruhi  kebijakan-

kebijakan pemerintah asing

Terorisme Transnasional | Jaringan global yang mempersiapkan revolusi

global untuk tatanan dunia baru (bagian dan

terorisme internasional yang menjadi radikal)

Jumlah serangan teroris internasional per Kawasan (1995-2000).%

Table2
No Kawasan Nama Kelompok Karakter Kelompok
1 Afrika _ Armed Islamic (Jroups Religius
2. Al- Gama'a Al-Islamiyya Religius
3. Army for the Liberation of Rwanda Emonasionalisime

4 Hardiman, F Budi Dr.et.al, op. cit., him. 7
* parerrns Of Global Terrorism 2000 {The Office for Counter Terorism, U.S Departement OF
State)
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Religius

People Ag..z't..i:ﬁst _Gaﬁgsteﬁmn and Drugs
15 1Asia ~ JAum supreme Truth Religius
g 6. - Harakg; I_L.:i-_M::._::j_.e_.x_iéid._i;l“ _ﬁ-ﬁéﬁggﬁs
8. : Lii)erﬁtipn Tigers of Tamil elam Etnéna.s.li_cnalisme
19, Aldex Bancéyao Brigade deologi
10, Jaish-e-Mohammed R'eligi us
i 1.. Laskhar-¢- Tayyiba' Religius
12. New People Army Ideologi
| 13 Revolutionary United Front Ideologi
14 Euroasia islamic Movement of Uzbekistan Religius
15 JAmerika latin - |[National Liberation Army-Columbia Etnonasionalisime
Revolutionary Armed Forces of
16. tdeologi
Columbia
17. Sendero Luminoso Ideologi
18. Tupac Amaru Revolutionary movement ideclogi
19, Autodefensas Unindas de Columbia Etnonasionalisime
20.{Eropa Barat Basque Faﬁ}erland and Liberty Ideologi
21 Revolutionary Organization 17-11 Ideologi
22 Revolutionary People Struggle fdeologi
23, Irish Republican Army Religius
24, Continuity IRA Religius




AT

Real IRA

Religius
e '_ F‘i_rs_t' of Qéﬁober Antifacist Resisianc_e_. ._ - _l
- fr i .~ Ideologi
 hesvomesfr | R ||

Orange Vohmf_éef R’%lsigiu.s

2. Red Hand Defender Reﬁ_gius

: 30.,. Revolution_a_zy chple‘s Libgration Party ideclogi

| 31./Timur Tengah |Abu Nidal Qrga_nization : Reﬁgius

32, | | Abu Sayyaf Group .Reh'gius

s, HAMAS Religius

34. Hizbullah Religius

35, Al-Jihad Religius

36. Kach and Kahane Chat Religius

37. Kurdistan Worker's Party Religius

38, Mujahidin-e-Khalg Religius

39, The Palestine Islamic Jihad Religius

40, Palestine Liberation Front Religius
Popular From.for The Liberation of

41. Religius

Palesting
42. PFLP -General Comman Religius
43, Al-Qaeda Religius
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i

.Tragedi 11 September 2001 vang lebih dikenal dengan black sepiember

-. mempakan titik tolak kesadaran bangsa bangsa di duma ~akan hadirnya
-'_-'kamba]: tmdak Rejahatan di bidang terorisme, mte:rnas;onai yang
3'- menglwlcurkan g,eduﬁg [’ wm Tower.. { Worid 7 rade Lemer) dan kantox
:  Departemen Pertahanan Pentag,on dr Washmgton Para teroris menggunakan
-pesawat komersil America Airline dan United Airline. Ribuan orang menjadi
~korban, baik yang meninggal akibat reruntohan gedung teresbut maupun yang
.h.iiang, belum lagi kerugian materiil yang tidak terhitung berikut terganggunya
segala sendi dan aspek kehidupan di Amerika saat it. Presiden Amerika
Serikat, George W Bush- sesaat setelah itu berbicara di depan publik Amerika

23

dengan menyatakan .. September 11 attacks were not just artacks against

America but against the civilized nations of the world and humanity...”

o4

Selanjutnya menurut Bush dalam pernyataannya menyatakan ... if anyone

slew a person it would be anyone save a life, it would be as if he save the life

2

of he whole people.. ” . betapa tidak ini adalah salah satu bentuk kejahatan
terhadap kemausiaan (crimes against humanily) dimana hanya dalam
beberapa menit ribvan orang tak bersalal mati mengenaskan“.

Amerika Serikat vang menduga bahwa Osama Bin Laden sebagai ketua

jaringan terorisme internasional Al-qaeda menjadi tokoh kunci penyerangan

fii tetair-nienjadikannyy sebagai~prime-suspect {tersangka—utama); meskt
Osama menyangkal dengan tegas bahwa pihaknya melakukan penycrangan

tersebut. Afganistan dengan kekuatan Taliban menjadi sasaran perhatian

4 HWiariej, OS, Eddy, Terorisme dolem Perspeksif Hulnon Pidana, Mimbar Hukum, Fakultas
Fukum Universitas Gadjah Mada. 2003, Yogvakarta, him. 147,




o L) —

o ':'__Amex lka Sellk’it karena dianggjap memberl perlmdung,an ﬁszk kepada Osama
i  ; Bm Laden bahl\an Amerxka Senkat membenl\an ulmnatum da.n batas akinr

i :--::pada 19 september 7001 kepada Afgamstan untul\ menyerahl\an Osama Bm

::-:Ladcn tela.h melalcukan penyemngdn Imiitcr dengdn kekuatan ahmlsi barat

. :.:'bel sama~sama puia den;,an '1]131131 utara sebagal ke!\uatan oposan dan Taliban

:-..yanﬂ men,galﬂbatkan kejatuhan pemelmiahan Tal;ban kesemuanya ini untuk

mencapa] tujuan ai\hir yattu menyerah}\an Osama Bin Laden kepada Amerika

Senkat mesk:pun hmg,ga 1un1 tidak diketahui keberadaan Osamd Bm Laden

| i, . | |

_. Terorisme in_temasionald_apat_berkembang dan meluas karena bantuan dari

: pihak -ketiga',_ b_afk dari pihak resmi (pemerintahj Ihaupun tidak resmi

' (c)_l_gamsasi.-c)rganisasi, perorangan, kelompok simpatisan). Bantuan itu antara
- lain dapat berupa :

a.  Latihan, diberikan di tempat pihak yvang dibanti di negara pembantn atan
di negara ketiga;

b. Alat peralatan letal (senjata, bahan peledak, amunisi, dan sebagainya) dan
nonletal (perbekalan, alat, dan jasa angkutan, dokumen penting seperti
peta, inforamasi intelijen, dan sebagainya);

c. Propaganda, baik secara terbuka (membela aspirasi perjuangan, dan

sebagainya, maupun fertutup (ineldini organisasi-organisasi terselubung
/front organizaiions),
d. Disinformasi (menyebarbuaskan informasi palsu atau provokatif yang

mendiskreditkan fawan);




By
i o

e perimdungan atau suaka

Kemajuzm teknolog,l memtmé,kmkan berkembangnya terorisme ‘Tersedia

= dapat dﬂmm.urkan dengdn ruddl tdnga.n pddd saat akan mandamt atau sewaktu_

-}.sedan;: lepas iandas Prohfera:,l teknoiog nukhr memung:kmkan tlmbulnya
.-.ramr:smc nuklzr Meiuasnya peng YIHAAn reaktor nuklir yang menghas;i}can
.ﬁ pl_ﬁtonu_nn _da am jumiah cu_kup _be_sar, memperbesar peluang pencuriannya
.:ux.]_tuk melﬁbuat bahén. peledak dan senjata nuldir “perseorangan” , yang sudah
: tfdak terlatusulit lagi untuk dirancang dan dibuat kelompok teroris yang
;'berh_a_s_ii mencurt nuklir dan membuat senjata atau bahan peledak nuklir, akan
1'.1:1_.axn_pu melakukan pemerasan nuklir (nuclear blackmeail), Porak porandanya
bekas Uni Soviet dengan keadaan politik, ekonomi dan sosial yang semakin
kacau, sedangkan arsenal berbagai senjata nuklir yang praktis masih utuh,
merupakan sumber ancaman bagi penyelundupan/ penjualan/ pencurian
bahan-bahan dan senjaia-sénjata nuklir, termasuk “penjualan” teknologi
nuklir®”,

Teknologi mformatika dan transportasi mempermudah upaya memperoleh
publisitas dunia dan mempertinggi daya mobilitas internasional. Berbagai

kelompok teroris di berbagai bagian dunia akan dapat lebih mudah menjalin

kerjasarna, sepertt telah terbukn antara Unifed Ked Army of Japan dap
Popular for the Liberation of Palestine dalam terorisme di bandara Lod pada

tahun 1972, Juga terdapat kerjasama antara unsur-unsur fR4 dan £7TA, seria

* Habib, Hasnan op.cir., hal. 580
? loc.it.




@}tafa_.berbagai kelompok iéroris di Ameﬁka L_atin. Ke_xjasamé..;iﬁtemasional
. :ini__akan %ﬁég;j_ungkiman I_ceim;npoi{-}ceiompok kecil dengan suxhber daya dan
§ dmayangkecﬂpulaberoperas;ieblh efektif -ldé_jfip_ada.' Jikaoperam sendiri-
o, By il b ki b g Koo
dlgerakkamxya ﬁvb_iuéi six_:dhlm_ﬁ, s'.ﬁz.ituﬂ ger.a.l_czan.fér.oﬁé s.é_d:.in'i.a t.erha&ap suatu
negaraf : k_e}o_mpok negara atas . dasar .perbed.aan ideologi, poIi_{ik, atau
'eko_no.l_niso. . |
.Perkembangan baru dalam terorisme yaifu komersialisasi yang terkenal
dengan “Narco-Terrorism”. Ini berasal dari “The Golden Triangle”, penghasil
opium terbesar terdini davi Myanmar, Thailand, dan Laos, tetapi yang
kemudian disusul oleh negara-negara Amerika Selatan Pada tahun 1980-an,
terutama Kolﬁmbia dan Peru dimana perkebunan buah coklat ditanami kolain.
narco-terorism ini telah diparktekkan juga oleh kelompok- kelompok teroris
sayap kanan dan kiri di Turki, berbagai kelompok teroris di Filipina, para
gerityawan Tamil di Srilangka, berbagai kelompok teroris di Eropa dan Asia,
dan orang-orang pelarian dari Cuba. Para pelaku Narco-Terorisme dibayar
oleh para penanam kokain dari mana narkotik dibuat untuk menjaga para

penanam dari sergapan pemerintah dan kelompok teroris ini juga dibayar oleh

para pimpinan distributor narkotik ke negara-negara konsumen utama. Biaya

perbayaran i Semakiy ingg Karena hars "menggunakan peralatan ™ yang
canggih dan dengan operast yang sangat rapt. Para narco terorism itu sendin

sangat disiplin dalam melarang para anggotanya untuk menggunakan narkotik

® tac.r.
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. d‘m pelanggar te:h’:d*tp ketentum ni beram si pcianggaz akau kehﬂangml
'. 'nyawanya

Narcd~ier0rlsm d’lpdt bertu_]uml polmk tetapn _]nga dapdt bertu_]uan

: Lomersmi Dl beberapa ne;.,,ara Amerxkd Latm hubung,an SlmbIOtﬁ( antara.
i '.":“:kg,lompok‘keiompok texons dan dmg :raﬁuker sudah mencapa.l tmgkat
.'_demlklan hebat dan }uasnya sehingga telah menjadl masalah tersendini.

_ -EIIxoneksnas terensme denagn narkoba tidak saja mempersuht taksonomi arti
'teronsme tetapz juga menghambat pemberantasan terorisme dan narkotika™.
| 'Beberapa kemungkinan perkembangan terorisme di masa depan adalah ;

1 _Te_re_r_i_sme menjadi perang pengganti (surrogate warfare). Seperti telah
:d__ije_laskan terdahulu, terorisme adalah perang politik yang menggunakan
tuj.uannya, meskipun pada tingkat jauh lebih rendah daripada perang
konvensional moder, baik umum maupun terbatas (meskipun tidak terlalu
mungkin), termasuk di dalamnya perang gerilya, Bentuk kedua ini, kendati
jauh lebih sedikit memerlukan sumber daya dibanding perang
konvensional modern, namun masih tetap berat bagi negara karena itu,
terorisme. internasional merupakan alternatif ketiga. la bukan perang
konvensional, bukan pula perang kecil. fa adalah perang politik, perang

pengganti, yaitu pengganti perang, yang tidak memerlukan banyak sarana

= | L] -1
el LU Ud Y a,
2. Munculnya teorisme gabungan, Berbagai kelompok teroris di dunia

memperlihatkan kesamaan ideologi dan flatform perjuangan. Keadaan ini

1 Atmowasito, Suiejo op.cif, him. 332
%2 Habib, Hasnan op.cir., him. 530




- memungkinkan tcrjalin_nya kerjasama dan operasi bersama, yang beberapa

~ kali memang sudah terjadz beberapa kali;

. _:-Memn,:,katnya daya penghancur terorasme Daya penghancur dan dampak

— teronsme akan meumgkat udak saja karena kemajuan teknolocrl tetap1

- Jug:,a dengan semakin modemnya masyarakat Masyarakat modern rawan

Z.

| terhadap terorisme, karena daeralt perkotaan dengan lingkungannya yang

padat memmberikan banyak sasaran empuk. Kesibukan sehari-hari di kota-
kota besar relatif mudah dilumpuhkan melalui sabotase terhadap sistem
jaraingan listrik, jaringan komunikasi, atau dengan meracuni sumber
/persediaén air bersih. Udara dalam gedung bertingkat yang tertatup rapat
dapat diracun dengan bahan kimia dan biologik melalui sistem

ventilasinya;™

Perkembangan Terorisme di Indonesia

Perkembangan terorisme di Indonsia mulai mencuat ketika Tragedi Bom

Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang meledakkan Sary Club’s

dan Paddy’s Club dimana yang menjadi korban sebagian besar adalah para

turis  mancanegara yang pada saat itu berada disana. Ledakan itu

melulublantahkan kedua bangunan tersebut dan beberapa bangunan di

dekatmya dan kendaraan yang ada disekitarnya, Sedikiinya 200 orang

meninggal akibat ledakan tersebut dan beberapa orang luka-luka,

3 foe. i,




Ker ug,aara mateual yang, besaa dan unmatel 1a1 y'mg tak terhitung membuat

i | 3.'bangsa kxta teisadar akan adanya ancaman bam yaﬂg dmamakan ieronsme
ﬁ_'Pemermtah yang sebelunmya menaang:,gap bahwa terorssme 1tu t1dak pemah :

':'_'ada padahai AS telah mempenng,atkan hai tersebut aklumya tersadar bahwa o
' '_":'krta memerlukan suatu pemu:,!\at atau alat y‘mg, dqpat menceg,ah tea Jadmya.
::I_undakan terormne se!anjumya dan segera dapat menangkap para pelakunya

. _ dan memprosesnva melalui Jalur hui{um

Sebagal reaksi dan antisipasinya, aklnmya pemerintahh dalam hal in
mengeluarkan PERPU No.1/2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme, mulai berlaku sejak tangpa 18 Oktober 2002 dan PERPU

- No.2/2002 tentang Pemberlakuan PERPU No.1/2002 pada peristiwa

Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. PERPU No.1/2002
kemudian menjadi UU No.15/2003 tentang penctapan PERPU No.1/2002
_inenjadi Undang-undang sejak 4 April 2003. sedangkan PERPU No.2/2002
tentang Pemberlakuan PERPU No.1/2002 ditolak berlakunya oleh Mahkamah
Konstitusi melalui mekanisme uji materiil.

Beberapa han sefelah itn pemerintah mulai mengadakan penyelidikan
dengan dibaﬁtu oleh beberapa Kepolisian sing antara lain Kepohsian

Australia, Jepang, Jerman, Selandia Baru dan lain-lain. Untt-unit pertahanan

dan-keamananipon ke dningkakar gitalc e dan - iegeiar - pard
pelakunya. Penvelidikan dimulai dengan memeriksa serpiban-serpihan bom
dan serpihan akibat ledakan serta menanyakan beberapa saksi yang ada pada

saat itu yang masib hidup.
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Atas kejelian dari Polri dan Kepolisian asing, mulai kelihatan titik terang

darj pe]edakan tersebut Bebempa orang yang menjadi tersangka dikejar dan

o __ldltang,kap dan datanyakan mengenm keterhbatan mereka. Penvehdlkan

- dunulal ddn adanva serplhan mobll L 300 untuk dlpenksa nomor mesm dan '

-'.:rangkanya Teta;n temy'xta oleh mer eka nomor-nomor tersebut tehh dﬁmpus
_O_!g&h Kepolisian Jepang, kemudian dibantu dengas; pencarian nomor sasisnya.
Kgmudian diketahui siapa pemilik pertama dari mobil tersebut untuk
kemudian ditelusuri siapa pemiiik berikumya. Ternyata mobil tersebut telah
berpindah tangan, dan sampai peledakan sudah sampai orang ke-10 dan
bahkan beberpa diantara mereka orang ke-3 atau ke-4 sudah meninggal. Tapi
berkat kerja keras dan melalui penyelidikan ilimiah (scientific investigation)
dan bukan rckayasa, maka ditemukan orang orang yang diduga terlibat dalam
peledakan bom ¢ Bali sehingga kasus tersebut.dapat terungkap.

Mereka ini adalah orang-orang yang sudah terlatih dalam perencanaan
sampal pasca peledakan. Beberapa diantara mereka, ada juga oknum TNI
disertir yang ahli dalam peledakan bom. Beberapa diantara mereka diduga
sebagi anggata Kelompok Jamaah Islamiyah (KJI) yang terhubung dengan
Jaringan Al-Qaeda untuk dacrah Asia Tenggara dan sekitarnya. Dalam hal ini

Abu Bakar Baa’asyir yang juga kepala Pondok Pesantren Ngruki di Solo

diduga -~ tertibatkarena tajuga adalah pimpinar gt Kelompok jaima
slamiyah (KJ1).
Banyalk terjadi muasalah penaganan terorisme di Bali akibat ini

- bersinggungan dengan hal yang sensitif yaitu agama. Pro kontra pun mewarnai
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nnsa’!ah terorisme ini. Pemerimah diharapkan bekerja lebih profesional dalam

- 'memalankan tuﬂfasnya dengan tetap meng,edepankan asas praduga tak bersalah

S *mengunfrkan semua alctwltas teronsme dl Indonesm

EIREEr dan d}harapkan pams;pasx masvara}(at untuk dapat membantu masyarakat

Menurut catatan Poln ada baberapa aksx teronsme yang tez]adl di berbaosn

. :_zia_erah di i_nd_on_ema_ seb_ei_um dan sesudah peristiwa Bom Bali berdasarkan data

dé_ri Narionai Central Bureau (NCB) yaitu :

- Tabel 3

Results of The Operation-Arrested Suspects ;>

No E Cases Arrested | Fugitive | Punished
1. E Istiglat Mosque, April 1999 6 - 6
2. i Philip Ambassador Reed, | August 2600 1 - 1
3. i Malaysian Ambassador Recd, 27 August 6 - 6
| 2000 |
4. | Jakarta Stock Exchange, 13 Sept 2000 5 - 6
5. Christmas Bombing in Jakarta, Des 2000 i 6 -
6. | Christmas Bombing in Batain, Des 2600 3 I 3
7. i Christmas Bombing in Medan, Des 2000 4 4 4
8. | Christmas Bombing in Pekan Baru, Des 3 2 3
U0
9. | Christmas Bombing in Bandung, West 5 i 3

Java Des 2000

l
i
H
i

** Idonesia National Police Report, Jakarta, 2003
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Chx istmas. Bembmg in Mo_;o}«.erto West . 6 '_ : 1 :
. _IJavd Dea 7000 | | | S y _ |
1 ot Chnstmas Bombmg m Matarmn—NTB i 4 2 : 4 '
' :.' .: :TMII(Indoncsmnf Mmmtur Grd) 19 Jan 2 - '2.
B P
- 13 _:: Cisf_ad_augi{qi_i@;ay;__rf_ Mer’gh 2001 1 - 1
14, Stipi Fly Over , 11 June 2001 1 v |
15, | Atrids Plaza, 1 August 2001 4 I i
| 16. | Santa Anna Church & HKBP, August{ 4 | 4
lzo01 '
| 17. i Photo Studio Bulungan, 1 Jan 2002 2{1 kilied) - i
18. | Graha Cijantung, 1 Jan 2002 6 1 6
19. | Teluk Betung Street, 23 Sept 2002 3(1 killed) 2 &
20. | KFC, Manado, Oct 2002 1 i )
21 j Bali Bombing: Sari Club, Paddy’s, 35 6 23
i
| Renon, 12 Okiober 2002
22. | Mc. Donald & Motor Dealer, Ujung 11 3 10
Pandang, 5 Des 2002
23T PolicE Fead Quarers, 3 Tee 2005 | - -
24, 1 Mayor Office, Medan, 31 March 2003 12 6 -
25, | Pertamina Gas Pipe, 1 April 2003 12 6 -
26. | Wahid Hasyim St. Near UN Buliding, 24 - - -
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. Aprd 2003 . |
.| Cengkareng _Airpé_xft._ Near UN Building, 2 - -
1o o |
28, | Paament Buiding. 14 1012008 |- |- |-

9. | JW. Marriot Hotel, Jakarta 5 August 2003 | 10Gkilled) | - | -

Total ‘ 137 50 05

Selain itu kembali juga terjadi peledakan di hotel J W Marriot dan di
depan Kedubes Australia. Keduanya juga terjadi di Jakarta. Juga terjadi di

depan kedubes Indonesia di Paris. Untuk terakhir ini tidak diketahui dengan

- jelas apakah ada keterkaitan dengan peledakan-peledakan bom di Indonesia

sebelumnya.

3. Berapa Hambatan Dalam Penanganan Terorisme
3.a. Wilayah Remang Remang

Suatu wilayah remang-remang (grey area) lainnya adalah pembedaan
terorisme domestik dan terorisme internasional. Organisasi-organisast modemn
sekarang ini pada umunya telah meluaskan operasinya keluar batas-batas

wilayah negara yang merupakan sasarannya. Oleh karena itu usaha-usaha

peranggiianganiyatiduk Tagicukupdengan - hanya usang-usaiiadonmestk:
Diperlukan juga kerjasama internasional vang erat baik yang bersifat bilateral
regional, maupun internasional. Contohnya adalah Kelompok Jamash

Islamiyah yang diduga mempunyai hubungan secara organisatoris dengan Al-




- 'g Qaeda sehmaga dalam penagannya diperlukan kcr_]asama mtemasmnal dalam

- '_ :penai,mlaxmya, bukan satu atau beberapa negara sa:a

3 Muitlsapltas Perspekt;f

Tu’danat banvak sckah pmspeknf mengenal tcror;sme Semra umum_

- ."dapat dlsebut Y g,a sudui pandan;», yang sahné, berbeda

A A. Dan pandangan 1akvat bamfak
o Perseps: mkvat banvak tentang terorisme dipengaruhi oleh faktor emosi
terhadap 'organisasi-organisasi ‘teroris, yaitu a) mengutuk  kelompok-
.- Lelompo}\ masyarakai atau negara-negara yang mereka senangi ; dan b)
be;s;mpa_n dengan_kelompok»kelompok yang tujuan politiknya mereka
| sefujui. Kecendrungan sikap beradasarkan afinitas pribadi, politik dan
ideologis demikian itulah yang telah menimbulkan ungkapan “one man's
ferorist is another may,’s freedom fighter”. Rakyat banyak juga sulit
memisahkan cara (kekerasan terorisme) dari tujuan perjuangan, sehingga
responnya sering keling™,
B. Perspektif dari teroris sendiri
Pandangan teroris sendiri merupakan gabungan pandangan pribadi (dari

anggota perseorangan), sckaligus pandangan kolektif (dari selurub

R

el oprpoley - Pandengan—pribadi--sanget - berbede-beda-antara--seerang

anggota dan anggota lainnya, tergantung daii situast dalam mana ia berada

dan psikologi masing-masing individu. Sikap teroris mudah dipengaruhi

3 Habib, Hasnan opeir., hlm, 583




s _'---:-:.Brian Jenluns seorang ahh trorlsme Vaztu

_'f_oleh ps1koiog1 keiompok i\elompok-}\elompok mem.embangkan dasi -

_me}mhkl “kepnbadtan nnsm;s znasm&, vang, sahng beibeda Menurui .

:bahwa se‘ﬂap kelompok terons

: '-_--mempunval kebmsaw«-kebmsamwa da,n _cara.beroperasmva sendm modus__-'___ e

i '_'_aperandmya' sendm IRA (The Irzsh Repubhcan Army) ndak meiakukan

: _pembajakan—pesawat-pesawat terbang atau penvanderaan Bngade Merala

o : -1taiia menvandera dan menembak sasaramwa (wartawan dan ain-lain) d1

: :kakmva Para ter cnsme Jerman Barat kehhatannva merupakan pérancaﬁg~
”pe_rancan_g yang teliti  (through - planner.sj). Psikologi  kelompok
_3_i'x¢i;éenj§3‘gka%x ‘tujuan _dan evolusi ~ dari oiganisasi-orgamsasi :teroris
masin_g—é;é;in_g, latar belakang para angg@tanya, dan keadaan politik dan
“s'c_)s;ial dari lingkungannya. Olel karena itu, untuk dapat mengetahui secara
mendaianj pandangan serta sikap teroris, periu dipelajari dan dianalisis
sejarah, politik, ekonomi dan . antropologi  kultural dari kelompok-
kelompok _téroris yang bersangkutan, di samping mengetahui pula
psikologi sosial, taktik-taktil, strategi-strategi dan teknologi-teknologi
yang tersedia bagi terorisme pada umunya.

. Pandangan Para Pakar/ imuwan dan Para Pemberantas Terorisme

Para pakar, seperti rakyat banyak, juga tidak kebal terhadap prasangka dan

Dias-bias politik vany ek mihki masingermsing Sebaln i mereka
juga dibebani oleh pandangan profesional (disiplin ilmu) mereka masing-
masing. Jika kurang hati-hati, perspektif-perspektif profesional (ilmu

pengetahuan, hukum pidana, diplomasi, militer dan sebaginya) dapat




 menghasilkan pemahaman sempit dari permasalahan menyeluruh dari

. terorisme™.

"_'.'fnsﬂcologi sosml sejarah ﬂmu pohtﬂc {termasxﬂc hublmgan mtemaswnal
L --_penve}eba:an konﬂﬂx dan ﬂmu perdamman), geograﬁ demograﬁ teknologz
) semata komumkas; elektronxka dan ﬂmu torenszk
'Perspcknf:_-para pemberantas, ymtu mereka yang secara operasional dan
| prof@sioﬁaiféﬂibat dalam usaha nemberantasan terorisme, juga sangaf berbeda
daﬂ beragam Pohnsz juru bicara pemerintah, para diplomat, pejabat-pejabat
'_lkeamanan umum pejabat-pejabat intelijen, para penunfut wmum, pejabat-
.pejabat peneg_ak hukum, dan perwira-perwiara militer, masing-masing
'mem_punyai ;;en_dekatan saling berbeda, kadang-kadang saling bertentangan.
| ‘Para politisi, diplomat, dan komunitas intelijen pada umumnya melihat
_.t.f;r_(_)risme_ dari sudut politik. Mereka lebih cenderung  memusatkan
pefﬁatiannya pada organisasi-organisasi teroris dan negara-negara yang
membantu ketimbang pada teoris dan tindakan teroris itu sendiri, oleh karena
negara dan  organisasi wmempunyai dampak jauh lebilh besar daripada

kepentingan nasional negara ketimbang individu-individu, Mereka selatu

”:'3:-'_Persz)ekt1f ﬂmmh sangat bera;,am karena sangat dmeng,aruhi oleh d151p1m~ o

yans_ bersangkutan antara 1am autropologl budaya, dgama |

harus mempertimbangkan apa akibat kebijakan/ tindakan vang mereka ambil
terhadap suawy peristiwa teroris, terhadap berbagai kepentingan nasional

negara sendiri, apakah berbagal opsi kebijakan yang tersedia akan benar-benar

58 Jerc it




: mencapa1 ha31 yang dzharapkan tanpa teria u banyak harus membayar blaya

- pohuk ekoxmmx maupun soszai gpolmcai ec(momrc social costs). Apabﬂa_

'__'_:_'mlsainva tmuannnguan pohnk sua’m orgamsam tercms menguntungkan.

'_-';'-::Ixepentmgan nasmna! sutru neggar& makd szkapf respons neg,ara it terhadap'_

| .tmdakan tcrons %amsasn yang bersangkutan dapat dlpasttkan a!\an hmak
o ;Sebahknya, sﬁgap_nya akan keras, jﬁga nndaka_n_ te_ror;s merugikan kepent_mgan_

o _nasmnalnva

Para pakar dan petuges hukum pidana mempunyai pandangan yang
berbeda—beda pula mengenai terorisme, Bagi mereka, fokus utama adalab pada
tindakan pada 'si pelaku dan organisasi pelaku yang bertanggungjwab,
 Kops_eku_ensiwkonsekuensi politik domistik dan luar negeri yang mungkin
timbul akibat proses penuntutan secara pidana para pelaku teroris, vang bagi
para politisi 51an diplomat merupakan faktor utama, adalah nomer dua. Apakah
suatu ;pelaku angpgota organisasi teroris berjuang untuk kemerdekaan bagi
seorang penegak hukum tidak penting. Yang penting ialah bahwa ia telah
melakukan tindak pidana.

Perwira militer dan pejabat-pejabat keamanan pada umunya memandang
terorisme sebagai suatu bentuk dari konflik intensitas rendah (fow-infensity

conflict), yang berada pada satu ujung spektrum konflik militer dan ujung

{ainmya ditempati—oleh —perang 1k~ Seorang anaiis militer mengarakan;
bahwa terorisme “semakin merupakan manifestasi dari perubahan hakikat
konflik bersenjata, atau bahkan sudah menjadi suatu bentuk baru dari perang

sebagai  akibat revolusi teknologi dan perubahan-perubahan  yang
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' _me_nye_rtainya dalam arena politik internasional”. Dengan melihat terorisme

sebagal bentuk perang, para profesional militer memusatkan perhatiannya

S _.;};id&;néga:a—negara dan kelompok-kelompok teroris dari segi strategi, dan

- para individu-individu serta tindakan teroris dari segi taktik. Jika diperhatikan

"pefistiwa-peristiwa terorisme  vyang  terjadi dalam perang Viemam, di

_' Afganistan, pemberontakan Tamil di Srilangka, dan pertempuran-pertempuran

~ berdarah antara pasukan pemerintab dan kaum gerilya di El Salvador, maka

kiranya pandangan bahwa terorisme telah menjadi salah satu bentuk perang,

memang dapat dipahami®’,

Perspektif Hukum Internasional dan Nasional
1. Hukum Pidana Internasional

Masalah terorisme sebenarnya sudah menjadi bagian sejarah vang sifatnya
inkonsistentif, artinya tidak pernah terjadi keseragaman ke arah yang baku dan
definitif. Menurut Prof. M. Cherif Bassioni bahwa sangat tidak mudah untuk
mengadakan suatu pengertian vang identik mengenai dapat diterima secara
universal dan yang kadang-kadang menimbulkan kesulitan untuk mengadakan
pengawasan atas makna terorisme itu. Terorisme memiliki kaitan antara delik

politik dan delik kekerasan, maka definisi terorisme adalah persoalan politik

dan Karena Tt adalal SubyekGf pandaiipannya . Hingpa Kini TiaKna terorisme
3

memiliki multi interpretatif, namun terdapat suaty makna vang diferensiil,

*" Habib, Hasnan opeit., him. 385
® Seno Adji, Indrivanto, DR, Perspektif Hukum Pidana terhacdap Masalah Terorisme, Gagasan
dan Pemikiran tentang Pembaharpan Hukum Nasional, him, 14




' '._pcncegahan terhadap perbuatan teror mx tetap men}adl perhanan ncgara~
| -"negara bmk; bersxfat nasmnal mtemas:onal maupun vaug berszfat regional

Untuk mencegah terjadmya teronsme itn sebvanamva se_;ak tahun 1937

"'.:."'j:telah ditetapkan snatu “( onvemmn for {he Prevennve and Pums“hmem of

-.Tem)mm- Pcrtama kqh I\onvcns] 1m mcncoba merumuskan terorisme
s_ébagai_ perbyiataaa_ atau tindak px_.dan_a yang d1tu3ukar_1 ke_pada negara ((;rimes

y _. :;;.gag'n,s.l;s'_Sra.t;z} _dan dimak_sudkan atan diperhitungkan untuk _m_epciptakan
.s.uatu keadaan negara dalam kcadaan teror dalam pikiran orang-orang tertentu
atau golongan ataupun publlik umum. Suasana konvensi ini adalah tuntutan

- negara-negara terhadap dekolonialisasi atas maraknya kemerdckaap negara-

' ﬁegara di dunia saat itu. Dari konvenst ini, terorisme masih dikategorikan

sebagal crimes against stete dan memiliki kehendak adanya suatu keadaaan

t.eror terhadap orang-orang, golongan atau publik wnum di dalam negara
tersebut.

Selanjutnya diadakan Luropean Convention on ithe Suppression of
Terrorism (ECST) di Eropa pada iaﬁgga] 27 Januari 1977, Tujuan konvensi
ini adalah menetapkan bahwa perbuatan terorisme ifu sebagai suatu crimes
against  humanity atau kejahatan terbadap kemanusiaan yang sifainya
internasional, nasional dan regional. lebih-lebih bila diarahkan kepada jiwa-

)

alrdvomanloly ofa bl
Jwvu u;unb _y{uxb Lu.n. HOPSEItY uuauf W , IS

Melalui konvensi ini, terorisme mengalami perluasan dari makna awal

vang sekedar sebagai crimes against state, tapi juga meliputi tindak pidana

 logit.
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yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan

B -individu goiongan dan masyarakat wnum berada dalam suasana atau keadaan

SRS :'teror Makna yanv tefak}nr 1miah yang dmamakan sebagm crimes agamsr

sy humamw daﬁ daiam konte]cs Hak ASdSl Manusm ini masuk dalam kategon

S MaﬂuSIa)

'. 'gross wofeme oj human righfb (peianﬁgaran berat terhadap Hak Asasi
60
: '_ Seo_rang ataﬁ golong:m maupun kelompolk individu yang memperjuangkan
"._pl.'in_sip pﬁﬁsip désar Hak Asasi Manusia yang demokratis sifatnya tidak
.berlaku prinsip ekstradisi atau asas non-ekstradibilitas, namun demikian
apabila prinsip perjuangan Hak Asasi Manusia ini dilakukan dengan
kategorisai sebagai acis of ferror, maka terhadapnya diberlakukan asas
 ckstradibilitas, artinya terhadap mereka itu dapat dikenakan aturan ekstradisi.
Tétapi implementasi inipun, menurut Prof Brian Jenkions, PhD, masih
bersifat subyektif. Subyektifitas ini akan nampak apabila makna freedom of
movement diartikulasikan bagi political interst negara yang bersanglutan®’.
Bagi pandangan hukum pidana - intermasional berlaku asas non-
ekstradibilitas dalam suatu perjanjian ekstradisi yang universal, artinya pada
umunya para pelaku yang terlibat delik politik tidak dapat diekstradisikan

kepada negara yang meminta. Namun demikian sesuai pasal 1 UCST

AArkmezen sl
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of terror tidak dapat dikategorikan sebagai delik politik dan karenanya tidak

dapat dilekukan ekstradisi. Terhadap para pelaku delik vang dikategorikan

W :
 Joo it
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memiliki motivasi politik, mz}ka asas predominan sangat mempengaruhi untuk
menéntnkmx berlakunya eksfradisi artinya svatu motivasi politik berlaku
: -'_-daiam melahxkan dehk tmdak p1dana bsasa t1dak akan menmgkatkan ataupusn
_-.-:nembenkdn c.ap seb&gai dehk poil*lic telhadap mana ada suatu laraﬁg,an untuk
mengadakan “suaty chstradlsl Lebih tegas Iag1, akan berlaku asas non-
ekstradibilitas terhadap siapapun yang terlibat delik politik, akan tetapi
~ siapapun yang melakukan delik-delik politik, yang dikategorikan sebagai acts
'Qf terror terhadapnya tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku delil politik

dan karenanya dapat dilakukan tindakan ekstradisi®®.

Menurut Edward M. Wise membedakan jenis tindak pidana internasional
ke dalam tiga kelompok dan salah satu di antaranya adalah terorisme.
Sementara tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme ini menurut Edward
M. Wise adalah hijacking, kejahatan terhadap orang-orang yang memperoleh
perlindungan internasional dan mengenai  Aostage convenion. Menurut
Dautricourt, memasnkkan terorisme sebagai salah satw bentuk infernational
crime. Dautricourt pun masih ragu apaksh terorisme dan Afjacking dapat
disebut sebagai delicta juris gentium {kejahatan terhadap masyarakat
is'itentasiozlai)63.

Menjawab keragnan dari Dautricourt perihal hifacking sebagai salah satu

Bertuk - terorisie - yang ierapakan T irrernativral - erimes,idak et dapat

dipisahkan dengan tiga konvensi internasional yang bertalian dengan Aijaking.

Pertama adalah konvensi Tokyo 14 September 1963 mengenai “Unflawfil!

S ne.ii.
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selzure .of'_Airc}'aﬁ " (perampokan pesawat udara). Konvensi ini menentukan
_ I\eiahaian ymw dziakukan daiam pesawat udara tetap: tidak menentukan kapan
e ada perampasan pesawat udara menurut hlﬁum mternasxonal Mengenm -

: rgmp us delmn dar! perampasaﬂ pesawat udma tergantung darz huks.un negara

E d1 m'ma pcsawat itu dldaftarkan atau hukum negara yang udaranya (mr space)
d}jewatl -a_iau__hu_kmn negara d_} mana pesawat ud_ara sedang inflight. Kedua
.'I%anez.ls'i Den Haag, 16 Desember 1970, mengenal “For Suppression of
Hijacking” (penanggulangan pembajakan udara). Salah satu poin penting
d.éiam konvensi int adalah menetapkan hijacking sebagai international crimes

- dengan yundiksi universal. Artinya, setiap negara anggota konvenst harus
mengambil  tindakan tegas tehadap pelaku Ajjacking vyang melakukan
kekerasan baik terhadap penumpang maupun awak pesawat, Ketiga, konvensi
Montreal, 23 September 1972, mengenai “fFor the Suppression of Unlawfiddl
Acts Against the Safety of Civil Aviation” (penanggulangan perbuatan non
hukum terhadap keamanan penerbangan sipil). Poin terpenting dari konvensi
ini adalah perluasan terhadap /nflight. Pada awalnya pengertian inflight adalah
saat para penumpang berada di dalam pesawat tetapi pengertiannya kemudian
diperluas tidak hanya inflight tetapi juga inservice. Artinya, sejak pesawat

udara disiapkan oleh awak derat untuk penerbangan tertentu®.

Terhadap para pelaian Aiackg, 1T Ritgers dalan Progicivif dergan
Judul convention of final law regarding aircraft menguswtkan dapat diadili

oleh Mahkamah Intemasional di Den Haag (Interntional Court of Justice)

n .
 Jogit,




: ._d_e_ngaﬁ dafsarjbaiiv#a_ hijacking adalah ;'}qzemaﬁb}éql crimes. Akan tetapi 'd_a}.am

'i‘éhlit& emp'in's' pérfi pelaku hifackinw saclama ini diadili poleh negara di mana

= pesawat tersebut dxdaﬁarkan atau di negara tempat kejadxan perkara (iocus

___l'd.ehcn) dtau dap&t jugd didd]]l oich Hegdld asai peidku o - REE
- Menurut Eddy O S }-haneJ ada tlg,a hal yang d}perhaukan dalam tragedl 11
-l_..Septembez ’7001 Periama peristiwa 11 September 2001 pada dasarnya adalah
. .."p_embaj_akml t_er_hadap pesawat udara (h_yackmg). Sebab bila dirunut, peristiwa
' '_.ter.sébut_ diinukai deﬁgan aksi perampasan pesawat oleh para teroris dengan
menggunakan kekerasan atau setidaknya ancaman kekerasan. Kemudian
';'.ae_s.awat_ dikuasal dan selanjutnya ditubrukkan kepada sasaran yang dituju.
'. Kédua_, hijacking kemudian berubah menjadi crimes against humanity setelah
péra pembajak melakukan gerakan bunuhb diri dengan menubrukkan pesawat
tersebut ke kawasan penduduk sipil dan menewaskan ribuan orang. Crimes
against humanity ini tidak dikategorikan sebagai terorisme namun sebagai
salah satn bentuk gross violence of human rights sebagaimana dimaksudkan
dalam Arficle 7 Rome Statule (Statuta Roma). Ketiga, negara yang berhak
mengadili para pelaku tersebut adalah Amerika dengan pertimbangan locus
defictinya di Amerika dan pesawat yang dibajek didaflarkan di Amenka.

Demikian pula halnya dengan crimes against humanity yang dilakukan oleh

pard - peribajal - msrapakan - komperensT Amerike umak nien gad i Sebsb
sefain focus deficti dan korban terbanya adalah warga negara Amerika,
Imternational Criminal Court (ICC) sebagai instrumen pendukung Statuta

Roma hanyalah bersifat pelengkap jika negara dimana terjadi gross violence




.::5:';-of human nghzs tzdak melakukan pengadﬂan yang sewajamya terhadap para _
S :: gpeiakuuya maka ICC akan meugulaug1 petxgadﬂan iersebui65 -
Peﬁha‘i ICC Oss:ar Soiera berkomentar bahwa dalam 10 tahun terakhzr ini,

-salah 'satu isu sentra! yang banyak dldlskusﬂcan adalah yundlkm ICC itu._

'”ﬁ_'_sendm Alasannya sederhana bahwa seorang:, yan;, meiakukan ke_;ahatan
mlemasmnai harus dlhukum daiam rang,ka pencgakan keamanan dan
o .pendamalan mtemasmnal Bmk IccC maupun pengddﬂan ndsmnal tempat
RS '_'terjad_mya kegahatan internasional berko;npeten. untuk mengadili para pelaku,

' 'Seh__ingg_é .tid_ak periu ada perselisihan peﬁha} mengadili.
o “_.Ol_eh ‘karena itu .yang | harus dilakukan oleh Amerika Serikat adalah
"-'.msﬁgét_ﬁiii ;pafa iersané,’ka yang diduga ke;as bekerja sama dengan para pelaku
hyackmg dan crmms. agafns! humanity yang semuanya tewas dalam tragedi
ter_sebut. .Sudah barang tentu para tersangka baik yang sudab tertangkap
m_éu_pun yang belum, diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sesuai

| dengan crimf;nai process yang berlaku secara universal.
Akan tetapi yang dilakukan oleh Amerika adalah melakukan serangan ke
Afeanistan pada tanggal 7 Oktober 2001 dengan dalih membasmi terorisme,
Amerika dan sekutu-sekutunya membenarkan fersebut kavena pemerintgh

Taliban tidak mau menyerahkan Osama Bin Laden, orang yang disangkakan

50

sebapai datany kgadian Ti-Seprember 2607
Natun ada sebagian negara lainnya berpendapat bahwa apa vang

dilakukan oleh Amerika adalah juga sebapat bentuk terorvisme. Karena

5 thid., him. 149
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. serangan tersebui adalah suatu bentuk kekerasan dengan tnjuan politik tertentu
seb_z_;gaimana yang diutarakan oleh _Ca_r! Von Clausewistz ba_hwa_perang adalah
pohﬁk dengan jalan kekerasan. Dalam hal mengadili negara sebagai pelaku

3tefbriéme, _ nﬁ:_npal_mya -tidak dapat dilakukan, s_eiain negara. mempunyai

kedaulatan -béﬁuh, perspékfif hukurﬁ pidaha pada daéamya mengenal asas
péﬁmiggurngjawabars pribadi®,
Serangan tersebut sulit dikategorikan sebagai infernational crime yang
berkaitan dengan terorisme. Sebab dengan dilancarkannya serangan wmiliter
tethadap Afganistan, maka mulai saat itu berlakulah hukem humaniter.
Kalaupun < terjadi kejahatan - dalam  perang  fersebut, maka kualifikasi
perbuatannya adalah world crime sebagai salah satu bentuk gross viofence of
human rights. Akan tetapi faktanya ketika Amerika melancarkan serangan ke
Afganistan, pada saat yang sama pula Amerika mengirimkan bantuan
makanan dan obat-obatan kepécia penduduk sipil di sana, Selain i, serangan
yang dilakukan hanya sebaias tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi
persembunylan Osama Bin Laden yang hampir semuanya dikategorikan
sebagai markas militer.
Tampaknya dalam serangan tersebut Amerika sangat berhati-hati dan

memperhatikan principles of Iunanitarian law, yakni military necessity

80 L yam e x N
/

nunair-aan L;u‘vu:’ry. Pbuuapml }\biigd asEsiersebut dlté@ﬁ‘éﬁ'ﬁﬁ%}“@n RUhHZ,

Hlaw of war to be accepied and 1o be applied in practice, must strike the

% ibid., him. 130




i_dnvahy, cmd on the other hand, militaire interest

- correct balance -betweeﬁ on the one hand the principle humanily and

57:1

- i :;2 Perbpekm Hukum Pldana Indone,sla

Landasan Hukum Pidana Indoncsm atas tmdak p1da.ua terorisme adalah

'PE_RP_U N0.1/2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mulai

_.béri_aku sejak tan_gga 18 Oktober 2002 dan PERPU No0.2/2002 tentang

Pe_mberlakuan PERPU No.1/2002 pada peristiwa Peledakan Bom di Bali
ta.n'g._g,rg.al 12 Oktober 2002. dengan catatan keluarmnya PERPU didasarkan pada
p_a_s_al 22 ayat (1) UUD 1945 Perubahan keekpat, bahwa “dalam hal ihwal
kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan PERPU”. Situasi
dalam hal kepentingan yang memaksa scbenamya dikaitkan dengan Peristiwa
peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002, Dasar pertimbangannya adalah karena
peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai dan tidak
komperensif untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme (Konsideran
PERPU). UU No.15/2003 tentang penetapan PERPU No.1/2002 menjadi
Undang-undang scjak 4 April 2003,

PERPU No.1/2002 tidak mengatur definisi ‘teroris’ dan ‘terorisme’.

Karena tidak ada definisi yang bersifat final dan berlaku uwmum tentang

et
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dan relatif, babkan bersifat ambivalen, Pertama, karena bagi suatu negara yang

berdanlat, akan memandang mercka yang melawan pemeriniah cenderung

5 Jog.ir.




_.éebagai téroris (cfin73.§ agai.nsz. govemmem}, s.eﬁalikny.a dari sudut péndahgan
| ."_pejuanﬁ kebebasan yan;, menentaner rezim étomiaman faszs kolomal ras;al
o "'dan }mn-lmn deakan represxf darx penguasa akan dxhhat seba;:,al ke_;ahatan_ _
i '-'.ydng dilakukan pemermtah (Maie mmes) Kedua, karena seseorang bagl suatu:. .
e :' -neg,ara tertemu dlanggap sebag terons tetam bag1 ne;,ara !am Justru dlangg.,ap
;-_s;:b_aga_.z_ pahia_w_mz. Conioh_nya aksi bom bunuh diri oleh orang Palestina, bag1
':'ori.mg_is.rael _dianggéb Se_ba_gai teroris, tetépi bagi .orang' Palestina sebagal

- pahlawan,

Ruang lingkup tindak pidana terorisme mencakup definisi terorisme (Pasal

- 6-19) dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana teromsme
{pasal 20-24) serta tindak pidana terorisme yang tidak dikategorikan sebagai

~delik politk. Beberapa ketentuan ketenuan khusus yang diatur mengenai

Hukum Pidana Materiil mencakup

1, Sistem Pertangmungjawaban pidana yang mencakup perfuasan subyek
pertanggung jawaban pidana (pasal 1 UU No.15/2003 kontradiksi dengan
dengan pasal 59 KUHP) dan pertanggungjawaban pidana permufakatan
jahat, percobaan dan pembantuan tindak pidana terorisme (pasal 15 ¢ UU
N0.15/2003 sebgai penyimpangan pasal 53 ayat 2 dan pasal 57 ayat |

KUHP).

!\-u

Sistan Pidana dan Permdanaan Hal i melipu-sistem minfimm khusas
pemidanaan {pasal 4 dan 20 UU No.15/2003 sebagai penyimpangan pasal

7).




._-Pembman hompensm Restitusi dan Rehabilitasi (pasal 36-42 UU

v

o No 15/7003 dnnana substa:mnya sama deng,an PP No 2 Tahun ?OG’?

_._]’jPenerapan Asas Retroaktxf (pasal 46 UU No 15/2003 sgbagai_
-:-penyunpaugan terhadap Dasal l ayat 1 KUHP) |
- _Sedangl\an menurut Hukum Acara deana/ Formul ya:tu
'_'_2_1 Punsnp bahwa nukmn ac,ard pidaia yaig ulbmm.uwx agdalah KUIIAD,
. --kecuah dltentukan {ain dalam UU No.135/2003 (pasal 25 ayal i UU
 No5/2003).
2. Bukti permui.a.an. | tindak pidana terorisme {Pasal 26 UU No.15/2003)
3. Jangka E-wa_ktu Penangkapan yaite 7X24 jam (pasal 28 seb UU
- No.15/2003 sebagai penyimpangan dari Pasal 19 ayat | KUHAP).
4 Jangka Waktu Penahanan. Untuk tingkat penyidikan adalah 4 bulan dan
tingkat penunfutan adalah 2 bulan (pasal 23 ayat 2 sebagai UU
‘No.15/2003 penyimpangan pasal 24 KUHAP).
5. Alat Bukti terjadi perfuasan menurut pasal 27 UU No.15/2003 sebagai
penyimpangan dari pasal 184 KUHAP)
6. Pemblokiran Harta Kekayaan terkait Tindak Pidana Terorisme

(penyimpangan UU No.7/1992 jo UU No.10/1998).

7. Penerobosan Rahasia Bank (penyimpangan UU No.7/1992 jo UU

i
b AR TENT T Y

®.T.
NUL T eSO )

8. Penyadapan Telepon (penyimpangan Ul No.39/1999 tentang

Telekomunikasi).
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9, Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarga

(masih diaiﬁr dengan PP No.2 Tahun 2002 yai_iu hanya uniuk saksi dan
korban)

10 Perad:ian !n Absentld Penylmpangan terhaddp -prinsip peradﬂan
dﬂaksanakan dengan hadlmya terdakwa (UU No 4/2 002).

11, Penghapusan Kewenangan ANKUM (penyimpangan UU No.31/1997)

Akan tetapi apabila kita melihat kepada instrumen hukum yang ada, maka
tanpa memberiakukan surut PERPU' pemberantasan tindak pidana terorisme,
perkara tersebut dapat diproses dengan menggunakan Undang-undang No.
26/2000 tentang peradilan Hak Asasi Manusia. Dikatakan demikian, sebab
apa yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawannya dalam tragedi bom
Bali dapat dikualifikasikan sebgai crimes against humanity atau kejahatan
terhadap kemanusiaan, Sebagaimana definisi dari crimes against humanity
seperti yang telah disimggung di atas, serangan tersebut adalab suatu
kesengajaan yang sistematis terhadap populasi masyarakat sipil.

Pelanggaran berat terhadap Hak Aasasi Manusia sudah masuk
pengaturannya melatui pasal 7 UU no. 26/2000 tentang pengadilan HAM
yang meliputi kejabatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan,
Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan pasal 9

~-dinryacakan-—bahwa -kejahatan-terhadap—kemanusiaan—sebagaimana-dimaksud

dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai
bagian dari serangan vang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :




i

. pembunuhan;

b pemusnahan,

| _j_-perampasan:-_Lemexdekaan atéu kebebasan ﬁsxk lam secara se\%'eﬁangf
: 'f?_ﬁ-wenang ym meiang,g,ar a:»ab keiemuan pokok hukmn xmcmaswum
_::. I" ;;_:..-:penyakman | .
= g perLosaan pelbudakan seksual pelacufan secara paks& pémaksaan
: '__il\ehamﬂan pemandulan atau stenhsa31 secara paksa atau bentuk -bentuk
I Lekerasan seksuaj lasn yang setara; N
; .1_1._ _'::peng,amayam terhadap suatu kelompok terténtu atau parkmnpulan yang
:';d__ldasa_r_l_ persa_m_&ar_l pal.lax.n poltik, ras, k_eban_gsaan, etnis, budaya, agama,
jem's_ ke_ié@n ét__a_u alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai
5 : ﬁ'_haj yzm g di]_a;an g menurut bukum internasional;
- x penghz!angan é_ra_ng secara paksa, atauy, o
: j.‘ : kejé_hat_an;aﬁértl.iéidds. |
Menurut penjelasan atas pasal 9 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud
dengan serangan yang (i:'tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil

adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagat

kelanjuran Kebijakan penguasas dan kebijakan yang berhubungan déngan

Organisasi,

% Seno Adji, Indrivanto, DR, op.cir,, him. 14




Jad1 makna teronsme yang berkaltan denk,em crzmes aga:nst humamry ini

.memﬂ;kl 1mp11k351 yaﬁg eksesﬁ sekah selnng,ga pada mnmmya dapat_

- j'--_umum X

o menunbulkgn- r_as_a =--ketak1_;tm_1_ yang_ _-a_mat -_-s_a_ngat _ t_e__rh_adap m_asyar_akat secara

Hanya sa}a untuk mengerat Amrozz dan kawma—kawan dengan Undang-

'undang Peradaian HAM teuiapat kendala yang berasal dan Undan;:,-xmdfmg in

' sendm }xendala tersebut adalah sebag,a: 11nphkas: paradlgma pengudtan_

-parlernen penyeiesaxan pelanggaran berat Hdk Asam manusia masuk dalam

k01nod1tas pohuk dengan asumsi integrasi bzmgsa melalm parlemen dalam hal

'1111 DPR mennhln_otontas penuh untuk mepentukan terjadinya pelanggaran

| .'-_be_r_at Hak Asasi Manusia yang dapat diadili. Konstelasi politik ini dapat

mengacaukan sistem Hak Asasi Manusia yang telah berlaku secara universal.
Berdasarkan kendala tersebut dikawatirkan para pelakn akan melarikan diri
atan melakukan tindakan-tindakan lebih fanjut yang dapat mengganggu
stabilitas nasional.

Apabila kita mencermati UU No.15/2003  kewenangan penyidik untuk
melakukan penahanan dan penangkapan terhadap tersangka - sudah
menyimpang dari ketentuan KUHAP dalam pengertian ruang geraknya telah

dipermudah. Jika bersandar pada KUHAP, maka penahanan dan penangkapan

midmme

1 kP I |
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berdasarkan bukti permulaan yang cukup.




B herjasama Intemasmnal dalam Membemnsas ’Iemnsme
_1_. Kerjasama Bllatami

Kujasmna biialeral adalah kerjabmna antara suatu negasa dengan uegara_ SRRSO e

e '-_'1zun yang saimg mcn&untun;:kan Saldh satu bcniuk kcrjasama mternaswnal
' '1tu adalah da}am bentuk perjanjnn ekstrad131

&

| }x._at_a ekstradisi berasal dar: bahasa_iatm_ ‘extradere” (kata kerja) yang
't‘éf_dix__i | dar: kata “ex” arinya keluar dan “tradere’ artinya memberikan
(menyerahk.an)._ kafa bendanva “extraditio” _(penyerahan). istilahl ekstradisi
(eﬁnﬁditibu) | ini .lebih di_kt;nai atau biasanya digunakan terutama dalam
_ p_enyeréhan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta(’g.

Menurut Usndang-Undang Rl No.l tahun 1979, ekstradisi adalah
penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang
disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah
negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah negara yang
meminta penyerahan tersebut karesa berwenang untuk mengadili dan
menghukumnya. Pada umumnya ekstradisi adalah sebagal akibat dari hak
asylum yaite uniuk tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai
tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna

menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional

dapar-direrapkan-tertradap - pava-penfaatyargmelarikandirt- ke negara tai

% Tim Penyusun NCB-Interpol Indonesia, Ekstradisi © Pengertion, Undang-Undang dan
Perjanjian, Jakarta 2001, him, 2




.atau ag;,ar keputusan pengadilan, te:had*ap seseorang penjahat yang meiankan
. dm ke ar ne,g,en ddpat dllaksanakat "
5 L 'Permmtaan ekstradm dxdasarkan pada 4 hai yauu

o 1, Perundang,-undangan Nasxondl

Pada abad ke-l9 banyak negaza te!ah .menetapkan Undang»‘undang

'e_kstradisi. Dalam - penefapan -tersebut, sebagian mereka dipengaruhi

kgin_ginah '.'l.ll:l:tui_{ menyelamatkan .kemerdekazm seseorang dan sebagian

lagi cﬂéh ‘i)ar.idangan mereka bahwa segala hukwn pidana dan prosedur

'hérus didasarkan pada perundang-undangan.

2. Perjanjiap Ekstradisi )

Setelah menetapkan perjanjain ekstradisi, selanjutnya diteruskan dengan

usaha membuat perjanjian atau konvensi untuk mengadakan keseragaman

ekstradisi dan prosedurnya yvang terd:’ri. dari

a. Perjanjian Bilateral, perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara yang
saling menguntungkan;

b. Peranjian Multilateral dan konvensi yaitu suatu perjanjian yang
ditndatangani oleh lebih dari 2 (dua) negara. Sejumlah negara yang
mempunyai hubungan geografis atan kebudayaan atay mempunyai

kepentingan bersama dalam bidang ekonomi telah mengambil

ketentuargurma membiat - siandar Undang-undang eksiradisi dengan

menandatangani konvensi.

™ locir.




3. Perluasan Konvensi Internasional

- ';.Ekg,iradi_si dapat_didasarkan atas perluasan suatu konvensi tertentu yang

e _ih_éayét_ak_éﬁ_zbghwa ekstradisi daﬁéif:d.i"b_ér.ika_n dalam hal pelanggaran yang

~ disebut dalam perjanjian contoh

-. a Konven31 ;-iiltémiésidhal tanggai | 30 Séi)telﬁbel' 1921 teiléaﬁg

:. .;Sélnh_ggaxltésan ‘perdagangan wanita dan anak-anak. Dalam pasal 4
:dinyétagé'n ‘bahwa dalam p_e_so_éim1 dimana tidak ada konvensi

' "ekSEIa.d_is_i, maka akan diambil segala cara untuk mengekstradisi
tersanga

" b, Konvensi tahun 1972 tentang pemberantasan pemalsuan uang (pasat 9
dan 10).

Tatakrama Interpasional

Dalam hal tidak terdapat hukum. Perjanjian atau konvensi yang mengatur

sebagaimana tersebut diatas, ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar oleh

sniggara terhadap negara lain yang disebut “disguished extradition”. Hal im

dapat diartikan scbagai penyerahan pelaku kejahtan dengan cara

terselubung atau dengan kata lain penyerahan dilakukan yang tidak

sepenuhﬁya sesuat dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana

yang ditentukan dalam UU ekstradisi 7.

b W/ i h ] h SR PR ) I 1 & o oo D A 45T,
T alla WHUIYd puily viallall pUididd sicpatidian uuﬁ'@‘\.uuan BATChia eraapacrnostin

unsur sebagai berikut:

a. Pelaku kejahatan (fuugitife offender),

Vibid, hlm. 3
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Negéra Peminta {requesting stale);

Negara yang Diminta (reg “‘.”.ﬁ“.‘éd state);
: Permmtaandan Negaia _Pemjf_u_a; P

“Tujuan Penyerahan pelaku kejahatan;

'Ekstra'd'is'i hanya dapat diminta terhadap_seseorang yang telah melakukan

}Selangga;an dalam wilayah svatu negara yang bukan negara dimana orang

tersebut ditemukan dengan syarat tambahan:

¢ Qrang tersebut harus dalam pencarian oleh petugas hukum dari suatu

negara, baik karena tuduhan melakukan snatu pelanggaran dan belum
diadili atau karena orang tersebut terbukti bersalah tetapi belun
meénjalani hukuman yang dijatubkan padanya;

Dalam sebagian besar kasus, orang tersebut harus bukan warganggara

dari negara yang diminta untuk mengekstradisi’~.

Ekstradisi dapat diberikan apabila pelangaran hukum tersebut adalah :

1.

2.

Suatu‘_kejahatari biasa;

Pelanggaran fiskal, militer (kecuali negara-negara Benelux) dan
pelanggaran politik tidak termasuk dalam tipe pelanggaran hukum
dimaksud;

Suatu pelanggaran hukum baik oleh negara peminta atau yang diminta

{(prinsip double criminaliiyy,
Azas “own national can not be extradite” (warga negara sendiri tidak

dapat diekstradisikan),

2 ibid, him. 4
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~ Pelanggaran sebelumnya tidak terfebih dahuly terhadap pelanggaran
o hukum yang sama (nebis in idem),
Y idak _':ka.c_ialuarsa':m_enuﬁi_t ketentuan undang-undang negara peminta

. atau yang diminta,

Khusus di indonesi_é, berdasarkan pasal 2 Undang-undang Ekstradisi

RIL KB 8 Mei 1883.8 83-188 kejahatan tersebut harus merupakan

“seriouws enough to warrant” {récht vaardien)

Azzs bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak bila perkara tersebut

sedang dalam pemeriksaan™.

. Aspek Aspek Ekstradisi meliputi 2 hal yaitu:

L

Adaiya tindakan suatu pemerintah yang melepaskan wewenang atas
sescorang dengan meiyerahkan kepada pemerintah negara lain.

Langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan bahwa si
pelanggar memang ditaban, baik untuk dituntut maupun untuk

menjalani hukuman.

Hal ini adalah tanggung jawab dari badan peradilan yang juga harus

menunjukkan bahwa orang dimaksud memang sah menurut hukom  yang

berlaku di negara pemberi ekstradisi agar dapt diekstradisikan. Lembaga yang

punya peranan dalam prosedur ekstradisi adalah lembaga Eksekutif dan

Vit

Saat ini Indonesia telah melakukan kerjasama ekstradisi dengan sesama

negara anggota ASEAN dan beberapa negara uar ASEAN. Yaitu:

3 focir,




i _.bengéh. Majaysia melalyi UU No.9 Tahun 1974 tentang:Penges_ahmm
_-Pelja'].ljﬁan antara Pemérjntah Repéblik Indonesia dan Malajsia |
.2. - -Deng,an Pinhpma melalm UU No 10 Tahun 1976 Ientan;, Pengesahan _
:Pelganjlan antara Pemenntah Repubhk Indonesna dan thhpma -
3, .Dengan Thalland melaﬂux uu No 2 Tahun 1978 tenrang Pengesahan
Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Thailand.
- Sedangkan untuk Tuar ASEAN  Indonesia juga memiliki perjanjian
ekst;adisi dengan Australia, Hongkong dan Korea, (dalam proses ratifikasi)
dan China.

- Dengan Australia melalei UU No.8 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia dan UU No.!
Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah  Republik
indonesia dan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana
{(Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mual
Assistance in Criminal Matters). Dengan Hongkong melalni UU No.1 Tahun
2001 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Hongkong untuk Penyerahan pelanggar Hukum yang Melarikan Diri
(Agrrement Between The Government of The Republic indonesia and The

Government of the Hongkong of The Fugitive Offenders). Sedangkan dengan

China, Muiual Legal Assistance disetujul pada tanggal 24 Juli 2004, selain Hu
{ndonesia bekerjasama dengan Australia membentuk Jakarta Center for Law

Enforcement Cooperation (JCLEC).




- Kerjesama dengan  Australia mengkhususkan pada penanganan dan
o pencegahan . terorisme. Tempat penyelenggaraannya dilakukan di Akadenu

- Kepolisian (AKPOL), Semarang. Sasaran dari program ini adalai uniuk

- mepingkatkan kemampuan opersionsl personel pencgle hulkam regional
E da_l.?m“ menangam kejéﬁafan iii_nas .ﬁeg'afra dan .uxll.tuk mémperkﬁét .kerjésama

aﬁtéi‘a I_kep_oi__is_ian kawasan, Bidang kerjénya meliputi- keahlian penegakan
hu]mm _kéaii_lian i:nt_eiijen dan..manajeme‘n, dan legal dan kemampuan lainnya.
Tujuan dari program ini adalabh untuk meningkatkan keahlian opersional
praktis dan melaksanakan praktek lapangan dari keahlian yang telah dipelajari.
Kerajasama zm mencakup

1. Criminal Intellegence Analysis;

2. Financial Investigations;

Bomb Scene Management;

Lo

4. Crime Scene [nvestigations;

n

Post Blast screening;

6. Disaster Victim 1den!g'ﬁca!i0n7 !

2. Kerjasama Regional

Untuk kerjasama yang bersifat regional, Indonesia telah tergabung sebagai

aiiggota ASEAN dan ASEANAPOL Untik "ASEANAPOL "dkan kita balias
pada sub bab berikumya Kerjasama internasional vang bersifat regional

adalab kerjasama satu dan atau beberapa negara dengan satu dan atau

™ Natioval Central Burcau (NCB) Interpol-Indonesia




| ':_;:_beberapa regmnai ycmg 1am yang berada dalam satu reolonal Salah satu_

i ___pertunbangm dasar pembentukan ASEAN adaiah bahwa neg,ala-negara Asm

Teﬂg ara bertang,g,ungawab bag,l usaha memperkuat kestabﬂan ekonoma dan' e

Z'__.'s szai kawasal' ! ddﬂ men_}&mm punbangunan '-'naswnai yaﬂzb damai dan L

s :_'progresxf negara—negara itu Juga harus menjalmn stabihtas ekonoml dan sosml

- Zkemanan mereka dan campur tauwan luar daiam se,g,ala bentuk dan

'mamfestasmya untuk meiestarﬁ\w: 1dent1tas naswnalnya sesuat deng,an cita-
» cuta dan aspu asi rakyamya 75 Ini mengandmz g arti bahwa sel ain semua anggota

ASEAN bekérjasama dalam bidang ekoneml dan sosial budaya dlperlukan

i __p_l_;}_a_ ;pe_mngl_;_atan _-kerjasama dal_am_b;dang keamanan yang dapat mendukung

- kerjasama _'ekohoﬁli_,_'_sésiﬁ} dan budaya dan sekt_or—_sgktor lai_n agar _i&r_gipt_a
” suatu kéadaan ya.ng' stabil dan terhindar dari segala macam gangguan dan atau
dapat 1ﬁengatasi segala macam gangguan dengan jalur yang benar dan sesuai
den_gan prosedur hukum internasional yang berlaku. Hal ini juga sesual dengan
salah sam tujuan dibentuknya ASEAN yaitu dalam rangka meningkatkan
perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan keadilan dan tata
tertib huknm dalam bubungan antar negara Asia Tenggara dan penataan
prinsip-prinsip Piagam Peserikatan Bangsa-Bangsa'. Dalam hal penaganan

terorisme, ASEAN telah melakukan banyak pertemuan yang menghasilkan

h 3 1. 1 A ) | 3l k] W | P ) M ) 23 I 'S
Ubi.ﬁ:lﬁp& l\prLthb(ﬂ.i Ui Wil WOk uﬁ%\..ﬁ.&iabl, RUBIILING Ll Sl atauymk
hanya bersifat press release, antara lain

Joint Communigues (Komunike Bersama):

 \stanto, F Sugeng, Prof, Hukum Internasional, Univesitas Atma Jaye, Yogyakarta, 1994, him.
140
" Joc.it,




. -Joinz (*ommzm ize .of ihe -24”‘--ASEAN_Cie % Police Conference, Chiang

- .?.”-EMm Thmiand /6- 24,4110119{ 2004,

- f:Jomf C ommumque (Jf Ihf, F xrs! AI)E 4N Plu.s Three Mmistcrmf Meelmg on.

f mm}mnonaf Cume (AMMT__ '*3) Bangkok } 0 Janumy 7004

3 'I_Joml Lommumque of the F omzh ASFAN Mzmsmrm! Meetmg on
iR 1 mmnatmna[ (_nme (AMMI(,) BanukaA 8 January 2004,
4 ]om! C’ommumqm of the Speual ASEAN Mmmter:ai Meeting on
: '.7 ifa.nsna!rr_}na[ -(,.mme (AMM ), !um[a Lumpur, 20-21 May 2002;
5 _Jofﬁi '.:'C,'c}im.?:rﬁﬁ'r’e.gz.e.e. of Iée Thfra’ IASEAN Min.fsterial Meeting on
| 7 mmnanona[ Cnmg, (AMMI C), Smgapore 11 October 2001;
.6,_ Jomt Commumque of the Second ASEAN Ministerial Meeting on
b ran.snanoiml Crime (AMMIC), Yangoon, 23 June [999;
Press Releases
{. Statement by H.E. Somsavat Lengsavad, Deputy Prime Minister and
| Mi}fisrer of Foreign Affairs of the Lao’s People Democratic Republic,
Chairman of the 38™ ASEAN Standing Committee in Connection to the
terrorist bombing in Jakaria on 9" 2004;
2. Co-Chairs’ of the Bali Regional Ministerial Meeting on Counter

Terrorism, Bali, Indonesia, 5 February 2004;

I StarEent By tie Chammen of the ASEAN Regioval Forawr (ARF)-orrihe
Tragic Terrorisi Bombing Attacks in Bali, Phompenh, 16 Okiober 2002;
4. ARF Statement on Measures Against terrovist Financing, Bandar Seri

Begawan, 30 July 2002;




. _ | 5. Statement by the Chairman of the ASEAN Regional Forum (ARF) on the
S | Terrorist Acts of the 1ith September 2001, Bandar Seri Begawan, 4
o Ociober2001; o o
_. Dec[amnom (ng_lams{)
' f Joint ASEAN  Co-operation to Combat  Terorism, 14" ASEAN-EU

Ministerial Meeting, Brussels, 27 January 2003;

Non- Traditional Security Issues, Pnompenh, 4 November 2002;

Joint Declaration on Terrorism by the 8" ASEAN Summit, Prompenh, 3

Lo

November 2002 Bandar Seri Begawan;
4. 2001 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism, Bandar

Seri Begawan, 3 November 2001,

Ly

Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational
Crime (1998);

6. ASEAN Declaration on Transnational Crime, Manila 20 December 1997
Other Documents (Dokumen-dokumen lain)

1. Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters, Kuala Lumpur, 29
November 2004;

2. Agreement on - Information  Exchange and - Establishment of

2. Joint Declaration of ASEAN and Chinag on Cooperation in the Field of

CORTHERICANION Frocediires,
3. Work Programme 1o fmplement the ASEAN Plan Action to Combat

Transnational Crime, Kuala Lumpur, 17 may 2002;
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4. Memorandum of Undersianding between the Governments of the Member
_ Countries of the Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the
. _G_ovérnmem of the People ’-s_ Republic of China on Cooperation in the field

_-(fNQn-_- Iﬁ@liénél Sewuﬁfy f_.s:s_uea.'.; | i

ASEAN Efforts to Counter Terrorism;

6. ASEAN-United States of America Joint Declaration for Cooperation 10
Combat f;aternaifona! Terrorism, Bandar Seri Begawan, 1 August 2002;

7. ASEAN Standing Commitees Chairman's Letters to US Secrertary of State
Collin Pgwell on Terrorisi Attack, Bandar Seri Begawan, 13 September

2001;

8. ASEAN Plan of Action to Combai Transnational Crime’”;

3. Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional adalah kerjasama saling menguntungkan antara
satn mnegara/lebih  dengan negara lain dalam suatu wadah lembaga
internasional. Salah satu lembaga internasional yang memiliki perhatian
mengenai  perdamaian  dan  keamanan internasional, termasuk dalam
penanganan terorisme adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kerjasama

Internasional dalam penanganan kejahatan internasional, kKhususnya dalam

b I} 4 . . k) P R PRy | 1 k" fory . 3PN,
SIOGNE  TCrOTISIIIE YA Ol d i B Gl Ranl y a7 UL DTG e uTaot™ ey
mengikat semua negara anggota PBB. Resolusi PBB No. 1368 berisi kecaman

terhadap serangan terorisme yaﬁ.g terjadi pada tanggal 11 September 2001 di

T www.aseansec, id
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New York, AS dan menyatakan terorisme internasional tersebut mengancam
.p_erd_amaian_ dan keamanan dunja dan mengharapkan selurub negara
'-bcfkérjasaxna untuk menyeret pelaku kejahatan, sponsor serangan teroris,

: bescrtd mereka - yang Eertéglg_gung jawab - dalam - membanty dan
.menyembunyikan pelaku kejahatzm. Selain itu PBB mengeluarkan Resolusi
PBB No.1373 (2001) 1373 tentang Pemberantasan Terosisme Global. Isi dari
resolusi tersebut meminta kepada selaruh negéra untuk:

1. Mencegah dan melawan terhadap pendanaan tindakan-tindakan
terorisme, serta menghentikan  segala bentuk dukungan terhadap
terorisme;

2. Mengharapkan kerjasama antar negara melalui perjanjian bilateral/
multilateral untuk mencegah dan menahan serangan teroris serta
meningkatkan pertukaran informasi sesuai dengan hukum internasional
dan hukwmn nasional;

3. Meningkatkan kerjasama regional dan internasional yang berkaitan
dengan cbat-obat terlarang, pencucian uang, perdagangan gelap senjata,
dan penggunaan illegal bahan-bahan kimia dan nuklic™.

Berbagal pthak menilai Resolusi 1373 itu sebagai resolusi paling

komprehensif. Resolusi yang mengikat 189 negara itu mewajibkan segenap

aiggola PBR unittik " mencan, menghukum, atau mengeksiradist kKaum {eroris
yang ditemukan di wilayahnya. Sedangkan Resolusi PBB No. 1438 berisi

himbauan dan dukungan dunia intemasional terhadap Indonesia dalam upaya

" www.un.org.




B CE——

ey _:memberantas teronsme di Indonesm pasca peledakan bom ch bali 12 Okrober

' '- 2002 dan menghaxapkan pememmah Indonesxa bersungguh—sunggma dalam

e dl :

menyeiesaskan masaiah terorxsme yang dxdug,a mempunym Jarmoan yang uas

kawasan Asm Tengag,dra Sdam 1tu NP me_l_g. :_mn HEH duar 5e u:ap

: _;gggr;;:. ANEROL nl.. mumhdmmz:x f.dnmh m;t diny yeken mgz.jz;ringaﬂ eroris
-:.ih‘iﬁ%!'z‘.%ﬁ:ﬁiif)!"&:ﬂ.: .

~ Indonesia adalah anég_ota ICPO-lnterpol yang memungkinkan kerjasama
Qi bidang kepolisian dalam menangani terorisme di duﬁia termasuk di
.!ndonesia. Di forum internasional lainnya seperti organisasi Non-Blok, OKI
) inauﬁun APEC, Indonesia secara aktif ikut menyuarakan dalam memerang
.'_t'fellrorisme internasional. Sebagai  sumbangan nyata Indonesia telah
‘mengambil prakarsa menyelenggarakan  konferensi  regional mengenat
penyelundupan manusia dan isu kejahatan transnasional yang telah
diselenggarakan pada tanggal 27-28 Februari 2002 di Indonesia.

Selain ity dalam wadah ICPO-Interpol setiap negara diharapkan untuk
membentuk di masing-masing negaranya berupa National Central Bureau
(NCB) yang berperan sebagai perwakilan Interpol bagi masing-masing Negara
tersebut. Pasal 32 Konstitusi ICPQO-Interpol menetapkan bahwa setiap anggota

ICPO-Interpol harus menunujuk satu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat

Nasional (Nafonal Central Blirealy, il mejamin iubungan dengan
1. Berbagai departemen/ instansi dalam negeri;

2. MNCB Negara lain;




3. Sekreéaﬁs Jenderal ICPO-Interpol™;
‘Alasan petnbentukan NCB di masing-masing negara anggota ICPO-
intexji;ol adaﬁah: o | | |
. f”a. . Struktur dengan keppl_isian sangat kompleks dan berbeda antara satu
negara dengan negara lainnya. Bahkan untuk beberapa negara terdapat
lebih dani satu badan kepolisian di suatu negara, baik karena struktur
geografi maupun berada pada departemen yang berbeda;

b. Kerjasama kepolisian internasional menuntut adanya kemauan baik,
adanya rasa kebutuhan akan perlunya saling membantu dan kerelaan
untuk menerima  serta  memberikan  prioritas dalam  menangani
kebijakan yang terjadi di negara lain, seolah-olah kejahatan tersebut
terjadi di negara sendiri;

¢.  Sulit dibarapkan bahwa kepolisian Iokal memiliki kemampuan bahasa
yang -diperiukam untuk melaksanakan dialog dengan mitranya di luar
negeri;

d. Permintaan untuk saling membantu memertukan kebijaksanaan yang
konsisten;

e. Kerjasama kepolisian intemasional dalam wadah ICPO-Interpol diikat

oleh ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur yang telah disepakati;

b3

Konsemrast Tanggung ™ jiwabdi siatn ™ wadal 3kan ~ menin gkatiar
hubungan pribadi yang dapat dibuktikan dalam pemecahan kasus-

kasus yang sulit timbul;

* Ardjana W dan Lubis Sofyan, National Central Burean (NCB), Jakarta, 1977, him. 1
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g. Memiliki svatu referensi tunggal yang memberi keuntungan dalam
pengembangan tgknologé komunikasi dan informasi yang dibuat
ofganisasi; o

h Kerjasama kepolisian. dalam wadah ICPO-Interpol mungkin akan
me]ibétkan berbagéi instansi terkait™":
Peranan NCB dari setiap negara adalah -

a. Menvurut pasal 2 konstitusi ICPO-Interpol, fungsi utamanya adalah
menjamin efisiensi pertukaran informasi kriminil secara internasional baik
untuk pencegahan maupun penyidikan tindak pidana. Dalam hal ini NCB
merupakan mata rantai yang penting antara kegiatan operasional negara-
negara anggota apabila kegiatun tersebut memiliki elemen internasional;

b. NCB da;;at mengambil tindakan demi kepentingan peradilan (sesuai
dengan Undang-Undang nasianal negara masing-masing) misainya
melaksanakan penangkapan dengan tujuan untuk diekstradisikan;

¢. Dengan adanya informasi rutin, NCB dapat mengembangkan dafa basenya
untuk identifikasi kejahaton dan pelaku kejahatan:

d. NCB harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin agar
keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh

organisasi, dilaksanakan sepenuhnya disamping juga melaksanakan

arerw I 1.,
pemantavar-terh d‘”’;) PErREIDAnEAY A,

[

NCE melaksanakan peranan yang penting dalam memastikan para

perwira polisi, pembentuk opini dan pengambil keputusan agar

% opeir., him, 3
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mendapatkan informasi dengan baik tentang peranan dan kontribusi
- Interpol dibidang_ prevenu'_f maupun bidang penyidikan tindak pidana,
N_C_B jtiga_ ‘harus. mengi_lmt_i .m'ed_ia_ massa dan berbagai kepentingan di

| '__-'_'da'ian} kegiatan organisasi untuk menjamin ulasan yang jujur-dan akurat

| éerté men.gambil langkzib.yang tepat terhadap komentar yang kurang tepat
pada tempatnya;

£ NCB harus mengembangkan keahlian mengenai persyaratan-persyaratan
dalam kerjasama kepolisian internasional®’;

‘g NCB haruslah merupakan perwakilan negaranya dalam Sidang Umum

ICPO- Interpol;

h. NCB bertujuan untuk mengembangkan suatu hubungan kerja, tidak hanya
dengan unit/departemen pada lingkup instansinya, tetapi juga dengan
instansi fain yang berkaitan dengan kerjasama kepolisian internasional,
NCB juga harus selatu siap dalam menjembatani hubunigan-hubungan dan
membantu Setjen dalam mengadakan hubungan tersebut dengan berbagai
instansi terkait;

i. NCB harus mengadakan kerjasama yang erat dengan Setfen di dalam

penyampaian informasi, secara spontan maupun atas dasar permintaan

untuk sistem informasi kriminil dan pencarian secara otomatis (auto

rarus~-benarbevar - dilaksanalon  secars s fekHT g5
terdapar kesiapan dari NCB untuk mengadakan pertukaran informasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan

8L opeir, him. 6
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| kebutuhan .operasmnal | Salah  satu  tanggung 3awab Setjen adalah
S '_.'.menmg,katkan mlm data yang dlsedwkan dengan menggambaxkan seluruh
- :j -ke_;adian yang terkait dalam benmk mfonnasz guna membantu tmdakan— :
tmdakan pcncegahan dan penyldlkan
i _3':':Apakah suatu NCB harus ‘oemdak sebag,al i\ocvrdmator daiam memenui
peml_mtaan_ kerg_asama_ internasional dan sekaligus melaksanakan upaya
'-hukum sepé_rti yang diminta, adalah suatu yang harus diputuskan oleh
instansi yang berwenang dari negara anggota™;
k. Sangat dﬂlarapkmu bahwa  fembaga yang dibentuk  untuk
- menyelenggarakan kerjasama kepolisian  internasional dalam  konteks

£ regional atau kegiatan lain harus merapakan satu unit dengan NCBY,

E. Kerjasama ASEANAPOL-POLRI dalam Memerangi Terorisme
indonesia
Pembentukan ASEANAPOL didasarkan pada Deklarasi ASEAN
{Deklarasi Bangkok) 8 Agustus 1967 dan Konstitusi ICPO-Interpol. Beberapa
butir tujuan ASEAN menjadi dasar untuk itu. Pada poin 2 dinyatakan bahwa
ASEAN dibentuk untuk memperkokoh perdamaian dan stabilitas regtonal

dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum dalam hubungan

Eﬁ-lial libsmd*ubg,did w;:ayah Liu dmx bczpcgaug yd\id yiagmu E‘Sf‘) ?Uikl 7 ddli
fijuan pembentukan ASEAN juga menyatakan bahwa ASEAN memelibara

kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi regional dan

* opcir,, him, 7
= Joc.it.
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) Imtemas;gnai yang, ada yang, memmmyaa maksud dan tujuan yang sama dan

| tems mencan semua Ja!an untuk kexjasama yang lebih erat dan mantap antara

o mereka sendu‘:84 Sedangkan untuk Ixonsntum ICPO Interpol dapat dzhhat

B pada bdb sebelumnya |

ASEANAPOL berawai dan Sldang umum Intemational Criminal Police

Org:amzanon (ICPO) Interpo] ke-49 Pada bulan November 1980 di Mam}a
_Ph_lhpma. Di sela-sela _pex’femuan para kepolisian negara-negara di sehu'uh
'durﬁa, para kepala kepolisian wilayah Asia Tenggara meengadakan pertemuan
informal tersendiri dan waktu itu terlontar gagasan, mengapa mereka tidak
menyelengparalean konferensi tahunan diantara kepolisian ASEAN.

Cagasan ini disambut baik oleh para pimpinan kepolisian negara ASEAN
(waktu jtu baru 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan
Thailand. Atas inisiatif Letnan Jenderal Fidel V Ramos di Philipina, maka
pada tanggal 20-24 Okiober 198!, 5 kepolisian  ASEAN mengadakan
pertemuan perfama ASEANAPOL di Manila. Dari Indonesia hadir Letuan
Jenderal Pol. Sabar, dari Malaysia Tan Sri Mohammad Hanief, dari Singapura

Komisaris Goh Yong Hong, dari Thailand Jenderal Polisi Surapon

Chulabralin dan dari tuan rimah Philipina Letman Jenderal Fidel V Ramos

Sebefum ASEANAPOL dibentuk, kerjasama interpol antara negara sudah

berjatandenganbaike - Selama~ inf™ kerjasmns Iierpol Hdak mengalami
hambatan karena salal satu pasal dalam Anggaran Dasar ICPO-Interpol, nama

Interpol resmi'menyebutkan, organisasi ind tidak mencampuri masalah politik,

% Sekretariat Nasional ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, Departemen Luar negert Republik
Indonesia, Jakarta, 1992, him. 196
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. milit_&r, agama; rasial sehingga kepolis_ian suatu negara yang tidak mempunyai
_ hubun;:,an dlplamank dengan negara lainpun dapat salmg berkemmnka51
. 'melalut Jalur Interpcﬁgs. _
Namun tampah.nya hegdsmna yang sudah ada tldak Lukup, para Kepala .
.'Kepohsmn di A31a Tenggara berpendapat agar kerjasama ieb:h efeknf """
dibutuhkan kerjasmna regional yang lebih sempit. Mereka menyadari
~ kerjasama regional di tingkai Asia yang sudah ada masih terlalu luas, sehingga
untuk lebih mengefektitkan kerjasama tersebut, para Kepala Kepolisian di
Asia Tenggara sepakat membentuk ASEANAPOL, vang merupakan forum
atay wadah Interpol-Interpol di wilayah  Asia Tenggara bertemu dan
berdiskusi.

Dalam hal kerjasama regional, markas besar Interpol sendiri sebenamya
sudah mendorongnya. Hal ini dibuktikan dalam Sidang Umum yang dihadiri
oleh Kepala Kepolisian anggota [CPO-Interpol seluruh dunia, selain ada
Sidang-sidang pleno dan sidang komite, juga ada sidang regional (Amerika,
Eropa, Aftika dan Asia) yang terpisah pada hari khusus.

Disamping itu, setiap dua tahun sekali, diselenggarkan sidang ICPO-

Interpol regional Asia yang twuannya mendorong kerjasama regional,

kawasan dan bilateral. Kerjasama regional ini cukup efektif, terbukti dengan

terbentulatya-kantor regionat-ICP Celnterpol-di Banghok tuntuk-kawasan Astay

dan Buenos Aires, Argentina (untuk kawasn Amerika) serta kantor perwakilan

¥ National Central Bureay (NCB) Indonesia- Interpol, Kerjasama Internasional di Bidang
Kepolisian, Jakarta, 1996, him. 89
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 di Abidjan, Pantai Gading untuk kawasan Afrika. Kantor-kantor tersebut
;ﬁ_erupakan.__perpanj_angan_ tang_a_n dari Kantor Sekretariat Jenderal ICPO-

= -.;:.-__I_me_rpoi ya:_ig "-berpusat di _.Lyon -Perancis yang sekaligus berfungsi sebagai

- kantor pusat regional untuk kawasan Eropa™.

.'._Untuk -311&11511gaﬁi kaﬁﬁé ‘péziyaialaguliaali obat,. mereka -ﬂwneﬁipatkan
_Liasion Officer (LO) untuk kawasan Asia tenggara yang berkedudukan di
Bangkok dan #eja’bat ditunjuk scara bergiliran dari masing-masing negara
_._anggata. Sebelumnya Indonesia pernah menempatkan wakilnya sebagai 1O
yaitu Brigadir Jenderal Pol.Sibarani, yang menjabat dalam periode tahun
1978-1992.

Berdasarkan karakteristik kejahatan di setiap kawasan tersebut, dapat
dimaklumi mengapa masing-masing kawasan membutubkan kerjasama
kepolisian yang berbeda di kawasan lain, Tidak cukup hanya kerjasama di
kawasan Asia yang wilayahnya cukup luas, tapi dibutubkan kerjasama yang
lebih sempit untuk memudahkan komunikasi.

Adapun tujﬁan ASEANAPOL sejalan dengan tujuan ICPO-Interpol yaitu

1. Penanggulangan kejahatan internasional di kawasan ASEAN;

2. Tukar-menukar informasi krimini} secara ¢epat dan tepat;

3. “hot pursuif” terhadap lintas batas pada penjahat;

2 5.3 b) b T | 3 1 B e puey
BT URE - R PeTSUTICT Gl TaTI R Ka sl L, O gL liam aaim i

pengalaman satu sama lain;

% Jocir.




:> };.erjasama dl bidang ?Sndidﬂxaﬂ dan teknoleg: kepohsxan

Salah satu buur pentmg yané, dxhasﬂkan dan dxsepal».atx para peserta -

o _:'S1dan§, ASEANAPOL ke }&II dz anei Darussalam awa] agustus 1992 ada!ah L .

Resepakatan 'dibenmknya bauk data ASEANAPOL di - setlap maakas.._
.'-_kcspohsmn Asxa Tenggara dxmia; sebag,: Iang,kah maju data yang konﬁgura&
. .;.dan spesmkasmya akan semgam 11, mterpol masmg—masmg negara Asean
akan - mudah mendeteks: dan -mengarmg pemahat mternasmnal yang
3 berkehaxan ch wﬂayah Asm Tenggara bahkan pemahat dau luar ASEAN pun
o "az\an mudah terdetekm _ 
M1sainya, dalam hal terjadl kasus kejahatan mternas:onal di Jakarta dan
| dlsmyahr para peiaku berasai dan luar negeri. Interpol Indonesia melalui bank
data ASEANAPOL dalam waktu singkat menyebarkan informasi dan data
p:enjai}_at ke éemua jaringan bank data di Kepolisian Singapura, Malaysia,
Th:ailgnd, Philipina dan Brones, demikian juga sebaliknya.
Mienurut rencana bila pembanguman bank data sudah terealisir, bank data
tersebut akan dilubungkan dengan bank dagg yang dimiliki oleh bepm'temenf
instansi yang terkait dengan penanggulangan kejahatan internasional atau

yang tergabung dalam Koordinasi Interpol. Misalnya dengan pihak Imigrasi,

iChufding yang DeKaitan dengan paspor. Diemikian juga bank dafa akan
dihubungkan dengan Direktorat Reserse Kepolisian Kewiilavahan (Polda-

Polda) di Indonesia.

8 ibid, hlm. 90
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hka bank data m; sudah berhmgs: pemn maka ruang gerak pemahat yang _' '

ENr :'-':sudah diketahm 1dentstasnya akan semakm sempit sebab semua toto-foto

dan mstansr terkait.:.yéng terﬂfébung dalam wadah T 1m K.;)(.)Idl.na.Sl Intérpol'.
| __ '. umuk mennfrkus penjahat iezsebut | | | | R
Pnnpman Poirl saat 1tu mengatakan Indonesxa mendukx.mg, penuh unmk ' =
: -_mereahsasll\an Tencana pen bang,unan fibﬁANAPOL I)atabase Usul tentang
‘bank data tersebut sebenamya sudah dllontarkan pada sndang ASEANAPOL
' :_':-Le Xdi huala Lumpur Malays:a dan kemudlan d:baihas kembah secara serius
= pada ssdang ASLANAPOL ke XIdi Smgapma tahun 199] kemudian dalam
_;Slda_ng A_&,EANAPOL ke XII di Bandar Sti Begawan, Brunei Darussalam,
| _' masiﬁgaﬁasing delegasi  menyampaikan makala}i tentang pembangunan
ASEANAPOL._Dambase dan pada akhir Sidang para Kepala Kepolisian
: sepak_at__untuk_ segera merealisasikan dalam waktu dekat.
.:Pada. fahunI()SS, Sidéng Aseanapol ke XV diselenggarakan di Jakarta,
Indonesia. Dalam hal ini sidang ASENAPOL tidak hanya diikuti oleh delegasi
dari 6 (enam) negara ASEAN vang telah terlebih dahulu menjadi anggota,

nammun bertambah pesertanya yaitu Vietnam yang mengirimkan delegasinya,

FEATHUH ™ A BTty msebagat peninfan; - sebagal - persiapan - kemunglinan

diterima ménjadi anggota ASEANAPOL pada tahun berikutnya. Dengan

8 joc it
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| i-"{:1811117&13.11 ASEANAPOL beranggotakan 7 (tujuh) negara yaitu Indonesm

_._'Majaysm, Ph1hpma Thaﬂand Smgapura, anm Darussaiam dan Vletnam _

Pada Sidang ASEANAPOL ke XV yang diseienggarakan da Jakarta telah -

= : :"d‘set“lm bEb‘?Fapa ke&-epdkatan bersama antara Kepaia Kepohs;an negzua- j...f :

I fnegara anggota ASEANAPOL dalam masalah

1.

2

.fl!,vu! J,'ng Trajf ckmo

¥ r_az;.d_u( emf T J_”(_J_ve! Q()L‘l{)n esls;
_ M_z:ﬁeé! As:sisf&r_zce in Criminal Matters;

Cbmrﬁler.cia! Crimes (Bank Offence and Credit Frauds);

_ -P_hqﬁ;nmsh;’p_ Frauds;

Products C;'ozmte;;jéiﬁng;

Lxchange of Personnel and training Programmes among Asean Police
Force;

The Review of ASEANAPO!, Secretarial;

Progress of ASEANAPOL Database™.

Sejak terorisme mulai merehak, terutama atas tragedi Black September

yang menimpa AS, maka kepolisian di berbagai negara mulai meningkatkan

kerjasama dalam pencegahan dan penaganan di bidang terorisme. Satu forum

kepolisian se-Asia Tenggara yang membahas mengenai terorisme adalah

1, i o 0N LN T WY N . N A ) F W oot o B LB e N
SR UL ALY S LA LI AV L G INEHT OO DUHCE RO EINAT UL,

8 jbid, him 91
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1. Sidang tabunan ASENAPOL, ke-22
Sidang tahunan ASENAPOL ke-22 kali ini dilaksanakan di Phnom Penh,
.-K_e__rajaan --K_ar__z_%boja tepatnya di Hotel -Canibo_diai;a dari tanggal 28-30 Mei
- 2002 dan _éﬁi_iﬁtika_padajaiﬁ 9 pagi waktu set._er'npét dan dibuka oleh yang mulia
'.P.erdana Mehteri dan Menteri dalam negerni Mr Sér Kheng. Tujuan yang ingin
dicapai dalam sidang ASEANAPOL adalah Iebih jauh lagi untuk
meningkatszn profesionalisme polisi, menempa kerja dalam bidang kepolisian
dan mempromosikan persahabatan abadi dikalangan kepolisian negara-negara
ASEAN™.
Dalam sidang kali itu dihadini oleh sepuiuh negara anggota ASEAN yang
dipimpin oleh :
1. Kepolisian Brunei Darussalam dipimpin oleh : Komisaris Polisi Dato
Paduka Seri Hj Abdul Rahman Bin Hj Johan
2. Kepolisian Kerajaan Kamboja yang dipimpin oleh : Jenderal Polisi Hok
Landy
3. Kepot.isign Indonesia dipimpin oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Da’i
Bachtiar; SH
4, Kepolisian Laos dipimpin oleh Kolonel Polisi Khampha Sengdara

5. Kepolisian Malaysia dipimpin oleh : Inspektur Jenderal Tan Sri

L N N nd T P ;.
SV el Baeky U
6. Kepolistan Myanmar dipimpin oleh: Brigadir Jenderal Polisi Zaw Win

7. Kepolisian Filipina dipimpin oleh: Jenderal Leandro R. Mendoza

# Joint Communiqué ASEANAPOL XX!. Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 28" 30" May

2002, him.t
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© '8, Kepolisian Singapura dipimpin oleh: Komisaris Polisi Mr. Khoo Boon

T 9Kepohsmn 'I‘ha_ﬂéi)_d.d_ipig}pi_g oleh: Jenderal Polisi Sant Sarutanod ..

10 Kepolisian Vietam dipimpin oleh: Mayor Jenderal Polisi Truong Huu.

Selain ftu konferensi kali ini dihadiri oleh peninjau dari Sekretariat
ASEAN I_ yait’u Dato” Ahmad Moktar Selat dan Mr. Pratap Prameswaran dan
: pem.{akﬂan.dad ICPO-Interpol yaitu Mr. Stephen Lo dan Mr. Scott Horace

Girling. Topik konferensi ASENAPOL ke-22 kali ini membahas tentang
tppik_ya_ng_luas dan menguntungkan
o 1. ?crda@i&pgan_Gelap_Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Narkoba);
2. Perkembangan Sistem Data Base ASEANAPOL;
3. Bantuan Timbal Balik yang Saling Menguntungkan dalam Masalah

Kriminal;

4, Kejaharax; dalam Bidang Ekonomi dan Perbanakan serta Pemalsuan Kartu

Kredit;

5. Dokumeq Perjalanan Palsu;
6. Cyber Crime/ Kejahatan Dunia Maya;

7. Pemalsuan Lintas Negara,

[+ 5 Tcxw;amc,
9. Pertukaran Personil dan Program-Program Latihan di Kalangan Kepolisian

ASEAN".

M foe it




' anfc;r_eﬁsi kali ini menghasitkan beberapa keputusan :

o 1 . _Perd.a:gé.ng.an Gelap Na;kﬁti_ka désl Obat-obat Terlarang (Narkoba)_

R : a Meianjutkdn _ pe,rtukdmn mteiuen, __infm__’n)asi_ ._dan .1ﬁod{3_s -ab_.elrandi
"pél.'dag.éngau narkoba pada batas lintas negara

b. Mendorong negara-negara di ASEAN untuk mengadakan operasi
terkoordinasi dalam masing-masing negara untuk menckan peedaran
narkoba

C. Melanjutkan usaha untuk menmngkatkan kerjasama dengan kelompok-
kelompok/ badan perlawanan terhadap perdagangan gelap narkoba.

d. Melanjutkan pendidikan pencegahan narkoba secara intensif di
sekolah-sekolah dan masyarakat. Memperbaharui  secara detail orang
penghubung di tiap negara ASEAN untuk tujuan hubungan dan
pertukaran nformasi dan intelijen untuk menjamin kecepatan aliran
surat ~menyurat dan penyelidikan dalam masalah kriminal.

f. Berusaha memperluas kerjasama dengan Unifed Notions fnternational
Drug Control Program (UNDCP) untuk mengembangkan kapasitas

dan infrastruktur untuk memberantas perdagangan geiap narkoba.

2. Perkembangan Sistem Data Base ASEANAPOL

4. Memben catatan bahwa Komiie teknk yang telah memberikan laporan
bahwa usulan awal untuk membangun infrastruktur VPN Interpol tidak

dapat - dilaksanakan karena proyek Atlas telah dikesampingkan karena

% ibid , hlm. 3




masalah finansial dan hal-hal yang berhubungan dengan kontrak.
Komite Teknik ADS telah__ mgmberik_an sebuah perubahan usulan yang
telah diperbaiki - untuk -mengimp_lémentasikan- usulan ADS yang
berbasis jaringan dan protokol intemet. Disamping it juga untuk
menggéﬁ dengan kalaﬁ;géﬁ indusﬁ untuk kemungkinan sponsorship
dan pengembangan sistem yang baru. Hal ini telah diusulkan oleh
sebuah grup kerja yang terdini dari wakil-wakil semua negara yang
berpartsipasi yang dibentuk menjadi proyek yang baru®.

b. Memberi catatan terhadap laporan ketua ASENAPOL  yang
mengundurkan diri bahwa beberapa negara belum menjadi anggota
penuh dari sistem data bése karena keterbatasan sumber daya finansial.
Hal itu telab diusulkan bahwa usaha-usaba tersebut seharusnya telah
dibuat untuk membantu negara-negara tersebut menjadi anggota penuh
ADS pada konferensi ASEANAPOL berikutnya. Usulan tersebut
seharusnya didukung oleh semua negara anggota.

3. Bantuan Timbal Balik vang Saling menguntungkan dalam Masalah —

Masalah Kriminal

a. ."Melanjudcan persetyjuan-persetujuan  bilateral dan  mulilateral

diantara negara-negara yang terlibat dalam pemberantasan terhadap

! W Y
nu_;anal.an.
b. Melanjutkan usaha untuk mendorong masing-masing negara untuk

memberikan  informasi  kepada  pemerintah  mereka  untuk

% ibid,, blm, 5
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mempertimbangkan penandatanganan nota kesepabaman mengenai

'baiuxtuan timbal balik dalam masalah kriminal™,
4, _Kejabatar; d_ala_m Bidang Ekonomi dan Perbanakan serta Pemalsuan Kartu
B.Iedit .B&_.:_i_{erja _éeca;_‘a iebih ééfin_at_ __dengaﬁ bank dan -iﬁdustri kartu kredit

dalam melawan kejahatan di bidang ekonomi dan perbankan.

n

Dokumen Perjalanan Palsu

a. Melanjutkan usaha untuk berbagi dan bertukar informasi dan inteiijen
pada dokumen-dokumen perjalana palsu.

b. Bekerja secara cermat dengan pihak-pihak berwenang terhadap
dokumen perjalanan dan dokumen-dokumen yang keluar

¢. Bekerja secara lebih cermat dan memperkuat kerjasama dengan
kelompok penegakan hukum yng relevan di masing masing negara
dan dengan demikian dapat meningkatkan ukuran pendeteksian
terhadap semua jalur kelvar dan masuk.

6. Cyber Crime/ Kejahatan Dunia Maya

a. Menﬁorong pertukaran informast antara negara-negara anggota yang
berbubungan dengan cyber crime

b Menganjurkan unwk dijadikan pertimbangan oleh masing-masing

pemerintah untuk  persefujuan-persetujuan internasional mengenai

vavitvan - buik - secara - bitaterat-taapanivltiisera-dalam penyelidizan

cyber crime

M ihid, Wim, 5




¢ Meningkatkan kerjasama dan kordinasi penegakan hukum dalam

berbagi informasi dan mengembangkan program dan aktivitas untuk
' .si_'l_n.u.l__asi _i_atih_ar_i bersama”, | |
7 PemaisuaantasNegara o

Me}aniiiéicml. uséﬁa ﬁntuk memberikan bantuan secara penuh dan

kerjasama diantara negara-negara anggota untk memecahkan masalah

pemalsuan intemasional.
8. ‘Terorisme

a, Men{persilahkan anggota ASEANAPOL untuk bekerja bersama untuk
memerangi terorisme dengan dukungan komunike bersama yang telah
dikeluarkan dalam ASEAN Ministeral Meeting on Terrorism yang
diadakan di Kuala Lumpur pada 20-21 Mei 2002,

b Berkomitmen untuk mengembangkan pembangunan kapasitas untuk
memastikan bahwa tiap negara anggota ASEANAPOL mempunyai
kemampuan untuk memonitor secara efektif, berbagi informasi dalam
memerangi segala macam bentuk dan aktivitas teroris.

¢. Menyetujui untuk meningkatkan kerjasama para penegak hukum

© melalui  berbagi  pengalaman dalam memerangi  terorisme  dan

pertukaran informasi terhadap tersangka teroris, organisasi, dan modus

operaidi
9. Pertukaran Personil dan Program-Program Latihan di Kalangan Kepolisian

ASEAN

% jhid., hlm. 6
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a T arub 111enyadzak*m Jadwal waktu. lanhaﬁ dari negara-negara anggota
"'tepat pada waktunya, dikhususkan pada hal-hai yang dapat mereka
e tawarkan kepada calon-calon dan neg;ara-neg_,ara an;:,g,ota

b _._.Meianjutkan usaha untuk meug,adakau workshop-worksbop dan _
B seminar-sentinar, kumun;ﬁn kerja dan pertukaran personil khususnya
teratar ..dal_am latihan, investigasi dan teknologi informasi agar dapat
berbagi keahlian dan memperbaharni teknik polisi terbaru pada
kerjasama bilateral dan multilateral®.

¢. Kepolisian Thailand akan menjadi tuan rumah Joint ASEAN Senior

Police Officers’ Co_urse (JASPOC) ke-12 pada akhir 2002, Waktu
pelaksanaan JASPOC sedikitnya 2 minggu dan meliputi hal-hal
dibawah ini

L. Penggunaan teknologi dalam kerja polisi yang modern;

e

Peredaran gelap navkoba;

3. Terorisme;

4. Immigran gelap,;

5. Pengembangan sumber daya manusia;

6. Kejahatan di bidang ckonomi yang meliputi dokumen

perjalanan palsu dan Pemalsuan dokwmen perjalanan, cyber

crimne, pemalsuan.,

7. Menjaga ketertiban masyarakat

% ibid him. 7
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- d. Mendukung usulan Singapura untuk menyediakan dukungan logistik
'untul'c latihan anggota ASEANAPOL dan para pihak yang mempunyai
-. -_k_e_m:an_lbuan dalam hal memerangﬁ terorisme. Latihan telah disédi_akan
f:n_.ae_n.géﬁz:i.i:-lﬁ_z_ii-hai._dib.awah ni tap._i.-._tl_'dak. ferbaté# pédé :. .
a. Investigasi pasca peledakan;
b. Deteksi bom dan ledakan;
c. Pengamanan Airport;
d. Pengamanan paspor;
e. Bio-Terorisme;
. Analisis intelijen.
e. Mengembangkan program latihan dan mengadakan pertemuan reguler
untuk memperkuat kemampuan yang telah ada dan pertukaran latihan
terbaik dalam melawan cyber ¢rime termasuk pertukaran intelijen dan

mengadakan latihan bersama’”|

2. Sidang ASEANAPOL ke-23
Sidang ASEANAPOL ke-23 kali ini dilaksanakan di Manila, Filipina
berlangsung di Hotel Manila di Gae Rizal Park dari tanggal 28-30 Mei 2002

dan dibuka secara resmi pada jam 9.15 pm pagi waktu setempat dan dibuka

Olen ™ tant KelioTharan dan “pembicara terhormat yaitu Jose D Lina Tt

Sekretaris Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan lokal. Konfrensi

ASEANAPOL kali ini lebih didominasi pembahasan bagaimana semua

" ibid,, him. §




| 'kepohsxan memerangi teronsme yang sudah menjadx musuh barsama Tvguan |
yang mgm d;capm da]am sxdang ASEANAPOL adalah untuk lebih Jauh

§ "memngi\atkan proff:sxonahsme pohs: menempa kerja dalam bldang kepollslan S

T .:'_-.é.dan mempron1031kan pexsahabatan abadx dlkalangan kepo zs:an negara—negara-
) ASEAN)S SO . SR .
Dalam s;dang, kali mi dihadiri oleh sepuluh negara anggota ASEAN yang
g -dxp_implf’ _o_leh 7 4
I. Kepolisiaﬁ Brunei Darussalam dipimpin oleh : Komisaris Polisi DCP PG
 Amad PG HI Damit
2. -Kepaj_isign Kerajaan Kamboja yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Polisi
~ Map Chandra.
3. Kepolisian Indonesia dipimpin oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Da’i
Bachtiar, SH.
4. Kepolisian Laos dipimpin oleh Kolonel Polisi Khampha Sengdara.
5. Kepolisian Malaysia dipimpin oleh : Inspektur Jenderal Dato’ Seri Mohd
Bakri Bin Haji Omar.
6. Kepolisian Myanmar dipimpin oleh: Mayor Jenderal Polisi Khin Yi.
7. Kepolisian Filipina dipimpin oleh: Jenderal Hermogenes E. Ebdane, JR.

8. Kepolisian Singapura dipimpin oleh: Komisaris Polisi Mr. Khoo Boon

Hut:
9. Kepolisian Thailand dipimpin oleh: Jenderal Polisi Tawachai Pailee,

10. Kepolisian Vietnam dipimpin oleh: Mayor Jenderal Polisi Pham Van Duc.

B Joint Communigue 23 ASEAN CHIEES OF POLICE CONFERENCT, Manila, Philipines 8% -
12" September 2003, hlm 1




i Seiam 1tu konferensz kah ml dihadm oleh pcmngau dar; Se‘kretanat ASEAN

_ dan perwakzian dan ICPO-Interpo} serta dan Austarhan Federal Pohce dan '

o New Zealand Pohce

S -.]oplk konfczensn AS%:NAPOL ke—23 kai ;m membahas tentang top1k yang,

s sahn;ameng,uratungkan vaitu:
a Terom_s:m_e;
b Pér_dag_a_ngan Gelap Narkotika dan Obat-obat Terfarang (Narkoba);
i C. 'Perk;mbangan Sistem Data Base ASEANAPOL:
- d. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah — Masalah Kriminal;
e 'A_ntj _Penéucian Uang;
f. Dokumen Perjalanan Palsu;
g Cyber Crime’ Kejahatan Dunia Maya;
h. ~ Pemalsuan Lintas Negara dan Kejahatan dalam Bidang Ekonomi:
1. Pertukaran Personil dan Program-Program Latihan di Kalangan;
Kepolisian ASEAN,
Resolusi berikut ini diadopsi selama konferensi berfangsung :
1. Terorisme
a. Pertukaran informasi/intelijen yang berkaitan dengan organisasi

teroris, perencanaan, pembiayaan, dan latihan keamanan untuk

pengamanaan even in.emasional.
b. Memehhara sebuah daftar ASEAN Police Counter Terorism [nils

untuk referensi yang siap pakai.

#ibid,, him, 3
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c. -Memonitor dengan cermat munculnya kelompok militan dan radikal
- ya"ng' _mu?a_i timbul dan mengambil tinda_kan tegas terhadap mereka

: :'-'_d_ar_i_-'-;__perkembangnnya hingga - -menjadz’ kelompok teroris -ye_in_g :

. d_. | Mpﬁ.géi.nb.aﬁgkan program latihan dan mengadakan rapat reguler
mntuk  meningkatkan  kemampuan dalam investigasi, intelijen,
pengﬁwasan, deteksi, monitoring dan pelaporan aktivitas teroris.

e. Bekerja untuk kriminalisasi terorisme supaya negara-negara anggota
yang tidak mempunyai perundang-undangan  terorisme  agar
mengusulkan kepada pemerintah  masing-masing negara untuk
membuat undang-undang yang mengkriminalisasi terorisme.

f. Tiap negara setuju untuk menyediakan informasi intelijen mengenai
terorisme dan aktivitas lain yang dapat menganggu event-event
internasional yang akan berlangsung yaitu

o Asia Fasific Economic Conference (APEC) di Thailand pada
oktober tahun 2003;

®  ASEAN Summit Meeting di Indonesia pada Oktober tahun 2003;

e Southeast Asian Games (SEAG) di Vietnam pada Desember

tahun 2003

2, Perdagangan Gelap Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Narkoba)
a. Melanjutkan usaha unutuk mengadakan perfukaran informasi secara

bilateral pada perdagangan narkoba pada lintas batas negara.

9 kil him, 4
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' .___Memperbahanu daﬁar konrak person di tiap negara ASEAN untuk
-_men}amm aliran keaep"nan dan surat menyurat dan menyehdakl

_' .'_masaldh kriminal .

L :_.Menmgkatkdn peiaksanaan opemm yan.g terkoordmasz dalam batas- :

batas masing nega;ra dengan tujuan pencegahan terhadap perdag,angan

na:rkoba.

d. Melihat lebih jauh untuk kerjasama dengan United Nations Office on

Drugs and Crime untuk mengembangkan kapasitas dan infrastruktur

untuk melawan perdagangan gelap narkoba,

. Mengembangkan latihen yang bersifat regional dan program

pertukaran personil dan mengadakan konferensi secara reguler

mengenal perdagangan gelap narkoba.

3. Perkembangan Sistem Data Base ASEANAPOL

a. Tiap negara anggota dan vendor yang telah disetujui yaitu Singapore

Engineering Software (SES), untuk mempelajari secara rincl dan biaya
terakhir dalam pengembangan system yang baru selama pertemuan

komite teknik ADS yang berikutnya.

. Mendukung usulan komite teknik ADS bahwa kelompok kerja

tersebut akan bertemu sedikitnya 3 kali dalam setahun untuk

dern I Lol ol ST X )
Hlvticoiinced fcblsditry G pPuiabhodiladil Wl L /lso,

c. Kepolisian Thailand tetap sebagai anggota ADSTC yang aktif




d. Anggota ASEAN ADS.yang‘ telah ada untuk menyediakan bantuan
teknik untuk negara anggota yang baru'"'.
R 4. Bantuan _Hukmn Timbal Balik dél_asn Masalah Kriminal
o d hap _u'egara yang tida_k_ memihki bantuan timbal balik pada masalah
knminal supaya merekomendasikan  kepada pemerintah masing-
masing negara untuk membuat undang-undang mengenai Mutual
Assistance Criminal Matters Act (MACMA),

b. Mendorong pemerintaban masing negara untuk membuat perwira

penghubung atau atase polisi di negara ASEAN,
5. Anti Pencucian nang

a. Meningkatkan kerjaéama dan kolaborasi regional diantara negara
anggota dalam mengimplementasikan hukum anti pencucian uang di
masing-masing negara,

b. Tiaia negara anggota yang tidak mempunyai anti pencucian uwang
supaya mengusulkan kepada pemerintahan mereka untuk membuat
undang-undang yang sesuai dengan standar internasional.

¢. Mengadakan latihan untuk mengembangkan keahlian dalam bidang
investigasi pencucian uang.

6. Dokumen Perjalanan Palsu

a. Meningkatkan Kemampuan penegakan hukum  melalur  berbagal

keahlian tekmik.

M hid, him. §
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b. Meﬁ_gik;&ti sta_ndar .i_ntemasional_ sesual dengan p_roéedur_ ‘keamanan

) -pe_;ﬁe‘ﬁnfah _dal_a@n ._n__ael_im.imsgi _dok_mnen_. _:---perjaia_haﬁ terhadap
pemalsuan den pelipatgandaan, | '

¢ Penukarmn iformasi inljen Khususnya taadap keaneha
'_i;e:.e.i:zléh.aﬁ, cmcm : kéﬁlﬁanmﬁ .d.an. _metode pendetéksiaﬁ: dokumen
perjalz;nan setiap negara.

'd. Mengadakan penyasingan secara teliti dan memonitor pintu keluar dan

masuk kepada ke negara anggota yang tidak membutuhkan visa'*.

7, Cyber Crime/ Kejahatan Dunia Maya

a. Merekomendasikan kepada masing-masing negara untuk membuat

undang-undang e-commerce atan yang sejenis dengan itu sesuai
dengan standar yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mengembangkan kerjasama dalam memerangi kejahatan cyber crime
melalui  informasi yang bersifat teknik lainnya. tennasuk pada
perangkat lunak komputer,

Mengembangkan keahlian dalam investigasi cvher crime termasuk
standarisasi dari perangkat lunak untuk meningkatkan kemampuan
dalam bidang pembagian dan pengumpulan bukti digital yang lebih

o 103
baik!®.
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Pemialsiian Tintas Negara dan Kejaiiatan datam Bidang Ekonomi

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi diantara unit-unit Khusus

yang telah diikutsertakan dalam pemberantasan terhadap kejahatan

2 ibid, him, 6
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. f_-melahu kontak mstxtuSI dan personal untuk mena:nbah saluran_

. .komumkas me}alm bagxan ASENAPOL/INTERPOL

o :mfonnasﬂmtehjen melalw ASEANPOLHNTERPOL dalam

ubhkas1 mdnual dan benta-benta terbaru oleh tlap negara_'_

'.'_anggota da!am penambahan maten d1 websﬂe Maten yang te}ah
:.'_-d;hlasﬂ” kasxkan unu:k dlseba:kan meiaut kontak kontak mstitusi
| "::_ : '_matlp;.zn secara personal .
9 1~”ertukara31 Persomi ddll Program-Program Latihaﬁ di Kalangan
o Kepohs_lgn ASEAN_ | |
. a. Indonesmbersedxa : men_gadakan Senior Police Command don
4 'Md};agement_ﬁpyfse yang ditawarkan kepada setiap negara anggota.
b. Malaysia befsedié mengadakan Police Basic and Advance Courses
-yang ditawarkan kepada setiap negara anggota.
¢. Filipina mengadakan Counter-Terrorism Training Program yang
dii_a_war_k_an kepada sgt_iap negara anggota.
d. Singapura meuyediakan dukungan logistik untuk latthan Cowunrer-
Terorism yang disebutkan pada paragraf 7.9.4, pada komunike
bersama konferensi ASEANAPOL ke-22 .

Selain itu Filipina diminta untuk mengatur kompetisi menembak sebagai

104
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ASEAN Senior Police Officer Course (JASPOC) ke-13 di Filipina. Konsultasi
dan study lebih lanjut dilakukan dengan usulan pembentukan sekretariat

ASEANAPOL yang permanen. Para peserta konferensi menyepakati bahwa
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'-konferene;i AbEANAPOL ke-’>4 akan dﬂaksanakan dl rheuiand “Fuan :rumah :
| : _akan menentukan wakru dan lempat kca,feren&

Konferensz 1m jﬁ}:ﬁ mendukung, program kerja untuk mengxmplementa31»_ -

"_;-:'_:’-kan ASPAN P]Em oj Acnon untuk memerangl kejahatan lmtas neg,ara yang_:

"..:.".dlad0p31 darl Armua! bemor Off:cmi Mee!mg on 1 ransnafzonal Crime
: _(_SOMTZC) ige_,—?___ya_ng_ madakan di Kuala L_ump_m' pa_da 16-17 Mei 2002 dan
_.ményét_ﬁjui._ unnik . mé;ih;gkatkan kerjaséma dengen  SOMTC dan juga
:_. l;erjg#éhm dgngag. mél_;ﬁt_ﬁéﬁw ASEAN yang lain termasuk pertukaran
i_nfomria's'i d_a_iam_ mg}a\yéu_a segala macam bentuk kejahatan lintas negara.
- :St_e:ia_in itu m_éreka menyeiujﬁi konferensi AS_ENAPOL ke 23 pada tahun 2003
 akan diadakan di Filipina difana waldtu dan tempat akan ditentukan oleh tuan
niiﬁajl. Seléin itu tuan rumah konferensi berikutnya harus memeriksa kembali
hal mengenai agenda dan topik-topik diskusi yang dibagi dalam beberapa
komisi'®
Keputusan dari sidang ASEANAPOL  kali ini banyak lebih dititkberatkan
pada masalah terorisme. Hal ini dapat kita lihat dari sidang komisi C. Yang
berusaha mérumuskan langkah-langkah yang efisien dan konkret dalam
penanganan teorisme di kawasan Asia Tengpara, walaupun kita ketahui

bersama bahwa kejahatan-kejahatan internasional lintas negara (fransnational

crimie) yang iain juga tigak iuput dan perhatian sidang kah 1. I semua nidak
lepas dan beberapa tragedi terorisme yang dialami beberapa negara ASEAN,

terutama tragedi bom di Bali, Indonesia dan serangkaian aktivitas terorisme di

Y9 bid, him, 7
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. :_'J_akart:a._ yaitu tragedi di __Ho_te} JW Marriol yang lebih menggugah kesadaran
| ._ kiza_keml.)é_l.j mengenai e_ks_istens_;‘ teroﬁszxae dan teroris di Indonesia. Selain itu
_ .':juga -a_dé .-i_)_et:;e:apa_ kejéh_atan internasional lain yang berhﬁbtmgan dengan
. = Le;ahatan mtemasmnai I_ *_-éénéohuya -i_(_éj_a...hii;._':ﬂ_l. pencuman | vang - (Money

~Laundering) dan penyelundupan senjata (Arm Smuggling)

- 3, Sidang ASEANAPOL ke-24

Sidang ASEANAPOL ke-24 kali ini dilaksanakan di Chiang Mai,
‘Thailand berlangsung di Hote! Imperial Mae Ping dari tanggal 16-20 Agustus
2004 dan dibuka secara resmi  pada jam 10.00 malam waktu setempat.
Konferensi kali ini dibuka oleh tamu kehormatan Jenderal Chawlit
Yongchaltyudh, wakil dan Perdana Menteri Thailand, Tujuan yang ingin
dicapai dalam sidang ASEANAPOL adalah untuk lebih jauh meningkatkan
profesionalisme polisi, menempa kerja dalam bidang kepolisian dan
mempromosikan persahabatan abadi dikalangan kepolisian negara-negara
ASEAN'™ Dalam sidang kali ini dihadiri oleh sepuluh negara anggota
ASEAN yang dipimpin oleh :

I. Kepolisian Brunei Darussalam dipimpin oleh : Komisaris Polisi Datu

Paduka Seri Hj Abd Rahman bin Hj Johan

4. Kepolisian Kerajaan Kamboja yang mp:mpm oleh ; Komisaris Jenderal

Polisi Hok Lundy

198 Joint Communique of the 24" 4ASEAN ( “hiefs of Palice Conference, Chiang Mai, Thailand, 16"
-20™ August 2004




o 3. :hepohslan indonesm d;.pnnpm oiah Koxmsans Jendrai Dis. Adang_
R Darad)atun

S 4 I&epohsxan Laos Giplnlplll oieh Kolonei Poiisl bomvang Thamma51th

'3: :- j:'_:__"_'S__._'f'*_Kepohslan Malays1a dlplmpm oieh Inspektur Jenderal Tan Sn Mohd. R

o Bakri. bm Haﬁ Omax |
:"6.__ .-ﬁ___ep_ohs;an My_an;nar dlp}';_npin oleh: Brigadir J enderal Polisi Zaw Win
’] i}_{epd_i._isié:njf’ﬂipﬁla di__p_ifnpin oleh: Jenderal H_eﬁﬁogenes E. Ebdane, JR
8. IKebol_isi_an Singapura dipimpin oleh: Komisaris Polisi Mr, Khoo Boon
_Hui |
9. Kepolisian Thailand dipimpin oleh: Jenderal Polisi Soontom Saikwan
10. Kepolisian Vietnam dipimpin oleh: Mayor Jenderal Polisi Tran Van
'fhao
Selain itu konferensi kali ini dihadir oleh peninjau dari Sekretariat
ASEAN dan perwakilan dari JCPO-interpol serta dari Australiun Federal
Police dan New Zealand Police. Topik konferensi ASEANAPOL ke-24 kali
mi membahas tentang topik yang saling menguntungkan yaitu;
a. Perdagangan Gelap Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Narkoba);
b. Perkembangan Sistem Data Base ASEANAPOL;

¢. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah — Masalah Kriminal;

d.” Terorisme;
e. Penyelundupan Senjata;
f. Kejahatan dalam Ridang Ekonomi dan Perbankan serta Penipnan

Kartu Kredit;
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2. C’yéer Criste/ Kejahatan Dunia Maya;

h.  Dokumen Perjalanan Palsu;

i, Pemalsuan Lintas Negara ASEAN;
i ey
k, Peﬁukarén Personfi .dan Program-Program Latihan di Kalangan
Kepolisian ASEAN;
L Drafting Joint Communigue’™.
Setelah 11;eiaiui diskusi —diskusi yang ekiensif, para peserta konferensi
menghasilkan resofusi di bawah ini :
1. Pcrdagangmz Gelap Narkoba.

a.  Melanjutkan usaha untuk mengadakan pertukaran informasi dan
inteiljen mengenai perdagangan narkotika pada batas lintas negara
dan pertukaran dafiar target operasi dari sindikat narkoba,

b. Membagikan dafiar terbaru orang penghubung kepada setiap iegata
untuk meyakinkan kecepatan aliran dari surat menyurat dan
penyelidikan.

¢. Meningkatkan usaha untuk mengadakan operasi yang terkoordinasi
dalam batas-batas negara masing=masing,

d. Menyediakan bantuan Surat Perintah Penangkapan terhadap buronan

Hafkova yang dipercayd mencart tempaf perlindungan dalam suatu

negara ketika diminta oleh negara lain.

07 ki hlm, 2
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Memberitahukan dengan segera kepada setiap negara dari segala

i macam tipe baru dari penemuan narkotika dalam suatu negara yang
;di_percaya diperdagangkan yang merupakan ancaman terhadap suatu

| _:....._daerah. o

Melihat lebih jauh kerjasama dengan United Nations on Drugs and
Crime dalam rangka peningkatan kapasitas dan infrastruktur, untuk

mengontrol perdagangan narkoba dn bahan-bahan kimia secara dini.

2. Perkembangan Sistem Data Base ASEANAPOL

a.

Menerima sponsorsip dari Hewlett Packard (HP) untuk server-server
yang dibutubkan untuk e-ADS,
Mengizinkan dan menyetujui Vendor Singapore Engineering Services

untuk mengembangkan sistem aplikasi e-ADS.

Mengingatkan bahwa pertemuan ADSTC berikutnya akan diadakan di
Indonesia.
Bekerjasama = menjelang  peluncuran ¢-ADS  pada Konferensi

ASEANAPOL 2003 di Indonesia.
Mengatur ADSWG untuk mempertimbangkan dan meyakinkan non-
duplikasi dari informasi yang dibvat dan tersedia pada e-ADS data

base Interpol yang telah dikembangkan sebelumnya.

Mendorong hal —hal yang bersitat non pariisipatlf tiap-tiap negara

untuk bergabung dalam proyek-provek e-ADS!™

98 ipied, him. 3
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3 Baﬁ_t_ﬁaxa Timbal Balik dgi'iam_ Masalah ~ Masalah Kriminal
é. _ _M_endqrong secara i:ontinyu tiap negara anggota untuk menganjurkan
- "'-.--:."k_épad_éi :'-}5611’1”61‘1;31?!’31]){& maéi_ﬁg-_ma_s?ng "immk 'mer_ni)uat. _uﬁd_ang—
e e U i it o
_:kﬁ@ﬁal' A

b.  Menyediakan .tindai_{an-ﬁndakan yang komprehensif’ dalam bantuan

" hukurmn dalam rangka penciptaan keadilan hukum vang efektif

¢. ‘Mendorong negara-negard anggota untuk mengadakan persetujuan-
persétujuan internasional untuk memfasilitasi bantuan timbal balik
dalam masalah - masalah criminal.

4. Terorisme

a. Meningkatkan pertukaran pengetabuan, intelijen dan informasi
mengenai teroris. Militan- militan dan kelompok-kelompok radikal
serta menyediakan daftar target operasi teroris dalam suatu wilayah,

b, Menciptakan daftar kontak agen-agen atan orang-orang untuk berbagi
dengan anggota negara lain untuk memfasilitasi kerjasama melalui
jalur cepat.

¢. Menyediakan informasi dan laporan intelijen kepada negara anggota

mengenai teronsme yang dapat menghambat acara-acara penting

dalam suatu wilayah ASEAN, antara lain pertemuan ke-> ASEAN
pada oktober 2004 dan ASEAN Sumwmit di Laos pada November

2004,

%9 Joc.ir,
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: S Penyeludupan Senjata
_Mendomng lzegaré-Ilegara anggéta untuk mengadops1 hukum
_:_:meng,enas penyeludx pan senjata secara efekuf R : . .
' _.;Pemikaran mfonnas; dan mtehj ea dmntara negé;a.»”ne.gara anggota |

'Mendorong negara anggota untuk mengadakzm operasi yang
'texkoordmasa uniuk menangkap para penyedia/ pedagang senjata-

senjata ﬂie;pai

6. Kq;almtan dalam B1dang Ekonomi dan Perbankan serta Penipuan Kartu

~ Kredit « '

A,

- Memajukan kerjasama yang erat dalam kerangka penegakan hukum

diant_afa Negara anggota.

Memajukan pertukaran infonnasi/ intelijen terkini dan modus
operandi,

Bekerjasama lebih erat dengan perbankan dan industri kartu kredit
untuk memantau hubungan yang kuat.

Meni;ngkatkan kemampuan dan pengetahuan para polisi.

Menimbulkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai

tindakan-tindakan preventif

7. Cyber Crime [ Kejahatan Dunia Maya

4.

Mengembangkan kerjasama yang lebih erat diantara negara anggota
dalam pertukaran pengetahuan, khususnya dalam hal-hal hukum vang

relevan, kerangka bukum dan ancaman-ancaman akhir-akhir ini.




b,

Meningkatkan pengetahuan atas pengaman khusus untuk mendeteksi
dok;;;ﬁ_en—dokmnen paisu melalui kelompok-kelompok {atihan dan
pekerjaan yang ahh dalam bidangnya.

_Bek_é_rjéséma _-'_s:e..car_a_ érat, khususnya pada permintaan untuk bantuan
dan penyelidikan pada wakiu yang tepat.

Mengadakan poin-poin penghubung untuk membantu memfasilitasi

dalam negara ang_;rgeatal >

8. Pemalsuan Lintas Negara ASEAN

4.

Mengembangkan jaringan-jaringan yang telah ada untuk memfasilitasi
ketentuan-ketentuan mengenai bantuan.

Menyetujui poin-poin kontak dan saluran-saluran komunikasi yang
spesifik untuk memenuly permintaan-permintaan dari negara anggota
yang fain tepat pada waktunya.

Pertukaran pengetahuan, informasi dan intelijen pada pengembangan

dan tren-tren pemalsuan lintas negara.

9. Perdagangan Manusia

a.

Menyelaraskan dan berbagi mengenai konsep umum dan kerangka
dari hukum yang berhubungan.

Mendukung pengadopsian dari National Plan dari negara anggota

UK MEeTang: peraagangan manusia,
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c. . Mendqrong ﬁega_ra anggota untuk menyetujui perse_tujuan persetujuan
_ﬁi}_a_t@fa! _aféup_m_i multilateral dalam memerangi perdagangan manusia
. Gan banien bagi parakorban, | |
_-d. Memperkuat janugan | i\erjasama '. .I..i;a;‘.?:i()..r_.lfc’;i_,.._.'.rég.ipnal | -mﬁﬁp@
in.té.n:iaéié_ﬁ.a!. o

e. Memelihara kerjasama yang erat pada pertukaran informasi dan

 intelijen.

f. Menekankan kebutuhan garis tegas untuk mengontrol perbatasan.

g Membangkitkan kesadaran masyarakat'''.

i0, Permkarz;n Personil dan Program-Program Latthan di Kalangan
k.epolisian ASEAN

a. Melanjutkan usabia untuk menginformasikan dan pertukaran program-
program latihan yang menguntungkan negara anggota.

b. Mendorong negara —negara anggota dengan kemampuan khusus untuk
membagi pengalaman dan keahliannya dengan yang lain melalui
latihan, kunjungan para instruktur dan program penambahan petugas.

c. Mem.buat daftar para ahli/ instruktur polisi ASEAN dalam svatu dafiar

tertentu yang telah didaftar dalam komunike bersama dalam rangka

untuk memfasilitasi pertukaran para instruktur pada masa yang akan

datang,

M hid, him. 4.
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B d Mengorganmr secara tahu*xan kompetlsx menembak diantara negara

- 'ang,gota ASEAN yannr ke-2 yang akan diadakan d1 Indonesxa pada

- 'tahun 2005

-_Mengmgatkau bahwa padd Joml ASLAN Scmor Po!n;e Oﬁzcars

- Course UASPOC) akan diadakan di Thailand pada awal 2005 dan

o yang ke-15 di Indonesxa pada akhir 20054,

Para peserta konterens: Juga telah menyetujui konferensi ASEANAPOL ke-25

akan dl&dakan di ].ndonesaa pada tahun 2005, Tuan rumah menentukan waktu

da_n tempat koni“erensl_. Kejahatan di laut juga dimasukkan sebagi topik diskusi

pada k__onfcrénsi mendatang.

‘Dari beberapa pertemuan tersebut, kerjsama ASEANAPOL dalam bidang

teronisme meliputi ;

1.

Pertukaran dan berbagi informasi dan intelijen dalam pencegahan dan
memerangi segala macam dan bentuk terorisme yang meliputi teroris,
organisasi, modus operandi, perencanaan dan pembiayaan dan
aktivitas lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.

Kemampuan untuk memonitor secara aktif atas munculnya kelompok
militan dan radikal yang mulai timbul dan mengamini tindakan tegas

terhadap mereka dari perkembangnnya hingga menjadi kelompok

i

terorisyaig berkembuny,

M2 bid, him. 5
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Kez Jasama dalam penegakan hukum meialui berbagi pengalaman

_-_'_dalam memer'mg,l terorisme - seé,aia macam bentuk dan aknwtas
_terorisme. R

4 Latlhan kcamanan untuk pengamanan evcm»evem mternasmnai

5. Pendataan semua daﬁm ASLAN Pol:ce C ounter ] errorism units untuk
g¢f¢x¢11s_1.

6 '.Pégigelnbasigaxl_ program latihan yang sudah ada.

7. Rg_paf f_eguler yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam
_invesfig_asi, intelijen, pengawasan, deteksi, monitoring dan pelaporan

' 'ékt.ivitas feroris.

8. Adanya kerjasama teknis meliputi investigasi pasca peledakan,

deteksi bom dan ledakan, pengamanan bandar uwdara, pengamanan

paspor; Bio-Terorisme, analisis intelijen dli.

Implikasi dari setiap perternuan ASEANAPOL adalah bahwa setiap negara
anggota mempunyai perspektif yang sama mengenai kejahatan internasional
ferutama ferorisme dan dapat mengambil tindakan bersama apabila hal itu
menyangkut beberapa negara dan melewati batas-batas negara dalam wilayah

Asia Tenggara. Hal yang terpenting juga dari pertemuan tersebut adalah

adganya komunikast yang erekiif diantara negara anggota melaly kepolisian
masing-masing negara sehingga negara anggota dapat saling berbagi dan

bertukar informasi mengenai segala hal yang menyangkut pencegahan dan

penanganan kejahatan internasional termasuk di dalamnya kejahatan dalam




o 'b_id_ang terorisme. Hasil yang dapat dilihat dari komunike bersama melalui
_ sidang ASEANAPOL adalah dengan ditangkapnya para teroris dan beberapa

- sudah dgamhx hukuman. Ini Juga berkat kerjasama dam berbagai pihak balk

' _.:dau dalam negen (Indonesm daiam hal i adalah Polri) maupun pihak negara
'iam yang turut serta membanty dalam proses penyelesaiannya.

Poiri sendiri tidak tinggal diam. Pold melalui Bareskrim kemudian

' 'Deta$emen 88 Anti Teror yang mengkhususkan diri pada penjagaan dan

peﬁyelematau Very Important Person (VIP) dan cara-cara menangkap teroris.

Saat ini Detasemen ini tidak hanya di Jakarta saja tetapi juga beberapa daerah

kota besar yang memiliki peluang akan terjadinya tindak pidana terorisme.




BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Keﬂmpulan P

1

Ada begitu banyak definisi mengenai terorisme sehingga sulit untuk

~merumuskan secara universal mengenal definisi terorisme. Hal ini

didasari karena adanyah perbedaan waktu, tempat, penggolongan, bentuk,
cirl dasar, maksud, tujuan, sasaran, bentuk organisasi, pelaku. Tetapi
bukan berarti kita tidak dapat mencegahnya dan memberantasnya. .
Peledakan bom di Bali merupakan titik tolak kesadaran bangsa di
Indonesia bahwa terorisme adalah ancaman serius bagi keamanan di
Indonesia dan berimplikasi pada stabilitas ekonomi Indonesia.

Terorisme  mengalami  perkembangan  sesuai  dengan kemajuan
teknologi dan informasi sehingga diperlukan penanganan yang lebih
efektif, koordinatif dan integratif dalam pencegahan dan penaganannya
dengan didukung teknologi yang baik pula.

Dengan dikelvarkannya UU No.15 tahun 2003, diharapakan segala
macam aktivitas terorisme dapat dicegah dan dapar ditangani sesuai

dengan, prosedur hukwm vang berlaku,

Kerjasama bilateral, regional dan internasional mutlak diperlukan dalam
pemberantasan ferorisine didunia terutama di Asia Tenggara, lebih

khusug'lagi di Indonesia
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6.

Adanya keterkaitan antara terorisme dengan tindak kejahatan

internasional  yang  lain  seperti kejahatan pencucian  uang,

- '_peny_e_:_hmdupan senjata, §ed_agangan narkotika dan obat- obat terlarang

A

KérjéSama ASEANAPOL mutlak diperlukan dalam pemberantasan
kejahatan internasional terntama dalam pemberantasan terorisme di
kawasan Asia Tenggara.

POLRI sebagal salah satu anggota ASENAPOL memiliki peran penting
dalam pemberantasan terorisme karena banyaknya terjadi tindak pidana
terorisme di Indonesia dan adanya beberapa pelaku kejahatan yang
berasal dari Indomesia sehingga diharapkan adanya pertukaran
informasi mengenai pelaku, organisasi, modus operandi sehingga dapat
melakukan pencegahan (preventif) dan dapat melakukan tindakan
hukum atas suatu tindak pidana yang diduga sebagai tindak pidana
terorisme.

Kerjasama ASEANAPOL mengenai terorisme meliputi pertukaran
informasi dan intelijen, pelatihan terhadap pencegahan dan penanganan
terorisme, latihan bersama antar negara anggota dan pengembangan

program latihan vang sudah ada, serta pertemuan-pertemuan khusus

i0.

yang nenibahas tentang terorisme:
Pertemuan  ASEANAPOL  dirasa lebih efekilf karena pertemuan
ASEANAPOL dihadini oleh para Kepala Kepolisian se Asia Tenggara,

dimana dalam penanganan terorisme kepolisian memiliki peran vang




p_enting di lapangan. Dengan pertemuan tersebut para Kepala Kepolisian

- negara aug sota ASEANAPOL dapat lebih dekat secara personal,

) sehmgga terjalm hublmgan yang akrab

_ 'dwks_tradzsmya beberapa 'pelaku tindak pidana terorisme dan

Saran ;

pengungkapan jaxingan terorisme di kawasan Asia Tenggara pada
umumnya dan Indonesia pada Khususnya. Selain itu POLRI dirasakan

telah bekerja secara maksimal dan menunujukkan hasil yang baik.

!

. Perlunya aturan yang rigid dalam Hukum Pidana Indonesia mengenai

pengaturan tentang tindak pidana terorisme

Karena tindak pidana terorisme melampaui batas-batas antar negara,
maka sangat diperlukan kerjasama internasional yang terkoordinasi dan
efektif dari setiap pihak dan departemen baik yang bersifat bilateral.
regional maupun internasional

Perlunya peningkatan pengawasan pada perbatasan dan keamanan
transpc;ltasi serta terhadap penjualan bahan kimia dan kepemilikan
persenjataan

Penguatan semua departemen dalam negara terutama unif-unit yang

bersifat yudikatir (1 NI dan Polri) dan Non-Yudikatif (Intelijen) terhadap

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisine.
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~ KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

) SEKRETARIAT NCB-INTERPOL INDONESIA .

AL Trunojeyo No.3, Keb.Bary Jakarta Sclatan, 12110 o - Jakarta, 07 Juli 2004

- No.Pol. - B/ zc% - /VII2004/Set NCB -~

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
di
Yogyakarta

I. Rujukan surat Dskan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada No.UGM/
HK/345/UM/03/04 tanggal 25 J41i 2004 perihal Permohonan [jin Penelitian.

Deﬁgan ini diberitahukan kepada Dekan, babwa seorang mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai berikut :

>

Nama : FRANWKY BUTAR BUTAR
No.Induk Mahasiswa - 00/140665/HIK /15675
Fakultas  Hukum

Telah datang dan selesai mengadakan penclitian di Set NCB-Interpol Indonesia
Mabes Polri guna menyusun Skripsi dengan judul “KERJASAMA ASEANAPOL
POLRI DALAM  MEMERANGI FTERORISME DI INDONESJA PASCA
PELEDAKAN BOM DI BALI".

3. Demikian untuk menjadi maklun:.

A SEKRETARIS NCB-INTERPOL INDONESIA
e B CKASHBBAG RENMIN
H :Wg” «'M\"‘\
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OSINIPYANTOSO, BA
~—AKBP. NRP 54020186
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o PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
L Tlrtayasa Ra ya No. 6 Keb. Baru Jak« el 12160

SURAT KETERANGAN
NO. POL. ; B/y /VII/2004/Pustaka

1 Rujukan ; Surat Pengantar Riset No. UGM/HK/347/UM/03/05 tentang permohonan
bahan-bahan keterengan.

2. Bersama tni kaml menerangkan hahwa :

Nama : FRANKY BUTAR-BUTAR
NIM C00 /140665 / HK / 15675
Jurusan - Hukum Internasional
Alamat : Yogyakarta

3. Telah mengikuti penelitian dan mencari data di Perpustakaan Perguruan Tinggi
Ilmu Kepohsian dengan judul ;| “KERJASAMA ASEANAPOL - POLRI
DALAM MEMERANGI TERORISME DI INDONESIA PASCA
PELEDAKAN BOM B1 BALI™.

4, Demikian Surat Keterangan  ini kami berikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Juli 2004
e e Ka Pustaka PTIK
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ﬁ,,w’gmc pdd KEP O AR
i 2
VLY,

‘\«wh‘.,_.,W%r-»f’w / S
Drs EDDY SUHARDIO
KOMBES POL r;»flzfp. 50090167




_Ref PAO/LIb.SK/Sun/02> Z-

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIO_NS

30 Juni 2004

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan hahwa:

N ama

Nomor Mahasiswa
Program Studi
Fakultas

Universitas

: Franky Butar Butar

: 007140665/ HK / 15675
" Hukum Internasional

: Hukum

. Gadiah Macda, Yogyskarta

Teleh mengadakan riset di Perpustakaan Secretariat ASEAN Jakarta, pada

tanggal 30 Juni 2004, untuk melergkapi data studi literature dalam rangka

menyusun Karya iimiah (Skripsi) dengan judul:

“ KERJASAMA ASEANAPOL — POLRI DALAM MEMERANGI TERORISME DI
INDONESIA PASCA PELEDAKAN BOM DI BALL”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana

.

MRS. SUNDARI AW

Librarian
The ASEAN Sacretariat Jakarta
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REPURLIK “NDQ-‘*{ESU\

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMORTSTAHUNZOOS

Cooi o TENTANG
'  PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANT! UNDANG-UNDANG
- R _NOMOR 1 TAHUN 2002
" TJENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISHE,
MENJAD! UNDANG-UNDANG

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

denimbang: & bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam

o Pembukaan - Undang4dindang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa
Indonesia ‘dan sefurun tumpah darah indonesia, memajukan kesajshteraan umum.
mencerdaskan kehidupan bangsa.dan ikut sarta dalam memelihara ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekazn dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
mutlek diperiukan penegakan hukum dan kelerliben secara konsisten dan
berkesinambungan;

b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi & wilayah Negara Republik
indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban,
menimbulkan ketakulan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda,
sehingga -menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi,
poiitik, dan hubungan intemasional;

¢. bahwa terarisme merupaken kejshatan lintas negara, terorganieast dan mempunyai
jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasicnal maupun
internasional;

d. bahwa untuk memulinkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk
memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi
permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana tergrisme, maka
dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan
nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia ielan
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberaniasan Tindak Pidana Terorisme:

e. bahwa berdasarkan pertimbangan paga hurut a, huruf b, hurdf ¢, dan hund d, periu
menelapkan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002
teniang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisma menjadi Undang-undang,
lengingat : Pasal 5. ayal (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1845,

Dengan persefujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

vilwww. i go.id/produk uw/produk?2003/uu2003/uul5'03. htm 28/06/20G5
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R © . MEMUTUSKAN: . -
fenetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI -~
LR UNDANG-UNDANG NOMCR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK

- PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG. - ' SR

. "Pés'a'!i..'_ o

- Peraturan. Pemerintah . Pengganti Undang-undang ‘Nomor 1 ~Tahun 2002 tentang °

Pemberantasan Tindak. Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2002 Nomor 108, Tambahan ‘Lembaran Negara Republik_indonesia Nomor 4232) . . :
. ditetepken menjedi Undang-indang. - T e T

" Pasal 2

Undaﬁg~undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang -ni
dengan penempalannya dalam Lembaran Negara Repubiik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA,
ftd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45

Salinan sesuaj
gengan aslinya

SEKRETARIAT
KABINET RI
{epala Biro Peraturan

*srundang-undangan
i

Tid.
Edy Sudibyo

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003

TEMNTANG

yffwww.rlgo.id/produk uw/produk2003/uu2003/uul5'03 htm 28/06/2005




S ...~ PENETAPAN .
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
: . _NOMOR1TAHUN2082
L TENTANG :
- PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISHE,
i MENJAD! UNDANG-UNDANG

LoUMUM

(e R_é_n_gkéian.péfis{iyva_.pam_bomari yang terjadi__.df..Wilayéh._Negaré Republik Indonesia telah

L m_e'nimpg!kan rasa takut masyarakat secara Juas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian
~harta“benda, sehingga - menimbulkan pengaruh yang tidak: menguntungkan pada kehidupan

. sosial, ekonomi, politk, dan hubungan Indonssia dengan dunia intemasional. - o

Cohn Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah

-menjadifenomena tmum di béberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara,

- -lerorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas,
Yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun intemasional.

S ~Pemerintah’ Indonesia ‘sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam

~Pembukaan Undang-Undang Dasar Negare Republik Indonesia Tahun 1946 yakni melindungi

- segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indenesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serts dalam memelihara ketertiban dunia yang

- berdasarkan’ kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewsjiban untuk

‘mefindungi warganya dari setiap ‘ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional,

- maupun bersifat intemasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mampertahankan kedaulatan

serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang

dari juar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutiak diperlukan penegakan hukum dan ketsrtiban
secara konsisten dan berkesinambungan. \ \ '

" Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi
internasional dan peraturan perundang-undangan yang barkaitan dengan terorisme, serta untuk _
memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang
-mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonasia telzsh
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tshun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, menjadi Undang-undang.

Il PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jglas

Pasal 2
Cukup istas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMAR ASHA

-
ey

A ks YaVatolh SN
Auui5-2005 htim 81062005
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FREROAN
FEFOBLIK NDINES1A

PERATURAN PEMERINTAH PENGBANT! UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
o NOMORSY TAHUN 2002
B TENTANG
PEMBERANTASAM TINDAX PIDANA TERORISME

PRESIDEN REPUBLIK INDDNESIA,

2 bahwa dalam mewujudkan tujuan nasionat sebagaimana dimaksud datam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1545 mmmmmmm
mpsh darahy Indonesia da&wmkmﬁma}t&aﬁkesa}a?&mm, mencerdaskan
kehidupan bangsa den et moeloksanaokan  ketertibon tunia yang berdasarkan
kemnerdekaan, perdamaian abadi dan keaditen sosial, maka mutiak tiperiukan penegaken
mmmmmkmﬁt%mmm

b. bahwa lerorisme telal menghilangkan nyawa fanpa memandang korbarr dan menimbulkar
ketglantan masyarskat secars luas, atet hitangnya kemerdekaan, serta kerugian harts
bends, pleh karena itu perfu dilaksanaksan iangkah—iangkah-pembemn}asan;

L. bshwa terofisme mempunyst jaringan yang luas sehingga merupaksn ancamarn terhadsp
perdamaian tlan keamanan nasional maupun infermasionat;

d.  bahwa pemberantasan terofisme didasarkan pada komitmen nasional dan imtemasional
dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang: mengacu: pada
komvensi intemnzsional dan peralran. perundang-undangan. yang berkaitan dengan
terorisme;

& bahwa peraturar -Perundang-undangarr yang bertaku sampal szat dar belumr secare
komprehensi dan memadai untuk. rmemberantes tindak pidana terorisme:

1. bahwa -ﬁerdasarkan-perﬁmbangan;paﬂahmﬁa; huraf b, hurdd €, hunafd, dan fwnife, dan.

edanya. Kebutuhan yang sangat mendasa -periti mengatur pemberariasan tifrdak-pidana.
tararisme dengan {?Eramfen&merﬂatﬁhﬁéngganﬂ;ﬁndangﬁndeng; ‘

engingsat

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang  Oasar 1845 sebagaimana tefah diubah “dengan
Perghahan KeampatUndang-tindang Dasar 1 g45:

MEMUTUSKAN :
enetapkan ;

PERATURAN PEMERINTAH- PENGGANT!  UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAT ERORISME.

[hvweerw.ri go:id/produk uu/ isi/perpu2002/perpil ‘02 him- 28/06/2005-
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BAB T
KETENTUAN- UMUM

Pasal 1 °
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terofisme adalah segala perbuatan vang memenuhi unsur-unsur
~ tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintsh Pengganti
Un_dangvugxdang ini. :
2. Setiap.orang.adalah orang perseorangan, kelompok.orang baik sipil, militer, maupun
paolisi yang bertanggung jawab- secara individusl, -atau korporasi,

3. Komporasi adalah kumpulan orang danfatau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan rukum.

4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau
tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbutkan bahaya bagi
badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau
tidak berdaya.

5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk
memberikan perdanda atau peringatan mengenai suatiy keadaan yang cenderung
dapat menimbuikan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

6. Pemerintah Republik Indonesia adalan pemerintah Republik Indonesia dan
perwakilan Republik Indenesia di luar negeri.

7. Perwakilan negara asing ‘adalah perwakifan dipfomatik dan konsuter ‘asing besarta
anggota-anggotanya.

8. Orgenisasi intemasional adalah orgenisesi yang berads dalam fingkup struktur
organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisas interasional fainnya di fuar
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan lugas mewakili Perserikaian

Bangsa-Bangsa.

9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud,

10. Obyek vitai yang Sh'aiegis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai
nilal ekonomis, politis, sosfal, budaya, dan pertananan seris keamanan Yang sangat
finggi, fermasuk fasilitas intemasional.

11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat
sacara umurh,

12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis masiu, bom,
bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semus bahan peledak dart bahan kimia
atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbutkan ledakan.

Pasal 2

Pembarantasan tindzk pidanz terorisme dalam Peraturan Pemariniash Panggardi Undang-
undang - ini. merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis unfuk memperkuat
ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan letap menjunjung tinggi
fukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suky, agama,
ras, maupun antargofongan.
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LINGKUP BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANT! UNDANG-UNDANG

Pasal 3 .

(1} Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini beriaku terhadap seliap orang
* yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara
Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan - -
. maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.

(&) Negara lain mempunyai ywrisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
T a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
b. keiahatan dilakukan terhadap wargé negara dari negara yang bersangkutan;
c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutar;
d

kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasiliias pemeriniah dari negara
yang bersangkutan di {uar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat
kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutarn

€. kejahatan difakukan dengan kekerasam atau ancaman kekerasan memaksa negara
yang bersangkutan melakukan sesuatu atay tidak melakukan sesuaty;

f.  kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah
negara yang bersangkutan; atau

g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atay pesawat
udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada
saat kejahatan itu dilakukan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana
terorisme yang ditakukan:

a lerhadap warga negara Republik Indonesia di luar wikaysh negara Republik
Indonesia;

b. terhadap fasilitas negara Republik indonesia di tuar negeri termasuk tempat kediaman

pejabat diplomatik dan konsuler Republik indonesia;

¢. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Repubfik
Indonesia meiakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuaty;

d. untuk memaksa organisasi internasiona di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuabu

g...cdl.atas kapat yang-berbendera-negara Repuolic Indorsss 5tan pesawal udara yang
ferdafiar berdasarkan undang-undang negara Republik [ndonesia pada saat
kejahatanitu dilakukan: atau

f. oleh setiap orang yang tidak memiliki Kewarganegaraan dan bertempat tinggal di
wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5 o

Tindak pidana terorisme yang dialur dalam Peraturan Perneriniah Pengganti Undang-
undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan
tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan
politik, yang menghambat proses ekstradisi.
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BAB it
TINDAK PIDANA TERORISME

: Pasal 6
-S_etiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan'atauancaman_keker_asan

-.menimbulkan - suasana - teror atau rasa ‘takut -terhadap orang ‘secara meluas atay
- menimbulkan korban yang bersifat massal,” dengan cara merampas kemerdekaan atau
- ‘hilangnya nyawa'dan harta benda orang lain, -atau mengakibatkan kerusakan atay
‘kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang straiegis atau lingkungan hidup atau fasilitas
publik atau fasilitas intemasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup

alau pidana penjara paling singkat 4 {empal) tahun dan paling fama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Seliap orang yang dengan Sengaja menggunakan Kekerasan atau ancaman kekerasan ;
bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takul terhadap orang secara -
_ meluas gtau  menimbulkan  korban yang ‘bersifal massal dengan care  merampas '
— kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau unfuk menimbulkan
Kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan
hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas intemasional, dipidana dengan pidana peniara
paling lama seumur hidup.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakal alau merusak bangunan unfuk
pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan
bangunan tersebut;

b. menysbabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya ateu rusaknya bangunan untuk
pengamanan lalu lintas udara, atay gagainya usaha untuk pengamanean bangunan
tersebut:

€. dengan sengaja dan melawan 'hukum'menghanwr'kan, merusak, mengambil, atau
memindahkan tanda atau alat untui pengamanan penerbangan, atau menggagalkan
bekerjanya tanda atau alat tersebut_atau memasang fanda atau alal yang kelire;

d. karena kealpaannya menysbabkan tanda atau alat untux pengamanan penerbangan
hancur, rusak, terambit atau pindak atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat
untuk pengamanan panerbangan yang kelinu;

& e ET SN ST AT TSI EWAR nukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat
dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

f. dengan sengaia dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak
dapat dipakai atau merusak pesawat udara;

g. karena keaipaannya menyebabkan pesawat udara celaka, harncur, tidak dapat dipakai,
atau rusak;

h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan
hukum, atas penanggung asuransi.menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecslakaan
kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapatl dipakainya pesawat udara yang
Uipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya TNaUPpLN
upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan
muatan tersebut tetah diterima uang tanggungan;
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i. dalam .pesawat .udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas .atau
mempsriahankan perampasan atau r_n_enguasai-pe_s_awat-ug:iafadalam;pe_ﬁe{bangan; _

j. dalam pesawat udara dengan kekerasan. ateu ancaman kekerasan atau ancaman
dalam tentuk fainnya, merampas atau mempertatenkan perampasan atau merguasal
pengendalian pesawat udara dalam penerbangary, - :

K. _'rﬁé_iékukan _ber__sama~s_ar’na sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan
~-direncanakan ferlebih dahulu, -mengakibatkan luka berat seseoranyg, mengakibatkan
- “kerusakan .pada pesawat udara sehingga dapat. membahayakan penerbangannya,

“dilakukan. dengan. makstd. untuk  merampas- ‘kemerdekaan atau ‘meneruskan

merampas kemerdekaan-seseorang; . .-

- 'seseorang di dalam ‘pesawat udara dalam penerbangan, jiKa perbuatan itu dapat
membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut,

S "1, dengansengaja ‘dan ‘melawan hukum “melakukan ‘perbuatan . kekerasan terhadap

m. ;jehga'n éengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau
menyebabkan kerusakan atas. pesawat udara tersebuit yang menyebabkan tidak dapat
terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;

n. dengan sengaja dan ‘melawan hukum menempatkan atau menyebabkan
ditempatkannya di-dalam-pesawat udara dalam dinas, dengan carg apapun, alat atau
bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatiya fidak dapat
terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat
membahayakan keamanan dalam penerbangan;

©. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) crang atau lebih, sebagai kelanjutan dari
 permufakatan  jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahuluy, dan
mengakibatkan luka beral bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud’
dalam huruf |, huruf m, dan huruf n; '

D. memberikan Reterangan yang: diketahuinya adalah paisu dan karena perbuatan itu
membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;

9. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan
dalam pesawat udara daiam penerbangan;

r. di dalam pesawal udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu
ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal g

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukikan ke tridonesia,  membuat,
menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoha menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atal: mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/aiay dari
indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuaty bahan peledak dan bahan-bahan
linnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukar tindak pidana terorisme,
dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
3 {tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puiuh) tahun,

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal g,
setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroerganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana taror, atau
rasa lakut terhadap orang secara meluas, menimbuikan korban yang bersifat massal,
membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan,
dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang
strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilias internasional.
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Pasal 114

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 {lima
belas).tahun, seliap orang yang dengan sengaja menyediakan atay mengumpulkan dana
dengan tujuan aken digunakan atau patut diketahuinya aken digunakan sebagian atau
seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, °

. Pasal12.

" Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat
-3 {tiga) tahun dan paling lama: 15.(lima -belas) tahun, sstiap orang yang dengan sengaja -
- - menysdiakan 'atau mengumptikan harta ‘kekayaan dengan fujuan akan digunakan atau
paiut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan -

a ftindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan,
~mengubah, membuang bahan nukiir, senjata Kkimia, senjata biclogis, radiolegi,
mikroorganisme, radioaklif atau - komponennya yang mengakibatkan atau dapat
mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;

b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;

¢ penggelapan alay mempercleh secara tidak sah bahan nukiir, senfata kimia, senjata
biologis, radiclogi, mikroorganisme, radicaktif atau komponennya;

d meminta bahan nukiir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme,
radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan
segala bentuk intimidasi; }

e. mengancam :

1} menggunakan bahan  nukli, senjata  kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau kemponennya untuk menimbutkan kematian atau
luka berat atau kerusakan harta benda; atau

2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk
memaksa orang fain, organisasi internasional, atau negara lain untuk mealakukan
atau tidak melakukan sesuatu.

f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf &, huruf b, atau
hunuf ¢, dan

g ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf g
sampai dengan huruf T,

Pasal 13

Seliap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan lerhadap pelaku

. 5 -

tirdak pidara terorisme; dehgan™

a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada
pelaku tindak pidana terorisme;

b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terofisme,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 45 (lima
belas} tahun.

Pasal 14
Setiap orang yang merencanakan dar/alau menggerakkan orang lain untuk melakukan
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tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
© Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seurmur -
" hidup. o : : ' '

Pasal 15

- Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk
" melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal R
B, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai - .. .-
- pelaku tindak pidananya. " Sl DR

Pasal 16 -

Setiap .orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,
kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana
dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
‘Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12

Pasal 17

(1} Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama sualy korporasi, maka
tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atay pengurusnya,

{2) Tindak pidana terorisme  dilakukan oleh korparasi apabila tindak pidana tersebut
dilekukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan iain,
‘bertindak dalam lingkungan korporast tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

{3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut
diwakili oleh pengurus,

Pasal 18

(1) Dalam hal tuntuten pidana dilakuksn ternadap korporasi, maka panggilan untuk
menghadap dan penysrahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di
tempat tinggal pengurus atau i tempat pengurus berkantor,

(2) Pidana pokok yang dapat dijatubkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana
denda paling banyak Rp 1.030.000.000.000, - (satu triliun rupiah).

(3) Korperasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnva
dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Pasal 8 Pagal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan
Ketentuan mengenai penjatuhan pidana mat atau pidana penjara seumur hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasaj 1 4, tidak berlaku untuk pelaky tindak pidana terorisme
yang berusia di bawah 18 (delapan balas) tahun.

BAB V.
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA TERORISME
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. Pasal 20

- Seliap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan S
- mengintimidasi _penyelidik, penyidik, Cpenuntut umum, penasihal hukum, dan/atau hakim'.
- yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu,- AR
- dipidana .dengan pidana perijara paling singkat 3 {tiga) tahun dan paling lama 15 {lima’
belas) tahun. = e : o - RN

Pasal 21
Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukii palsu atay
_barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum dj sidang pengaditan, -
atau malakukan penysrangan ferhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara
tindak pidana terarisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
~ pating lama 15 (lima belas) tahun. '

Pasal 22

Seliap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara

langsung  atau tidak langsung penyidikan, penuntitan, dan pemeriksaan di sidang -
. pengadilan dalam perkara iindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara pating
. singkat 2 {dua) tahun dan pafing lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 23

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun,

Pasal 24

Kelentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 20, Pasal 21, dan Pasa 22, tidak berlaku uniuk pelaku tindak pidana terorisme yang
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAM PEMERIKS AN
DI SIDANG PENGADILAN

Pasai 25

{1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadiian dalam perkara tindak
pidana tercrisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecua; diteriukan
lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyvidik diberi wewenang untuk
melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (eram) bulan.
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{1) Untuk mém.peroieh bukti permutaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap -
laporan intelijen. ' '

{2) Penetapan bahwa sudah -dapat atau dipercleh bukti permulaan yang cukup
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua -

atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri,

(3)._?_rc_$ég=._s pe:meriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara '_"3._.'::: .
| ftertutup dalam waktu paling lama 3 (tigayhari. .~ ' T

.  (4) Jika'dalém bémériksaan sebagaimana dima}(_s'ud dalam ayat {2) ditetapkan adanya bukti
o vpermulaanyang cukup, maka | Ketua Pengadilan Negeri segera -memeriniankan
dilaksanakan penyidikan. B

Pasal 27
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi
2. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidang;

b, zlat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diteﬁma, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang terfuang di aias
kertas, benda fisik apapun setain kertas, atau yang terekam secara elekironik, termasuk
tetapitidak terbatas pada ;

1) tulisan, suara, atau gambar;
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

3) hurf, tanda, angka, simbol, atay parforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setizp orang vang giduga keras
melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayet (2) untuk paling lama 7 x 24 {tyjul kali dus puluh empat)
jam. ‘

Pasal 28

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Kepada bank dan

fembaga.jasa kauaagaw@u&me%e%@wwaﬁakﬂwﬂ%ﬁﬁﬁ% Kekayaan satiap
orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme
dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud daiam ayat (1)
harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan sacara jelas mengenai :

nama dan jabatan penyidik, penuniut umum, atau hakim:

b, identitas satiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan
kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;

c. zlasan pemblokiran;
d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

€. tempat harta kekayaan berada,
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~ (3) Bank dan lembaga jasa keﬁangan setelali menerima perintah penyidik, penuntut umum,
-alau hakim -sebagaimana dimaksud dalam -ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran
- sesaat selelah surat perintah pemblokiran diterima. - . _ :

(4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan
_pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari

. kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- .{5) Harta. kekayaan ‘yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa

o (6)'_'8'_:ar_a'_k ‘dan "i_er'n_bag_'a__.'jé_é'a'-k_éuangan ya'ng mél_angga_r'_ke_ieniuéh sébagaimana dimaksud . o
. dalam - ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi -administratif sesuai ‘dengan ketentuan

" peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_ Pasal 30 ' _ T
N Uniuk'kepeniingan_pemerikéaan dalam perkara'tindak pidana terorisme, maka penyidik,
. penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bark dan

lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan sefiap orang yang diketahui atau
patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

(2} Dalam meminta keterangan séba'gaimana dimaksud dalam ayat {1} terhadap penyidik,
penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur
. tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

{3) Permintaan kéterangan harus dia}ukan secara terfulls dengan menysbutikan secara jelas
smengenai ;. ' f i 4 ' '
4. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana
tercrisme; :

¢. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
d. tempat harta kekayaan berada.

{4) Surat pemintaan untuk memperoleh keterangan ssbagaimana dimaksud datam ayat (1)
dan ayat {2} harus ditandatangani olsh :

a. Kepala Kepolisian Dasrah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hat
permintaan diajukan oleh penyidik;

b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum:

¢. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan,

Pasal 31

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
{4}, penvidik berhak;

& membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos alau jasa
pengiiiman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana
terarisme yang sedang diperiksa;

b. menyadap pembicarazn melalui telepon atau alat komunikasi lain yang didupa

digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana
terorisme.

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} huruf b, hanya dapat
ditekukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau

priwww.rigo id produk_uwfisiperpul002/perpu 1'02. hitm 28/66/2005



CoopenggantiUU © pagellotis

'diperianggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasat 32

. {1} Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan
- dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.

{2) Daiém penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi-dan orang lain yang
bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat - -
 pelapor atau hal-hal lain yang msmberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas - - -

(S)Séabélurﬁ pemeriksaan difakukan, larangan ssbagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasai 33

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam
perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan
ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atay hartanya, baik sebelum, selama,
maupun sesudah proses permeriksaan perkara, -

Pasal 34

— (1) Perlindungen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak
hukum dan aparat keamanan berupa :

a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mentat;
b. kerahasiaan identitas saksi;

C. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap
muka dengan tersangka.

{2) Ketentuan mengenai tata carg perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur ebih lanjut dengan Peraturan Pemerintan.

Pasgi 35

{1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang

pengadiian tanpa alasan Yang sah, maka perkara dapat dipatiksa dan diputus tanpa
hadirnya terdakwa.

{2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebetum putusan dijatuhkan, maka

terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-sueat vang-dibacalan
detanreidany sebelumnya alanggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3} Pulusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum
pada papan pengumuman pengadilan, kanter Pemerintan Daereh, atau diberitahukan
kepada kuasanya.

(%) Terdakwa atau kuasarya dapat mengzjukan kasasi atas putusan  sshagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

{5} Datam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti
yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme,
maka hakim aias tuntutan penuntut umum mengtapkan perampasan hara Kekayaan
vang telzh disita,

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan
Upaya hukum.

[aTaa B A
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{7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan
yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5). dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3).

BAB VI
 KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 36

(1) Setiap korban atau 2hli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatikan
kompensasi atau restitusi.

(2). Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan
kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemeriniah.

{3} Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang
diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

{4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam
amar putusan pengadiian,
Pasal 37

(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas
atau dipulus lepas dari segaia tuntutan hukum vang putusannya lelah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan den dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud datam ayat (1 ).

Pasal 38

(1} Pengaiuven kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan
berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.

{2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau Kuasanya kepada pelaku atau pihak
ketiga berdasarkan amar putusan.

(3} Pengajuan rehabilitasi dilakukan aleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia. ‘

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayst {1) dan pelaku
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat {2} memberikan kompensasi darvatau
restitusi, paling lambat 60 (enam puiuh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

{1) Pelaksanaan pemberian kompensasi darvatau restitusi ditaporkan oleh Menter
Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara,
disertai dengan tanda bukii pelakssnaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau
rehabilitasi tersebut.

{2) Salinen tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, darvatau restitusi

[Fate ]
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sebagaimana dimaksud dafam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya,

- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
' Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pangumuman
* pengadilan yang bersangkutan.

Fasal 41

(1) D_além_.hal_pelak_sanaan pemberian kcmpe'nsasi dan/atau restitusi kepada pihak korban
" melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban ateu ahii

: - ‘warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.

 {2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri
 Keuangan, palaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintzh tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pembenan kompensasi darvatau restitusi dapat dilakukan secars bertahap,

_ maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada
— pengadilan,

T BABVH
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 43

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidena terorisme, Pemerirtah
Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara iain di bidang
intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melewan
teronisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal a4
Ketentuan mengenai :
a  Kewenanpan atasan yang berhak menghukum yakni ;

1) melekukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang
kemandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau
penyidik oditur;

2) menerima faporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau peayidik
oditur;

3) menerima berkas perkara hasi! penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik
oditur; dan- :
4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah

N
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wewenang komandonya.
b kewenangan perwira penyerah perkara yang :
| 1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
2} menérima_ laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
4 memperpanjang penahanan;

- 5).menerima__e_:_:aq meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu
- perkara; '

6) frﬁenyérahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memariksa dan
 mengadili;

7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/mititer,

- dinyataken tidak beriaky dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

B Pasal 45

Presiden dapat mengémbi! langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-
langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 46
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan
surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan

Pemarintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-
undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 47

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini muiai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya mermerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia,

Ditelapkar di Jakada

pada i{anggal 18
Oktebar 2002

PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA,

tid
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- JOINT COMMUNIQUE

L

T/ ASEANAPOLXXH :

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
28" — 3¢ May 2002

The 229 Annua! Conference of ASEAN Chiefs of Police
Conference  (ASEANAPOL  XXI) was held at the

CAMBODIANA HOTEL, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

from the 28" to 30™ May 2002. The objectives were to further
enhance police professionalism, forge st-onger regional
cooperation in police work, and promote lasting friendship
among police oficers of ASEAN countries.

ro

Thedetegations —fromBrunetDargssalam ™ Camboais
Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines,
Singapore, Thailand, and Vietnam were led respectively by

(a)Dato Paduka Seri Hj Abdul Rahman Bin Hj Johan
Commissioner of Police
Royal Brunzi Folice Force
Brunei Darussalam




7'(b)PoIic,é General Hok Lundy
-~ Commissioner General of C ambodian National Police
Klngdon" of Cambodza

| '.-'-'-'._l-_.-":(c)Ponce General Drs. DAl BACHTIAR, SH

- Chief of Indonesian National Dol:ce e
R@Dubhc of Indonesza B

(d)Pohcn Colonel Khampha Sengdara

_' Acting Director General of the Police General Department
Lao Pc,ople S Democratzc Republ:c

- (e)Tan Sri Mohd. Jamil Bin Johari
Deputy Inspector General |
Royal Malaysia Police

Malaysia

- (f) Police Brigadier 6General Zaw Win
Deputy Director Genera!

- Myanmar Police Force
Union of Myanmar

- {g)Police Director General Leandro R, Mendoza
. Chief, Philippine National Police
Republic of the Philippines

(h)Mr. Khoo Boon Hui
Commissioner of Police
Singapore Police Force
Republic of Singapore

(ir-Police-Generat-Sant-Sarutariona
Commissioner-General
Roval Thai Police
Kingdom of Thailand

{j) Police Major General Tru ong Huu Quos
Director General of the Police (3eneral Department
Socialist Republic of Vietnem




3 The observers to lhe Conferenoe were

31 Dato’ - Ahmad Moktar ---S_elai -aod ir. P_retep'
. Parameswaran Lo R -
(ASEAN Secretarici)

(iCPO lnterpol)

4 H C F’ohce Generat Hok Lundy, Commissmner Generai of
'-Cambod:an National Polica ‘welcomed all the honored gquesis
~.and ali the delegates to the Conference. He mentioned that the
‘Commissariat General of the Cambodian National Police was

~ highly honored for the opportunity to host the annual conference
of ASEAN Police Chiefs Conference iwo years after Cambodia
became a full member of AbEAN and member of ASEAN Paglice

in year 2000

The conference was declared open on 28" May 2002 at 9:00
‘a.m., at Cambodiana Hotel by His Excellency Mr. Sar Kheng,
Deputy Prime Minister of Cambodia and Co-Minister of Interior.

”(_n E

6 The Conferenoe deliberated on a wide range of topics of mutual
interests, namely:

6.1 licit Drugs Trafficking;

6.2 Progress of ASEANAPOL Database System:

5.3 Mutual Assistance in Criminal Matters:

6.4 Commercial Crimes, Bank Offences and Credil Card

Frauds;

L.5  Fraudulent Travel Documents:

6.6 Cyber Crime;

6.7 Transnational Frauds:

6.8 Terrorism Matters: and

6.9 Exchange of Personnel and Training Programs amongst
ASEAN Police Force.

32 Mr Stephen Lo and Mr Scott Horeoe G:rlmg :




7 Theeonferenoe ad'opte‘d 't'he fo!lowsng 're_s”olut:ions:

T _:_:'i!hc;t Druqs Trorﬁokmq
?‘1 1To conunue to exchange mte[!teence informatuon
trafﬂckmg

L 7’ ’l 2To encouraJe the oonduot of coord;nated |

Cand moous operend: ..... on cross border drug

‘operations - within their respective own common -

borders for the purpose of drug suporessnon

" .'-"1 3To contmue to enhance cooperetlon wnﬁh other
international drug enforcement agencies.

.-7.1.4_ To continue fo intensify drug prevention education
in sohoois and the public.

7.1 5To update the details of contact persons in each
ASEAN country for the purpose of liaison and
exchange of information and intelligence o ensure
speedy flow of correspondence and inquiries in
criminal matters.

7 .6-To seek furthar cooperation witn the United Nations
Internatiorial Drug Control Program (UNDCP) 1o
develop capacity and infrastructure to combat illicit
drugs trafficking.

7.2 Progress of the ASEANAPOL Database Sysiem (ADS)

T oA Tevoevente thy o d b AﬁQ Tochoiocoal o oomonittoo.ronartod
[ A S | H RPN | 1 F_}u]kd\-}

LSRN i L U R L A Y I AT i AT T AT ETETTTUC

wnat the original proposal to leverage on the Interpol
VPN infrastructure cannot be carried out as the
Atlas project has been shelved due to financial and
contractual issues. The ADS Technical Committee
presented a revised proposal to implement the
proposed new web-based ADS on Internet protocol
instead, and to explore with industrial partners for
possﬂole sponsorship and development of naw
system. It is recommended thai a working group




7.3

7.4

comprising representatfves from all paﬁscxpatmg
c,oum‘.rtes be formed for the new project.

7 2. 2T0 note the report by the outgoing Chazrman of the
- 21 ASEANAPOL Conference that some countries

. have not become full memter of the ‘database
- system due to limited financial resources, It was
~ proposed that all efforts should be made to assist
such countries to.beccme full member of the ADS

by the next ASEANAPOL Conference. The

proposal was duly endorsed.

Mutual Assistance in Criminal Matters

7.3.1 To continue bilateral and multilateral arrangements
between and among countries involved In
combating crimes.

7.3.2 Continue to encourage the respective countries 1o
inform their governments to consider signing
Memorandum of Understanding (MOU) concerning
mutual assistance in criminal matters.

Commiercial Crimes, Bank Offences and {Sard Frauds

7.4.1To work closely with the banking and card
industries in combating these crimes.

7.5

Fraudulent Travel Documents

7.5.1To continue to share and exchange information and
intelligence on raudulent travei documents,

7.5.2 To work closely with the issuing authorities concerning
the enhancement of security features of travel documents
and their issuance.




75 3To work cfosely and strengthen Cooperatron wrth.-

3-_'_reepectsve member _

ge .__:-‘:vaer-Crtmes

'1_7 6 1 To. enceurage the exchange of mformahon betv\eem
" member ceuntr:e; pertammg to cyber crrme B |

"_7762"1”0 suggest for eonsrderetion by our reepec {ive
govemmentc‘ for legal arrangements concerning
_bilateral . and mutta!aterat esssstance in  the
mvestfgat;on of cyber o] zme | : ¥ A

7’63To enhence rooperatlon and eoordmatron of law
“enforcement in sharing intelligence and developme
“programs. and actrwttes for jomt exercises anc

' srmulatron

~7.7° Trapsnational Frauds

7.7.1To continue to give full assistance and cooperation
amongst member countries in tackling transnatonz:
frauds.

- 7.8 Terrorism Matlers

relevant law enforcement agencres wrthm.’_”.
countries end therebyg'

7.8.1To call upon ali ASEANAPOL members to worx
together in conmeting terrorism in supeer of tha
joint communigue issued during the special ASE Al
Ministerial Meeling on Terrorism held in Kuala
Lumpur on z0"-21% May 2002.

7.8.2 To commil lo devetop capacity-buiiding mnitiativas 0
ensure that cach ASEANAPRPOL fnembr, h ore t‘m




| Papac; y to eﬁ‘ractrvely momtor share information on
and Combat a?l forms of torronst actlvrt:es

7 83To ag'ee to 'enhance_ _coopera tion ’zmong 2w

~enforcement agencies"" through . the - sharmg of

| - of information on wspect@d terror;sts orgam?atfom

artd thelr modus operandi

-:Exchaﬂqe of Perscmnel and Traimnq Proqrams among

Sy ASEAN/—\POL Pohce l orce.

'-_'-'7.9_1To continue -to circulate training calendars of

- member courtries on time, specifying the courses
that they can offer {o candidates from member
countries.

- 1.9.2To continaie conducting worksheps and seminars

‘working visils - and exchange of personnel
particuiarly  in lraining,  investigations  and
information technology in order to share expertise
and updating on the latest policing trends on
bilateral and multilateral basis.

7.9.3 That The Royal Thai Police will be hosting the 127
Joint  ASEAN- Senior Police Officers’ Coursa
(JASPOC) in late 2002. The duration of the 12
JASPQOC shouid remain at least two weeks and can
cover the following proposed areas:

{ay Utilization of information technology i
modearn poicing works;

b) lhcit drugs trafficking;

c) Terronsn

dy legal Immigrants;

e} Human Rescurce Development,

;o Commercial Crimes
- Frauds and Fraudulent Documents
- Cyber Crime
- Countorfolling: and

{g) Community Policing

" =xperiences on counter-terrorism ard the exchange .




;'_;_*_';’”_79470 endorse the Smgarore proposal to provme

logistical support * for- Araining of ASEANAPOCL

- members and other. agencies in’ counter-terrorism

e capab[l; ies. The traimng to be provnded cou!d he
S but not inmnted to -

i'( )Post Blast Envesttga’[son
~(b)Explosives and Bomb Detec,tzon
- (c) Airport Security: -
(d)Passport Security; -
- (e)Bio-terrorism; and
o (f) !ntelitgeme Ana|y31s

795 To develop tramnng programs and condust regular

 meetings to strengthen existing capabilities and

exchange of best practices in combating cyber

~crime including exchange of intelligence and
~conducting joint exercises.

8 The Conference supports the work program to implement the
ASEAN Plan of Action to combat transnational crimes adopted
by the 2™ Annual Senior Officials Meeting on Transnational
Crimes (SOMTC) which was held in Kuala Lumpur on 16 - 17
May 2002 and agrees to enhance cooperation with the SOMTC
and other ASEAN mechanisnis including the exchange and
analysis of information in combating all forms of ‘transnauonal
crimes.

9 The Conference agrees that the 23 ASEANAPOL Conference
would be held in the Philippines in the vear 2003, The hosi

country would determine the date and venue of the Conference

10 The Conference agrees that the Philippines, as the host for the
next ASEANAPROL Conference, will review the items in the
agenda and the topics of discussions for the various
Ccmmissions.




Dated on the 30" May, 2002

 DATOPADUKA SER HJ ABDUL RAHMAN BIN HJ JOHAN W
- Commissioner of Police - e R TR

. -Royal Brunei Police Force
'Brunel Darussalam '

ol Pohce General HOK LUNDY _
: _Cc)mmiss:onu Genera% of Cambodian National Police
-__Kingdom of Cambodla i :

Police Inspector Genera! Drs. EN sKESMAN R. HILLEP
Chief of CiD Corps of the Indonesian National Police
Reputlic of Indonesia

Police Colonel KHAMPHA SENGDARA
Actinia Director General of the Police General Department

Lac People’'s Democratic Republic

TAN SRI MOHD. JAMIL BIN JOHAR!
Deputy Inspector General

Royal Malaysia Police

Malaysia




- 'Pehcc, Bngadier General ZAW WIN
g Deputv Director Genera! P

5 i Myanmar Pohce Forbe

Pohce D:rector Generat LEANDRO R. MENDOZA
Chief, Ph:!fppme National Police
Repubiic of the F’hll:ppmes

Mr. KHOO BOON HU!

Commissioner of Police
Singafpore Police Force
Republic of Singapore

Police Lieutenant General CHIDCHAI VENASATIDYA
Assisiant Commissioner-General

Roval Thai Police

Kingdom of Thailand

Police Major General TRUCNG HUU QL OC
Director General of the Police General Department
Socialist Republic of Vietnam

10
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Trunojoyo No.3 Kby. Baru Jaksel 1 2210 -
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| NoPol: BNDZASIN003 Bareskim

"Per'_iﬁ_a_! L '.;_Lap_c')r_;i_h 'Péla_kéé'h'éah:?aga's ._ _Méhghatiiré--Konfere_ns_ii__ffi
. Kepala-Kepala Kepolisian Asean {ASEANAPOL) yang -
.. 'Ke 23 di Manila, Philipina, 8-12 September 2003,

1 -.RLf'_j'uk_éh_:_ '

o : ‘a f;?:S:_urat Undangan dari Kepzla Fepolisian ‘Philipina tanggal 24 Juni 2003 pe_r'n;h'a!_"‘
- Konferesi Kepala-Kepala Kepolisian ASEAN (A_SEEANAPOL) XX di Meanila, Phili__p_ina"'

i g ___-d'a'r_i_ tanggal 8 ~ 12 September 2003.

- _:b. ~Surat Perintah Kapoiri No,Pol.: Sprin/1916/1X/2003 tanggal 4 September 2003 tentang -

. perintah untuk menghadiri Kanferensi ASEANAPOL ke 23 di Manila, Philipina dari o

e tanggal 8 ~ 12 September 2003,

. “$ehubungan dengan rujukan tersebut di atas ditaporkan dengan hormat kepada Jenderal -

- bahwa Konferensi Aseanapal ke 23 dipimpin oleh -Kepala Kepolisian Phlipina, Direktur..

- Jenderal Polisi Hermogenes E Ebdane JR dan Wakil Ketua oleh Kepala Kepolisian Thailang -

. .yang diwakili oleh-Letnan Jenderai Polisi Viryj Phaholvecn. Sudah merupakan ketentuan -
. tidak tertulis bahwa wakil ketua yany dipilih adalah dari penyelenggara Assanapol yang

berikutnya.

23, Hasil yany dicarai adalah Komur.ike Bersama para Kepata Kepolisian Asean dan.

-neberapa rekomendasi yang telah disepakati oleh peserta antara fain sebagal nerikut:

y@. Melakukan periukaran informasi/intellijen tentang kegiatan terrorisme yang berkaitan
B Zm dengan organisasi, pendanaan dan perercanazn aksi teror khususnya: rancana untuk N

4 . melakukan gangguan keamanan. terhadap. suziu-.svent irterrasionat-sepertiASE RN

Summit yang akan disele nggarakan di ir donesia pada bulan Okicher 2003, APEC d
Thailand bulan Oktober 2003, SEA Games di Viatnam bulan Desember 2603 seria

# -~ ‘menghimbau kepada negara anggota yang belum memiljkj undang-undang®.errorisme

agar seyere merealisasikannya.

L. Tetap metanjutkan pertukaran informasi/int 2flijen mengenai peredaran gelap narkotika
dikawasan ASEAN dan meningkatkan kordinasi operasi untuk mencegah kegiatan ilegal
tersebut serta melakukan kerjasama dengan PBB untuk meningkatkan kapasitas dan
infrastruktur dalam rangka mernerangi kegiatan gelap tersebut,




' c umuif “FengRerat “biaya” p_engﬁ'o’pera_'sianf_'A'Séa'n'ap_zfz_!' ‘Database System - (ADS), .

- perangkat funaknya -a'%c_an_.digantikah.déngan perangkat -SES (Singapore Engineering
‘Software) dan biaya operasionalnya: akan dibicarakan dalam pertemuan teknis -yang
“akan ‘datang, dan-untuk " mendukung 'Komits__.Teknis.ADS -akan .qéselengga_fgkah_'

pertemuan paling sedikit 3 kali:dalam setahun. i

Dalamn - rangka ~mempermudal - kerjasama bantuan  timbal .balik . dala
penanggulangan masalah kejahatan, disepakati untuk inenempatkan LO Kepolisian di -
1asing-miasing negaraanggota Aseanapol: . oo S
asalah. pen.cuci_a_n.ﬁu'a_hg';.-_-'direkomenda_sik_an'j untuk ‘memberlakukan -undang-undang
nti-Money - Laundering yang memenuhi - standard_internasional, dan ‘meningkatkan -
ama serta kolaborasi recional dalam mengimpleinentagiken  undang e

_:f_-.-';f,__.:;;'Méfak_u_ka_n_ pértukaran -_'.infd'r_m_a_si/int'el_?jen:f'. tehtang d_o_kume'n '-perjaianan paisu

. khususnya yang berkaitan dengar: karakteristik -pengamanan dan metode mendeteksi
'---'.':-':;'__:::-q;j_kumen_perja!anar_}pai_s_u..- g > W Ty . R

::g.' j'-'!jir_e'komendasikan untuk memﬁeriakukaa undang-undang E-Commerce atau sejeniSr}yé

- serta melakukan kerjasama -dalam memberantas cyber crime melalui pertukaran

B jinfo_rmasi/int_e!lijen.

h. Ada 4 negara yang menzwarkan program pendidikan Kepzada Negara-negara anggoté{_: o
1) Indonesia menawarkan program pendidikan SESPIM. o

-2) Malaysia menawarkan Easic dan advance course,

D ~3) -Philipina menawarkan Program pelatihan Counter-terrorism

4} Singapura menawarkan program pendidikan dan oefatihan Post-Blas: fnvestiga_{ioﬁ
~ (awal tahun 2004}, Explosive and Bomb Detection (24 Jan 2004), Airport Security

- - (21-25 Juli 2004), Pasport Secu ity dan Bio-Terrorism (sekitar Juni 2004), Intelligence.

: .~ Analysis (22-26 3September 2003), Finger Print/Forensic Science Conference
- (Oktober 2003). -l

1 - Negara-negara anggota secara bergiliran akan menyelenggarakan Pertanding'an_f

- ‘Regular Menembak dan Fhilipina merupakan Negara anggota pertama yang akan -
' “melaks.anakan pertandingan tersebut pada sekitar bulan Maret 2004 '

J. JASPCC (Joint ASEAN Senior Police Officer Course) akan diselenggerakan pada tahun

2004 di Philipina. .

k. Perdirian Sekretariat ASEANAPOL vang permanen masih perlu dikonsultasikan dan
dipelajari oleh negara-negara an¢gota.

4,

o1

Termpati KéRterensi ASEANAPOL ke 24 tahun 2004 diputuskan diselenggarakan di
Thailand.

Dalam pertemuan khusus antara Kapolri dengan Kepals Kepolisian Australia, Mick Keelty
vada intinva mengemukakan bahwa darj pihak Australia masih mengalami kesulitan untuk
memperoleh visa bagi penyidik AFP yang ditugaskan ke indonesja. Namun demikian AFP
berjanji untuk membiayai operasi penangkapan pelaku teror Dr Azahari dan Noordin
Mohd.Top. Kanolri juga meminta dukungan AFP dalam masalah Timika, Papua.

Sedangkan dalam pertemuan khusus Kapolr dengan Kepala Kepolisian Selandia Baru,
Rob Robirson pada garls besarnya mengemukakan bahwa pemerintah Selandia Bar




eplain momur_ji keberhasilan.kana)

_ kepehsiartrdonestadatarnt MENgUNOKap berbagai kasus
_kejahatan khususnya yang berkaiatan dengan terrorisme, pemerintah Selandia Baru juga
- menawarkan kepada Polri untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan kepolisian di
. " Selandia Baru. - P O S A :

o 4:?_'_B'ér_dasarkan,hasil Kon?cren_si tersebut dia}ukan' éarén_ sebéga__s berikut -

e 'é._.:-Proo{am pendidlkan :d'an” pelaﬁhan__ya_ng_ di_tawakkah oleh kepolisian Siﬂgapu:r'_;_a:_._dan
- Philipina yang sangat erat kaitannya dengan investigasi peledakan bom dan terrorisme,
- 'seyogyanya De SDM Polri mempersiapkan dan menunjuk personil yang terkait dengan-

~ tugasnya untuk mengikut pendidikan dan pelatinan tersebut

-._-Sghlub'_l}hga}n_d'engé_h I_péhaw'é'_r_:éhi Ke{i_éia -Keboii's_ian Selandia Baru 'kepada Po%r'i-'.;ijntuk
7 ‘'mengikuti program pendidikan dan pelatihan di Selandia Baru sebaiknya De SDM Polri

- menginventarisic jenis pendidikan dan pelatinan yang dibutuhkan oieh Poiri  untuk
- disampaikan kepada kepolisian Seian_dia Baru. ERRSE

. .c._Dalam rangka mengikuti Pertandingan Regular Menembak yang akan diselenggarakan

.. - di Philipina_pada tahun 2004, sebaiknya Lemdiklat Polri mempersiapkan beberapa

- personel Polri yang terlatih untuk ditkut sertakan bukan hanya pada kejuaraan- dalam
ST tahun tersebut namun juga untuk event selanutnya

¢, Dalam event-event internasional seperti ASEANAPOL dan SU ICPO-Interpol, deleqgasi

. -Polri agar mengikut sertakan wartawan dari harian terkemuka untuk meliput kegiatan-

- Kegiatan tersebut sehingga dit arapkan mass media dapat membantu mensosialisasikan -
hasil-hasil pertemuan terszabut. S

5. Dem%kian untuk meniadi periksa dan mohon arahan (Laporan lengkap terlampir).

Jakzrta 23 September 2003

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Tembusan: Drs. M MAP

KOMISARIS JENDRAL POLIS
1. Wakapolri
2. Irwasum Polri
3. Kabareskrin Polri
4. Kababinkam Potri
5. Kabaintelkam Polri
6 Desumdaman Kapolri
7 Deops Kapaolri
8. Kalemdiklat Poiri

|




. '  ._'-'-.'-23rd ASEAN CHIEFS OF POL!CE CONFERENCE
e MANILA F’HILIF’P!I\IEQ VN
8- 1'? September 2003

Jmmmmmwmuﬁ

. -"3.-1. The 23" Annua, Conference of ASEAN Chiefs of Police =
(AS EANAPOL XXIHD was held at the Manila Hotel, One Rizal Park, Manila,

Ph;'llppmes from the 8" to 12" of Sentember 2003.

2 The objectives of the Conference were to further enhance police
professionalism, forge stronger regional cooperation on police work, and promote_ K

'Iastlng friendsh.p among police officers of ASEAN countries.

3. The delegaticns from Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao
PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viemnam were

led respectively by:

3.1 DCP PG AHMALD PG HJ DAMIT
Deputy Commis~=iuner of Police

D seal Sl e 1o g [ TN N e

l\\IjLAi Ll et F U“U\.r [RL O §

Brunei Darussalam

3.2 POLICE LIEUTENANT GENERAL MAO CHANDARA
Deputy Commissioner General
Cambodian National Police
Kingdom of Cambodia




'POLICE GENERAL DAl BACHTIAR
~*Chief, Indonesian Natf;}_ﬂ_a! Pohce R
o _Republlc ofindone&a o

3POLiCE CO;_ONEL KHAMPHA SENGDARA
Lo _D:rector beneral of Polica General Department
L Lao' eople s ocrat:c Repubhc

-8 .i__{-:é-_.jaATO’ SERIMCHD. BAKRI BIN HAJI OMAR S
. Deputy Inspector (nenerat Chonn T
- Royal Matays;a Pohce S
' MalaySIa -

36 'POLICE MAJOR GENERAL KH!N Yi
" Director General . et
Myanmar Police Force

Umon of Myanmar '

37  POLICE DIRECTOR GENERAL HERMOGENES E. EBDANE, JR.
© . Chief, Phi!sppme Mational Police -
.Repubhf‘ of the Phihppmes _

3.8 MR. KHOO BOON HUi
Commissioner of Police
S:ngapore Police Force
Republic of_Smgapo_r_e v

3.9  POLICE GENERAL TAWACHAI PAILEE
* Deputy Commissioner General
Royal Thai Police -
Kingdom of Thailand

3.10  POLICE MAJOR GENERAL PHAM VAN DUC
Deputy Director General of the Police General Department
Socialist Republic of Viitnam

4. The ASEAN Secretariat observers from INTERPOL and quests from.

Au :,trahan Federal Police and New Zealand Police also attended the Conference.

5. Police Director General HERMOGENES E EBDANE, JR., Chief of
the - Philippine National Police, welcomad the Guest of Honor and all the

delegates to the Conference at ninz o' clock in the morning of September 9,
2003.




B The Conference wao fermaiiy deciared open at nine fifteen in the
mOme of September 9, 2003 at the Manila Hotel by the Guest of Honor and .
Spea_ker Honcrable Jose D, Lina’ Jr,, Secretary of the Department of the Intertor}__' o
and Local Government Repubhc of the Ph:hpp;nes

-'-'_:.-_Tefronsm
7.2 illicit Drug: Tratﬁcklng, el o
.3 -Progress of A’%‘EANAPOL Database System
- Mutual AQSIStctnCEi‘ in Cnmmal Matters; -
“Anti- Money Laundenng Matters
“Fraudulent. Travel Documents
e - Cyber Crime; =~
e 7.8 Transnataonal Fravds and Commerczal Cnmes and
7.9, Exchange “of Personnel and Trairing Programs among
- ASEAN Police Forces. - e R

8 ©The following res'olutio_ns were adopted during the conference:
| 81 On Teri’CJriSm |

8.1.1 To exchange mformation/mtelhgence on {errorists’

"orgamzatsone plans, fundmg, and secunty practices for international - -
: specnal events; . - - :

8.1.2 To mamtain a list of ASEAN Po hc*e COLnter-Terrorasm |
Unlts for feady referencmq

8.1.3 To c[oseiy monitor newly-emerging militant and radical
‘groups and take action to prevent them from developing into full-
blown terrorist groups;

8.1.4 To develop iraining programs and conduct regular
meetings to enhance existing capabilities in investigaticn,
intelligence, sur\/ettlance cetection, . monitoring..and reporting—of

terrorist activities:

8.1.5 To work for the criminalization of terrorism.  Those
without anti-terrorism  laws  to suggest fo their respective
govenments o enact laws *hat will criminalize terrorism; and




= 8 1. 61 Asia Pmcn‘“ ic Economtc Conference _( PV-C) in
o jhe r(sn_gdom 0" Thaliand in ctober 2003 ;

'“"'*‘8163 Southe'ast Asian Games (SEAG) in the_:-
Sociaitst Repubhe of ‘\fietnam tn E)ecember 2003 3

8 a On Ilhc;t Drug Frafﬁckmg

8 1 6 Membfnl countr:es egree to prowde - aequnred_“:‘__V-"'-'_:3f:--'-3"--'-:':'

821 To contmue the ccsnduct ef bi!ateral exchar:ges of

e mformat:on/mteihgence on cross border drug trafﬁckzng

822 To update the het of contact nersons ih each :

ASEAN- country o :ensure the speedy flow of correspondence[:”_;__j-_'i'i;_

. and inquiries on. cnmmai matters

823 10 enhance the conduct of coordinated operatlens -
"'-'-j_-w;th;n reepectwe common borders for the purpose of drug = -

o prevention and suppressuon

L 824 To seek further ceoperatton with the Untted Nations
- Office on Drugs and Crime {o deveiop capacity and infrastructure o
S --combat |I]|C‘t dmg trafﬁcksng, and :

8.2.5 To develop regional trainings, personnel exchange
programs and conduct regular conferences on illicit drug trafficking.

83 On the Progress of ASEANAPOL Database System (ADS)

8.3.1 Member countries and the approved vendor, Singapore

EnRginearing Software (SES), 1o study the-details-and-the-final-costin
the development of the new sysiem durmg the next ADS Technical
eommnttee meeting; .

8.3.2 To support the ADS Technical Commiiitee proposal that
the Working Group (WG) will meet at least three times a year to
ensure the smooth implementaiion of the ADS;




S 8.5 On Anta -Monegy Laundennq Matters

: 8 3. 3 The Royal Thar Pohce ’ro remain an act:ve membex of:-._-;- __
"the‘ ADSTC and : DS A SR

834 Ex:sting ASEAN ADS member countr:es to pmvade
1echn|cai ass;stance to r1(-'3w ASEAN member countnes S

'8 4 On Mutual Lega! ﬁ\ss;stance.on Cnmma! Matters i R

i 841 Member countraes wsthout Mutual ASSIstance 'on i
: ____.'_'Crimmal Matters -Act (MACMA) to recommend to their respect;ve_'};_ :
: .govemments the enactment of MACMA and i SRR i

8. 4 2 To encc urage *he;r respective governments to
de:,:gnate police hasson oﬁ' cer or poizce attache in ASEAN countrres o

_ 8 5.1 To enhance. remonal cooperatlon and coi!aboratten
'among member countries in the tmplementatlon of respective Anta- .
Money Laundering Law; :

852 Member countries which have no Anti- Monpy."}f'_

Laundering Law to ret,ommend to their respective governments for

the enactment of a law whtcl" conform with international standards
--and : ) s :

8.6.3 To conduct tralnlng to develop expertise in anti- money
laundering investigaticn.

8.6 On Fraudulent Travel Documents

8.6.1 To enhance law enforcement capabilities through the

sharing of technical exparise;

8.6.2 To compy with internationa! standards that govern
security procedures 'n  protecting fravel documenis against
tampering, duplication and other alterations:

8.6.3 To exchange information/intelligence particuizrly on the

peculiarities, security featu~es and methods detecting forged travel
documenis of 2ach member nation; and




864 To conduct strict screening and monitoring of the entry
“and exit of visitors to non-visa _requi_r_in_g member nations. =

87 OnCyberCrimes

& | _8_.7__.1_.1’_0. | -reé_o_m_fn_énd tothe members’ - respective
- governments the enactment of E-Commerce Law or its equivalent in
- accordance with the standards set forth by the United Nations;

_ through information/iniel; igence exchange including - ‘co'm'put_e'_r L

o '-'r_.programSISOftWare and dt_h{e’r’_-’téc_:h_h_i__t;él_---in’fOrr_’_na_ti_o_n_; and

"'8.7._3__'_1"0 deveiop iekpﬁ::ﬁi_se.'f C_ih:. cyber crime investigation

Y including standaraization of software for. enhanced digital evidence

gathering and sharing.
88 On Transnational Frauds and Commercial Crimes

R 8.8.1 To enhance coordination and communication aniong
~ dedicated/specialized units engaged in comtating these crimes
~ through institutional ard personal contacts to supplement the

. -present channel of communication  through  the ASEANAPOL/

INTERPOL Desk: and

. 8.8.2 To exchange information/intelligence through - the
 ASEANAPOL/INTERPOL Desk in the distribution of official
publications, manuals and newsletiers by member countries in
-addition to the website. Classified materials to be disseminated
“through institutional/personal contascts.

8.9 On Exchange of Training Programs among ASEAN Police
Forces

8.9 1 Indonesia to conduct a Senior Police Command and
Management Course offerad to all member countries:

3.9.2-Malaysia-to-conduct refevant police basic and advance
courses offered to all member countries:

3.9.3 Philippines to conduct Counter-Terrorism Trainirg
Program offered to all member countries: and




8 94 Smgapure to”pr.o.wde log:st;cal support for tramsng I_
cgunter terrorism 25 indicated in paragraph 79 4 Jomt Commun:qu_
- of. the 22“ ASEANAPOL Coanrence '

To orgamze a- regular Shootmg Competltlon Wl’[h the thppmes.__
'the fi rst competmon dunng t[re f rst quarter of year 2004

SE '--_.-Further consultations and studles to. be. uncﬁertaken on the proposal
. eotabllsh ape manent ASEANAPOL Secretaﬂat S
) The '*onfel ence agrees that the 24“‘ ASEANAPOL Conference be

..--;"::;'_'.a-hEidfiﬂ Thalland in the year 2004, The host country shal! determlne the date
_._..:;_'and venue ofthe Confuence 8 . il deter

& .-_"_:Done in Mamla Phlllppmes on the 11th day of September 2003.

/i
_' SAC PENG ENG EE - .
: '_{'j:“SemorAssnstant mimissioner. fP hce

~ Royal Brurei Police Force
SR _Brunei Darussalam

e '-Poucn: LIEUH‘ENA GE&ERAL wg\o CHANDARA
" Deputy Comm:ssnoner eneral /

“Cambodian Nationai Police
' Ktngdom of Cambodta

POL!CE COMMISSARS GENERAL M A ERWIN MAP
Head Criminal Investigation Department

mdonesmn National Police

- Republic of indonesia




v POLICF _,OI ONEL KHAMPHA SENGDARA
“"Director Genera_l_ of_Pollce al

_jj.j.}.;_--_-DATO SERi MOHD BAKE’I BIN HAJi OMAR
__:".--Deputy Inspector Generai - Bl
"""-'-i.;“Maiays:a s ¥ NN v

::_F_’OLICE: NAJOR GENERAL KH!N Yl SN
- Director General = e
~ Myanmar Folice Force .

S i_'-’:-Unfon of Myanmar

[ M‘D(b

-_=POLICE DIRECTOR GENERAL \HEWENES E EBDANE, JR.
- .Chief, Pk, ilippine National Police

o ':-Republlc of the Philippines

- MR.KHOO BOON HUi
-..Commtsstoner of Police

. ._Q!nﬂﬂnf\r‘m Df}!suu rUlbﬁ

Repgig_itc of Singaporé




'-f‘Pouc E L!EUTENANT CENERAL VIROJ PHAHOLVECH
~ Commissioner =~ =
“Office of the Enspecter -General

oyal Thal Polic«a S

j.}.'i__'?-izpouca MAJOR GENERAL PHAM VANDUG
... Deputy D rector General of the Police Gene“ral Department
T -_f}j;_g_Somahst Repubhc of \fletnc m .




- Joint Communifque of the 24th ASEAN Chiefs of Police Conference
Chiang Mai, Thalland, 18-20 August 2004

. The 24th Annual Conference of ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL XXIV) was
held at the Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thaifand from August 16-20, 2004.

2. The objectives of the Conference were to further enhance police professionalism,
. forge stronger regional cooperation on pottca wnrk and promote Ias’nng friendship
- among police offlcers of ASEAN countries. :

3, The Conference was attended by deiegates from Brunei Darussalam, Cambodia,
indonesia, Lac POR, Malaysia, Myanmar, the Phﬂsppanes Singapore, Thailand and
. Vietnam, which were led respectively by

3.1. Dato Paduka Seri Hj Abd Rahman bin Hj Johan
- Commissioner of Police
Royal Brunei Police Force
Brunei Darussalam -4

3.2. Police General Hok Lundy
. Commissioner General
Cambodian Nation Police
Kingdom of Cambodia

3.3 Police Commissioner General Drs. Adang Daradiatun
Deputy Chief of Indonesian National Police
Republic of indonesia

34, Police Coloner Somvang Thammasith
Deputy Director General of Police General Department
Lao People’s Demoeratic Republic

3.5.  Tan Sri Mohd Bakri bin Haji Omar
Inspector General
Royat Mataysia Police
Malaysia

3.6, Puolice Brigadier General Zaw Win
Deputy Director General
Myanmar Police Force
Unior of Myanmar

3.7. Poiice Director General Hermogenes Ebdane, Jr.
Chief of Philippine National Police
Republic of the Philippines

3.8. Mr. Khoo Boon Hui
Commissioner of Police
Singapore Police Forcs
Republic of Singapore

3.9, Police General Soantom Saikwan

ﬂf‘-ﬁ;nh Pﬁmmls&wr L s

Royai Thai Police
Kingdom of Thailand

318 Palice Major General Tran Van Thao
Acting Director General
Police General Department
Sccialist Republic of Vietnam




Observers from ASEAN Secretariat, ICPO-INTERPOL as well as guests from
Austrafian Federal Police and New Zealand Police also attended the Conference

s 5. Police General Soontoi‘n Salkwan, Acting Commisioner-General of Roval Thai
- Police delivered a welcome note bsfore the deiegates of the Conference at the 10.60
am., August 17, 2004,

6. The Conference was subsequently dec!ared open by the guest of Honor, H.E. Gen.
Chalawit Yongchaiyudh, Deputy Prime Minister of Thailand.

7. 'The following toprcs of interest were d:scussed dunng the conference:

Hlicit Drug Trafﬁckmg '

Progress of ASEANAPOL Datahase System
Mutual Assistance on Criminal Matters -
Terorism

Armns Smuggling

Commercial Grimes, Bank Offences and Credit Cards Fraud
Cyber Crime

Fraudulent Travei Documents

Trangnational Fraud

Human Trafficking

Exchange of Personnel and Training Program
Drafting of Joint Communique

8. Afier Extensive discussions, the Conference adopted the foltowing resolutions:
Iilicit Drug Trafficking -

712

81

8.2.

8.1.1.

To continue conducting exchange of information/intelligence on
cross-border drug trafficking and exchange of a target list of
drug syndicates operating in member countries.

To distribute to member countries the updated list of contact
persons to ensure speedy flow of correspondence and
enquiries.

To enhance the conduct of coordinated operations within
respective commaon borders

To provide assistance in apprehending warranted drug fugitives
believed 1o be taking refuge in one country when requested by
another country

To immediately notify member couniries of any new types of
drug found in one country which is believed to be a trafficking
threat to the region

To seek further cooperation of the United Nations on Drugs and
Crime in order to enhance capacity building and infrastructure,
to controf precursor chemical and combat illicit drug frafficking.

Progress of ASEANAPQOL Database Systern

8.2.1.

To accept sponsorship from Hewlett Packard (HP) for the
servers required for e-ADS .

8.2.2.

8.2.3.
3.2.4.

8.2.5.

To aliow the approved vendor Singapore Engineenng Services
(SES) to develop the e-ADS application software for the system

To note that the next ADSTC mesting will be hald in Indonesia

To work towards the faunching of the ¢-ADS at the ASEAN
Chiefs of Police Cenference in 2005

1o direct the ADSWG to consider and ensure non-duplication of
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8.3

8.4

85

3.8

8.7.

before the system is developed

8.26. To encourage non-participating member countries to join the e-
ADS projects.

Mutual Asistance on Criminal Matters

8.3.1. To continually encourage member couniries to recommend to
their respactive govemments to enact legistation on mutual iegal
assistance in criminal matters

8.3.2. To provide comprehensive measures of mutual assislance in
order to be more effective in criminal justice

833, To 'encouragé ‘member countries to establish bilateral
agresments to facilitate mutual assistance in criminal matters
Terrorism '

841 To enhance the exchange of knowledge, inteligence and
information on terrorist. militants, radical groups_and provide
target lists of terrorists operating in the region

8.42. To create & list of contact agencles/ persons for sharing with
other members countries to facilitate fast track cooperation

8.4.3. To provide member countries with intelligence and information
on terrorism or other crivinal activities which may disrupt
significant events in.the region, such as the 5" ASEAM Meeting
in Vietnam in Ogclober 2004, and the ASEAN Summit in Lao
POR in Novemnber 2004,

Arms Smugalin

8.5.1. To Encourage member countries to adapt effective arms control
laws

8.52. To Exchange intelligencefinformation among member countries

853. To encourage member countries to conduct coordinated
operation 1o apprehend illegal arms suppliersfraffickers

Commercial Crimes, Bank Offences and Credit Cards Fraud

8.6.1, To promote close cooperation among the law enforcement
authorities of member countries

8.6.2. To promote the exchange of recent informationfintelligence and
modus operandi

8.6.3. To work closely with the banking and credit card industries to
foster strong partnerships

8.6.4. To enhance police officers’ knowledge and capabilities

865 To raise and enhance public awareness as preventive
measures

Cyber Crimsa

8L A To- develep--close ~cooperaiion-ameng-member—counines—in

exchanging knowledge, particularly on relevant laws, legal
framework, and present threats

8.7.2. To establish contact points for cooparation and coordination

8.7.3. To explore the possibifity of coordinating oparation and
Investigations as and when the need arises




T8

8.8, -

Ciggl g . .
: ) '_8_.971 Te buﬂd upon emsttng nezx.».forks o fac:ittate pmws;on of

Fraudulent Travel Documents
881, 'To share and exchange information and intetligence

882 To enhance know!edge of the secur:ty features and means to
¢ .detect fraudulent trave documenis through tramang and expart
__workmg groups :

8.8.3. -To cooperate closely, partscuianly on requests for assastanca anci
R enqumes in a timely manner -

8.84. To estabhsh contact pomts to facnhtate asmstance m member .

N countnes
Transnat;ona! Fraud

. asssstance

' 88.2. To assagn contact pomts and spemﬁc coemmunication channels

- to-attend to requests from other member countnes m a tlmely
‘manner .

18483 To exchange knowfedge :nfonnat:on and intelligence an

deveiopment and trends in fransnational frauds.
‘Human Trafﬁckmg '

810.1. To narmomze and share a common concept and framework of -

refevant !aws .

8.1_0.2 To support the adoption of a National Action P[an of mamber
countnes to combat human trafficking

+8.10.3. To encourage member countries to sign bifateral or muiltilaterai

agresments on combating human traff okmg and on assistance
for victim .support

8.104. To strengthen national, regional an intermationals networks

8.10.5. To maintain close cooperation on the exchange of information
and.inteffigence

8.10.6. To emphasize the need for strict border access controf
8.10.7. To raise public awarensss
Exchange of Personnel and Training Program

8111 To centinug to inform and ax a,arma waining programs Tor the
benefit of member countries

8.11.2. To encourage member countries with expertise in specific areas
to share their experience and expertise with others through
training, visiting instructors and officar attachment programs

8.11.3. To create a list of ASEAN police expertsfinsiructors in specific
areas as listed in the Joint Communigue in order to facilitate
future exchange of instructors

8:A+4.-To--grgenize-—annuaty—the—Shooting Competiton - SHEst
ASEAN police officers, with the 2™ Competition to be held in

Indonesia in 2005

8.11.5. To note that the 14™ Joint ASEAN Senior Police Officers Course
(JASPOC) will be held in Thailand in early 2005, and the 15"
JASPQOC in Indonesia in late 2005

9. The Conference agreed that the 25" ASEANAPOL Conference would be hald in
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the Conference. Maritime Fraud shali be included in the topics of discussion.

- -Done in Chiang Mai, Thalfand on the 19" day of August 2004

Dato Paduka Seri Hj Abd Rahman bin Hj Johan
Commissioner of Police
Royal Brunei Police Force
Brunei Darussalam

Police Generaf Hok Lundy
Commissioner General
Cambodian Nation Police
Kingdom of Cambodia

Folice Commissioner General Drs. Adang Daradjatun
Deputy Chief of Indonesian Nationa! Police
Repubiic of indonesia

Folice Cofoner Somvang Thammasith
Deputy Director General of Police General BDepartment
Lao People’s Democratic Republic

Tan Sri Mohd Bakri bin Haji Omar
inspector General
Royat Malaysia Polica
Malaysia '

Folice Brigadier General 7aw Win
Deputy Director General
Myanmar Police Force
Union of Myanmar

Police Deputy Director Generaf Virtus V Gif.
Deputy Chief for Oparation
Philippine National Police
Republic of the Phitinpines

Mr. Khoo Boon Hui
Commissioner of Police
Singapore Police Force
Republic of Singapore

Police General Soontarn Sallavan

Acling Commissioner-General
Royal Thai Police
wingdom of Thailand

Palice Major General Tran Van Thao
Acting Director General
Police General Department
Sccialist Republic of Vietnam
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